FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: 8 Tahun 2022

Tentang
MEKANISME PERCERAIAN DALAM NIKAH SIRRI
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Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa
Timur setelah:

Menimbang:

a. Bahwa nikah sirri merupakan bentuk pernikahan yang
tidak diakui oleh negara dan praktek tersebut masih
banyak terjadi di tengah masyarakat.

b. Bahwa di masyarakat, pernikahan sirri menimbulkan
banyak dampak negatif (mafsadah), seperti status suami
istri dan anak yang tidak jelas ketika terjadi perceraian.

c. Bahwa wanita yang ditinggalkan suaminya dalam pernikahan
sirri, kesulitan mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan
agama.

d. Bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan cara
perceraian dalam pernikahan sirri.

e. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa
tentang tata cara perceraian dalam nikah sirri.
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Mengingat:

1. Firman Allah antara lain:

a.

240

Ayat tentang aturan dan prinsip talak.
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“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh
rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan
dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu
mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu
berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir
tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri)
tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka
tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang
diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah
hukum-hukum Allah, maka janganlah melanggarnya.
Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah

mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-
Baqarah [2]: 229)

Ayat terkait perintah taat kepada pemerintah
@f&\gj\j T2y di ANVt sl
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”

(QS. Al-Nisa’ [4]: 59)

Ayat tentang kemudahan menjalankan Syariat Islam
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“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu
dalam agama suatu kesempitan.” (QS. Al-Haj [22]: 78)

2. Hadits Nabi #* antara lain:

a.

Hadits Nabi ¢ tentang suami yang tidak mampu
menafkahi istri.
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“Diceritakan dari Abu Hurazrah &, bahwa Nabi £
bersabda tentang seorang lelaki yang tidak memiliki
harta untuk dinafkahkan pada istrinya; “Harus dipisahkan
keduanya”. (HR. Al-Baihagqi)

Hadits Nabi ! tentang perintah memberi nafkah.
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“Diceritakan dari Abu Hurairah £, dari Rasulullah
& bahwa beliau bersabda; “Sedekah yang terbaik
adalah sedekah saat tidak butuh, tangan di atas lebih
baik dari tangan di bawah, dan mulailah dengan orang
yang menjadi tanggung jawabmu”. Abu Hurairah
bertanya: “Siapa yang menjadi tanggung jawabku
wahai Rasulullah?” Nabi bersabda: “Istrimu akan

berkata; berilah aku makan jika tidak ceraikan saja
aku”. (HR. Al-Baihaqi)

Hadits Nabi ¢ tentang larangan merugikan diri sendiri
dan orang lain.
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“Diceritakan dari Ibnu Abbas s, Rasulullah 42 bersabda:
“tidak (boleh) membahayakan diri dan tidak (boleh)
membahyakan orang lain”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Hadits Nabi 2 tentang kemudahan ajaran Islam.
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“Diceritakan dari Abi Umamah. Rasulullah < bersabda:
“aku diutus dengan (membawa) ajaran yang lurus
dan mudah”. (HR. Ahmad)

Perintah sahabat Umar kepada para tentaranya untuk
memperhatikan nafkah istri yang ditinggalkan dalam
pertempuran.
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3.

(L}’%-xj\ °\) ))
“Diceritakan dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khatthab
berkirim surat kepada para pimpinan tentara tentang
para lelaki yang pergi meninggalkan istri-istri mereka,
memerintahkan para pimpinan untuk mengharuskan
para lelaki tersebut memberi nafkah istri-istri mereka
atau menceraikannya. Dan jika menceraikan maka

harus mengirimkan nafkah yang belum ditunaikan.’
(HR. Al-Baihaqi)

)

Kaidah-kaidah Fikih antara lain:
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Bahaya harus dihilangkan.

Aladl s e A8 il s
Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih
kemaslahatan.
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Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan
kemaslahatan.
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Memperhatikan:

1.

Dalam Fatawa Ibnu Shalah, 2/454, disebutkan perihal
perempuan yang ditinggal suaminya tanpa mendapatkan
nafkah.

RaE5 655 G SlEdA ;_é;\uuabuﬁ:)s;;uu;
AP “biﬂ\ﬁﬁ\\@d&cgjﬁ\dﬁ:“’ el yed
ol G \le 48 o i yséﬁgf@;ﬁ
e 4. &35 e aaa i \jwm;;,:if’s&c\:;ﬁss;
28 5 ds & kadl o8y r:@éﬂj@\;du@:\;;
G558 (el G dhop S T w0 g
fallgls Gl 51 ey ed g dis @J; i
Uk, 25 5585 06 ol B 1S A8
A A bt crelt S P TS
~°fu:&§>!\cg=y°‘s&3 °'L,;u\}\g’°’u~;:sw
e ub; S 400 425 disall Sl oY1 55 A T 52
BLES 5 gt LS)))J@“J\JU““‘A’"‘ d\‘*’ Lal; 545
TN 3,555 i
Satu permasalahan datang dari seorang hakim; apa hukum

yang berlaku bagi seorang wanita yang ditinggal pergi
oleh suaminya dan tidak jelas kabar keberadaannya, serta
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tidak meninggalkan nafkah bagi wanita tersebut, apakah
bisa difatwakan boleh untuknya menuntut fasakh sebab
itu semua apa tidak? Dan apa saja pendapat terdahulu
yang telah difatwakan terkait kasus semacam ini?. Jawaban
Ibnu Shalah: fatwa bagi wanita tersebut selama dia berhak
dan wajib dinafkahi namun sulit untuk mendapatkannya,
disebabkan tidak adanya harta suami padanya atau di
sekitarnya, atau ada namun sulit untuk mendapatkannya
meski telah ada keputusun hukum karena tidak diketahui
tempatnya, atau diketahui namun sulit untuk memintanya,
diketahui suami dalam kondisi mampu atau tidak mampu
memberi nafkah, atau tidak diketahui kondisinya, maka
wanita tersebut boleh mengajukan gugatan fasakh nikah
kepada hakim.

Dalam Bughyah al-Mustarsyidin, hal. 515, dijelaskan perihal
kondisi tidak bisa menemukan hakim atau muhakkam.
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Apabila (seorang istri) tidak menemukan hakim atau
orang yang ditunjuk sebagai hakim, atau tidak mampu

i\’n‘a

mengadukan perkaranya kepada hakim, misalnya ia
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berkata: “Aku tidak bisa menceraikan kecuali dengan
imbalan harta,” sementara istri mengetahui keadaan
suaminya yang tidak mampu (miskin) dan bahwa ia berhak
mendapat nafkah, maka ia boleh melakukan fasakh
(pembatalan nikah) sendiri karena darurat, sebagaimana
dikatakan oleh Al-Ghazali dan gurunya, dan pendapat itu
dikuatkan dalam kitab at-Tuhfah, an-Nihayah, dan lainnya.
Demikian pula, jika ia tidak mampu mendatangkan bukti
(saksi) tentang kemiskinan suaminya, namun mengetahui
kemiskinan itu, meskipun hanya berdasarkan berita dari
seseorang yang ia yakini kebenarannya, maka ia juga
berhak melakukan fasakh (pembatalan nikah). Hal ini
diriwayatkan oleh Al-Malibari dari Ibn Ziyad, dengan
syarat ia menghadirkan saksi atas fasakh yang dilakukannya.

3. Dalam I'anah al-Thalibin, 4/105, dijelaskan perihal kondisi
kesulitan melakukan fasakh nikah.
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Kesimpulannya: sesungguhnya yang dapat dipahami dari
berbagai kutipan tersebut ialah bahwa kewajiban mengajukan
perkara kepada hakim atau orang yang ditunjuk sebagai
hakim (muhakkam) serta penetapan kemiskinan (suami)
oleh hakim berlaku apabila hal itu memungkinkan. Namun,
apabila hal itu tidak memungkinkan karena tidak adanya
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hakim atau muhakkam, atau karena hakim meminta harta
(imbalan), atau karena tidak adanya saksi atau mereka
sedang tidak hadir maka boleh bagi istri melakukan fasakh
(pembatalan nikah) sendiri dengan menghadirkan saksi
atas fasakh tersebut.

Dalam Hasyiyah ‘Ala al-Ghurar al-Bahiyah, 4/394, disebutkan
tentang solusi ketika wanita tidak mendapatkan nafkah.
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Ibnus Shalah, Syaikhul Islam, dan banyak ulama muhaqqiq
(peneliti) berpendapat bahwa apabila tidak mungkin
menunaikan nafkah dengan segala cara, karena terputusnya
kabar suami atau sulitnya dihubungi, sehingga hakim tidak
mampu memaksanya (untuk memberi nafkah) dan tidak
ditemukan harta miliknya, maka pernikahan dapat difasakh
(dibatalkan) oleh hakim. Mereka berkata: “Sebab inti dari
kebolehan fasakh karena kemiskinan adalah adanya
penderitaan (dharar), dan penderitaan itu ada di sini,
bahkan sekalipun suaminya sebenarnya mampu. Maka
tidak perlu diperhatikan apakah kemiskinan itu benar-
benar terbukti atau tidak.”Dan tampak jelas bahwa tidak
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ada penundaan (masa tunggu) dalam hal ini, karena
sebab fasakh, sebagaimana telah diketahui, semata-mata
karena adanya penderitaan, tanpa memandang apakah
suami itu kaya atau miskin.

5. Imam al-Ghazali, dalam Al-Mustasfa, 1/438, menyatakan
bahwa kemaslahatan adalah proteksi (perlindungan)
terhadap tujuan syariat.
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Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan terkait

\'6)

mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan yang
kami maksud dalam hal ini bukan makna tersebut, karena
sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya
adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan
tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahah
adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara’
sedangkan tujuan syara’ bagi manusia itu ada lima; yaitu
perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta
mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya
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lima prinsip tujuan hukum itu disebut “maslahah’.
Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima
prinsip tujuan itu disebut kerusakan (mafsadah) dan
menolak kerusakan itu juga maslahah.

Dalam Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, 2/122,
disebutkan perihal kebijakan pemerintah dan para
bawahannya
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Penguasa bersama para wakilnya harus mengambzl
kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya
dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan
kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya
mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil
yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan,
bahwa: (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5,
setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan
di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2)
Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai
Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal
ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1
Kompilasi Hukum Islam yang mengatur: “Perkawinan
hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat
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oleh Pegawai Pencatat Nikah.”

Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni
sebagai berikut:

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta
Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan
Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke
Pengadilan Agama.

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama
terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian

perceraian;
Hilangnya akta nikah;

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah
satu syarat perkawinan;

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang
tidak mempunyai halangan perkawinan menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah
ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah
dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan
itu.

Penjelasan Pasal 7 KHI berbunyi: “Pasal ini diberlakukan
setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama”.
Dari bunyi pasal tersebut, Pasal 7 ayat (3) huruf e adalah
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10.

11.

dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri untuk
mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Keputusan I[jtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur
Tentang Mekanisme Perceraian Dalam Nikah Sirri pada
tanggal 27 Dzulhijjah 1443 H. Bertepatan dengan tanggal
27 Juli 2022 M.

Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang
Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 6 Muharram
1444 H bertepatan dengan 4 Agustus 2022.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA MEKANISME PERCERAIAN

DALAM NIKAH SIRRI

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam hal ini yang dimaksud dengan;

1. Nikah sirri adalah pernikahan yang tidak tercatat

secara resmi dalam administrasi negara.
2. Fasakh nikah adalah gugatan cerai dari pihak istri
melalui Pengadilan Agama.

3. Muhakkam adalah seorang ahli hukum pernikahan

dan adil (berintegritas) yang ditunjuk oleh pihak
perempuan seperti halnya hakim dengan kalimat “aku
jadikan engkau sebagai hakim” (hakkamtuka), atau
“aku jadikan engkau sebagai wali” (wallaituka).
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Kedua: Ketentuan Hukum

1.

Pernikahan sirri merupakan praktik pernikahan yang
tidak diakui keabsahannya oleh negara meski tetap
sah secara syar’i.

Istri yang ditinggal pergi suaminya selama masih dalam
batas-batas ketaatan yang tidak menggugurkan nafkah
dan wajib dinafkahi, namun kesulitan untuk mendapatkan
hak nafkahnya, berhak untuk melakukan gugatan fasakh
kepada hakim.

Dalam hal istri tidak bisa melakukan gugatan karena
melakukan pernikahan di luar pencatatan negara,
istri harus mengajukan isbat nikah terlebih dahulu di
Pengadilan Agama untuk menetapkan pernikahan dan
selanjutnya melakukan gugatan fasakh.

Dalam hal istri tidak bisa melakukan sidang isbat nikah
di Pengadilan Agama, maka istri boleh melakukan
fasakh di hadapan muhakkam dengan menghadirkan
dua saksi yang bisa bertanggung jawab dan hadir ketika
dibutuhkan.

Ketiga: Rekomendasi

1.

252

Meminta kepada pemerintah agar lebih maksimal dalam
memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
terkait hukum pernikahan sirri dan dampak sosialnya;
Meminta kepada Pengadilan Agama (PA) dan Kantor
Urusan Agama (KUA) agar memberikan kemudahan
dalam proses isbat nikah dan fasakh apabila sudah
terpenuhi persyaratan dan ketentuannya;
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3. Agar pihak perempuan lebih waspada dan berhati-hati
dalam menerima ajakan pernikahan sirri dari pihak
laki-laki dengan memperhatikan dampak hukum dan
sosialnya.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan,
maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana
mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan
dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua
pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 14 Muharram 1444 H
12 Agustus 2022 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA
ua, Sekretaris,

KH- akruf/(%ézin KH. Sholihin Hasan, M.H.I
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Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
tua Umum, Sekr g\taris Umum,
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N INST AW 2
KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallahi;8.H., M.M Prof. Akh. MEI&]’ZE;'M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D
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FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 9 Tahun 2022
Tentang
SALAM LINTAS AGAMA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa
Timur setelah:

Menimbang:

a.

Bahwa akhir-akhir ini banyak ditemukan ucapan salam
lintas agama utamanya dari pejabat pemerintahan atau
tokoh masyarakat pada acara yang melibatkan peserta
dari berbagai pemeluk agama.

Bahwa banyak pejabat di dalam berbagai acara dalam

pembuka salamnya menggunakan: “Assalamu'alaikum

Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera Bagi Kita

Semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam

Kebajikan”.

Bahwa secara umum ucapan salam lintas agama tersebut

mengandung makna yaitu:

1) “Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”
sebagai salam khas agama Islam yang artinya
“Keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah
semoga atas kalian”.

2) “Salam Sejahtera Bagi Kita Semua” sebagai salam khas
agama Katolik yang artinya “Salam kesejahteraan dalam
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naungan Allah.”

3) “Shalom” sebagai salam khas agama Kristen yang artinya
“Damai/sejahtera”.

4) “Om Swastiastu”sebagai salam khas agama Hindu yang
artinya “Semoga Sang Hyang Widhi mencurahkan
kebaikan dan kebahagiaan”.

5) “Namo Buddhaya” sebagai salam khas agama Budha
yang artinya “Terpuyjilah Sang Budha”.

6) “Salam Kebajikan” sebagai salam khas agama Khonghucu
yang artinya “Hanya Kebajikan Yang Bisa Menggerakkan
Tian (Tuhan)”.

Bahwa keberadaan salam lintas agama telah memunculkan

kebingungan di tengah masyarakat sehingga sebagian

masyarakat meminta MUI Jawa Timur untuk menetapkan
keputusan tentang masalah tersebut.

Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama

Indonesia (MUTI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan

fatwa tentang hukum mengucapkan salam lintas agama.

Mengingat:

1.

Firman Allah antara lain:

a. Ayat tentang larangan menyerupai orang-orang kafir,
baik dalam ucapan maupun perbuatan

54215 6581 1585 e 585 3 55T Glall g

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
katakan (Muhammad): “Raa'ina’, tetapi katakanlah:
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“Unzhurna’, dan "dengarlah", dan bagi orang-orang yang
kafir siksaan yang pedih.” (QS. Al-Bagarah [2]: 104)

Ayat tentang larangan mencampuradukkan yang
hak dengan yang bathil.
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“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan
yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang
hak itu, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-
Baqarah [2]: 42.)

Ayat tentang larangan mencampuradukkan ibadah
dengan agama lain.
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“Katakanlah (Muhammad), wahai orang-orang kafir
(1) Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah
(2) Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah
(3) Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa
yang kamu sembah (4) Dan kamu tidak pernah (pula)
menjadi penyembah apa yang aku sembah (5)
Untukmu agamamu dan untukku agamaku (6).” (QS.
Al-Kafirun [109]: 1-6)

Ayat tentang larangan bagi mukmin dan mukminah
mendurhakai ketetapan Allah dan Rasul-Nya.
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“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan

/o}

perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya
telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan
(yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan
barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka

sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang
nyata.” (QS. Al-Ahzab [33]: 36)

Ayat tentang larangan menyebut Allah dengan sebutan
identitas sesembahan agama lain.

3 55 ool 155 & 5236 oA il dyg
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“Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah
kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu dan
tinggalakanlah orang-orang yang menyimpang dari
kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti

mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang
telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A’raf [7]: 180)

Ayat tentang peringatan untuk tidak mengikuti kemauan
kaum Yahudi dan Nasrani.
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“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang
kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka.
Katakanlah: ‘Sesungguhnya petunjuk Allah itulah
petunjuk (yang benar)’. Dan sesungguhnya jika kamu
mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang
kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung
dan penolong bagimu.” (QS. Al-Baqgarah [2]: 120)

Ayat tentang perbedaan agama merupakan sunnatullah.
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“Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan
satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu
terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu,
maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya
kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan

kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.”
(QS. Al-Maidah [5]: 48)

Ayat tentang Allah tidak melarang berbuat baik dan
adil pada non muslim.
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“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku

adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu
dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari
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k.

kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai
orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah
[60]: 8)

Ayat tentang pentingnya berbuat baik walaupun beda
agama.
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G}G/L_:.Aj\&‘/}a /;ej’g

“Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan
Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai
ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati
keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan
baik.” (QS. Lugman [31]: 15)

Ayat tentang Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada
ayahnya yang berbeda agama.
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“Dia (Ibrahim) berkata “Semoga keselamatan dilimpahkan

kepadamu, aku akan memintakan ampunan bagimu
kepada Tuhanku. Sesungguhnya ia sangat baik kepadaku.”

(QS. Maryam [19]: 47)

Ayat tentang ucapan selamat kepada non muslim.
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“Maka pergilah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dan
katakanlah, “sungguh kami berdua adalah utusan
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Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israil bersama kami
dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh
kami datang kepadamu dengan membawa bukti (atas
kerasulan kami) dari Tuhanmu. Dan keselamatan
dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.”
(QS. Thaha [20]: 47)

2. Hadits Nabi #* antara lain:

a. Hadits Nabi ¢ terkait larangan menyerupai non muslim.
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“Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia
termasuk bagian dari mereka.” (HR. Abu Daud)

b. Hadits Nabi ¢ tentang larangan memberi salam
menyerupai gaya non muslim.
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“Bukan termasuk golongan kami. seseorang yang
menyerupai kaum selain kami. Janganlah kalian
menyerupai Yahudi, juga Nashrani, karena sungguh
mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat

jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan
isyarat telapak tangannya.” (HR. Al-Turmudzi)
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Hadits Nabi 4 tentang larangan menyerupai orang
kafir dalam penampllan.
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“Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah #: beliau
bersabda: “Selisihilah kaum musyrikin, biarkanlah

jenggot panjang, dan pendekkanlah kumis.” (HR. Al-
Bukhari dan Muslim)

Hadits Nabi ¢ yang menjelaskan agar muslim berhati-
hati dalam mengucapkan kalimat yang bermasalah

Kl 221 ) 355 0606 65350 of 52
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(gaaflely))
“Diceritakan dari Abu Hurairah, Rasulullah ¢2: bersabda:
“Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan
satu kalimat, ia tidak menganggapnya berbahaya;

dengan sebab satu kalimat itu ia terjungkal selama
70 tahun di dalam neraka”. (HR. Al-Tirmidzi)

8.

Hadits Nabi ¢ yang menjelaskan bahwa Nabi
mengucapkan salam kepada sekelompok orang yang
di dalamnya ada orang Islam, Yahudi dan orang musyrik.
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“Diceritakan dari Urwah, sungguh Usamah bin Zald
mengabarinya bahwa Nabi Abu Hurairah, Nabi £
naik himar yang di atasnya terdapat pelana dan di
bawahnya terdapat kain beludru kampong Fadak,
sementara Usamah mengikuti di belakangnya dalam
rangka menjenguk Sa’d bin ‘Ubadah di kampong Bani
al-Harits bin al-Khazraj, peristiwa ini terjadi sebelum
perang Badar, sehingga Nabi &: melewati suatu majelis
yang di dalamnya berkumpul kaum muslimin, kaum
musyrikin penyembah berhala dan kaum Yahudi yang di
dalamnya terdapat Abdullah bin Ubai. Di majelis itu
juga ada Abdullah bin Rawahah. Kemudian ketika
debu telapak hewan kendaraan menyebar kedalam
majelis, Abdullah bin Ubai menutupi hidungnya dengan
selendangnya, lalu berkata: “Jangan kenai debu kami’.
Kemudian Nabi £ mengucapkan salam kepada mereka.”
(HR. Muslim)
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Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

Aladl s Je p3E s idi 5
Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari
pada mengambil kemaslahatan.

Olesil 5o WERl cey) obasia EBlS 1

Se¥ES

Ketika dihadapkan pada dua kerusakan (mafsadah) maka

\
i

mafsadah yang lebih besar dihindari dengan mengerjakan
yang lebih ringan.

Q&:Y\)M C;ij )}:OM
Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.
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Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan
kemaslahatan.

Memperhatikan:

1.

Dalam Al-Syifa bi Ta'rif Huquq al-Mushthafa, 2/217, dijelaskan
tentang tidak diterimanya takwil untuk ucapan yang
jelas mengandung kekufuran
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Habib bin Abi Rabi’ berkata: “Mengaku adanya takw11

dalam ucapan yang jelas (sharih mengandung kekufuran)
maka pengakuannya tersebut tidak dapat diterima.”

Dalam Durar al-Hukkam Syarh Gurar al-Ahkam, 1/324,
dijelaskan bahwa Madzhab Hanafi melarang pengucapan
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kata-kata kufur dengan jelas, meskipun hatinya merasa
tetap beriman.

,}/ PN Sernos 358a. 12001 .y - 7= o~

o~y f/eﬁ/.’o qi °1°~ - co~-
-yéée\euﬁﬁ@ OY eadd 3 G aaily
Barangsiapa mengucapkan kata-kata kufur dengan lisannya
dengan jelas, walaupun hatinya merasa tetap dalam iman;
maka sesungguhnya orang ini kafir. Dan apa yang ada
dalam hatinya tidak dapat memberikan manfaat apapun

bagi dirinya. Karena kekafiran itu diketahui dengan apa
yang terucapkannya.

Dalam Al-Asybah wa al-Nazhair, 2/132, dijelaskan perihal
memakai perhiasan (simbol khas) orang-orang non
muslim dan mengucapkan kalimat yang mengandung
kekufuran.
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Sudah diketahui bahwa memakalperhlasan (SlmbOI khas)
orang-orang non muslim dan mengucapkan kalimat yang
mengandung kekufuran tanpa adanya paksaan dari pihak
lain itu menyebabkan kekufuran. Namun bila kemaslahatan
kaum muslimin menuntutnya dan sangat dibutuhkan ada
orang yang melakukannya, maka status hukumnya seperti
dalam kondisi terpaksa.

MUI Jawa Timur 265



4. Dalam Bughyah al-Mustarsyidin, hal. 529, dijelaskan perihal
tasyabbuh (menyerupai).
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Keszmpulan dari masalah tasyabuh adalah sebagai berlkut.
Ketika tingkah laku tersebut bertujuan menyerupai non
Muslim dalam syi'ar kekufurannya maka ia dihukumi murtad
(Kafir). Sedangkan bila menyerupai di dalam kegiatan hari
rayanya tanpa memandang kekufuranya, maka hukumnya
tidak sampai murtad akan tetapi ia berdosa (haram). Dan
seandainya tidak bertujuan menyerupai mereka sama
sekali tidak apa-apa baginya.”

5. Dalam Tafsir al-Razi, 1/1124, dijelaskan perihal kasih sayang
antara muslim dengan non muslim.
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Ketahuilah bahwa kasih sayang antara orang mukmin
dengan non muslim itu ada 3 (tiga) bagian: Pertama, kasih
sayang yang dilandasi ridha akan kekufurannya, hal ini
tidak diperbolehkan sebab setiap orang yang melakukan
hal tersebut sama artinya membenarkan agamanya.
Membenarkan kekufuran adalah kufur itu sendiri, ridha
akan kekufuran adalah kufur, sehingga mustahil baginya
untuk bisa menjaga keimananya dalam kondisi seperti ini.
Kedua, bergaul dengan baik dalam urusan dunia secara
lahiriyah dan ini tidak dilarang. Ketiga, bersikap tengah-
tengah di antara keduanya, yakni kasih sayang dengan
orang kafir dalam arti saling mengasihi, tolong menolong
dan saling membantu, ada kalanya disebabkan hubungan
kekerabatan atau rasa cinta dengan meyakini bahwa
agama mereka batil. Hal ini tidak menyebabkan kafir,
akan tetapi hukumnya dilarang, karena kasih sayang yang
dilandasi hal-hal tersebut terkadang bisa menyebabkan
penilaian baik dan ridha terhadap agamanya. Hal ini bisa
saja menyebabkan dia keluar dari Islam.

Imam al-Ghazali, dalam Al-Mustasfa, 1/438, menyatakan
bahwa kemaslahatan adalah proteksi (perlindungan)
terhadap tujuan syariat.
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Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan terkait
mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan yang
kami maksud dalam hal ini bukan makna tersebut, karena
sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya
adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan
tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahah
adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara’
sedangkan tujuan syara’ bagi manusia itu ada lima; yaitu
perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.
Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip
tujuan hukum itu disebut “maslahah’. Sedangkan semua
tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan itu disebut
kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga
maslahah.

7. Dalam Al-Adzkar, hal. 405, disebutkan kebolehan
mengucapkan selamat pagi dan sejenisnya kepada non
Muslim.
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Menurut Abu Sa’d; bila seseorang ingin mengucapkan
selamat kepada non muslim, maka lakukanlah dengan selain
salam seperti ungkapan “semoga Allah memberikan petunjuk
kepadamu, semoga Allah memberikan nikmat di pagi harimu”.
Menurut pendapatku; apa yang disampaikan oleh Abu
Sa’d tidak apa-apa bila dibutuhkan, bila tidak dibutuhkan
sebaiknya tidak perlu mengatakan sesuatu.

Dalam Fath al-Bari, 17/449, disebutkan tentang kebolehan
penghormatan dengan selain lafadz salam.
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Ibnu Dagqiq al-‘Id berkata:“ Hal yang jelas adalah bahwa
memberi penghormatan dengan selain lafaz assalamu
‘alaikum itu hukumnya termasuk meninggalkan sesuatu yang
dianjurkan, dan bukan makruh, kecuali jika dimaksudkan
untuk meninggalkan salam menuju ucapan yang lebih
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10.

11.

12.

13.

tampak sebagai bentuk pengagungan, demi memuliakan
para pembesar dunia.

Dalam Syarh al-Nawawi ‘ala Muslim, 6/256, disebutkan
bahwa kebolehan mengucapkan salam kepada sekelompok
orang yang didalamnya terdapat muslim dan non muslim
merupakan kesepakatan ulama.
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Ungkapan hadits “Nabi mengucapkan salam kepada mereka”
merupakan kebolehan memulai mengucapkan salam kepada
sekelompok orang yang didalamnya terdapat muslim dan
non muslim. Ini merupakan kesepakatan ulama.

Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III
2009 Perihal Prinsip-Prinsip Ajaran Islam Tentang
Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Keputusan [jtima’ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III
2009 Tentang Implementasi Islam Rahmatan li al-‘Alamin
dan shalikhun li kulli Zamanin wa Makanin Dalam
Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur
pada tanggal 27 Dzulhijjah 1443 H. bertepatan dengan
tanggal 27 Juli 2022 M.

Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi
Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 1 Muharram
1444 H. bertepatan dengan 9 Agustus 2022 M.
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Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA SALAM LINTAS AGAMA

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam hal ini yang dimaksud dengan;
Salam lintas agama adalah mengucapkan salam dari
berbagai agama secara bersamaan.

Kedua: Ketentuan Hukum

1.

Setiap pemeluk agama berhak menyampaikan salam
sesuai keyakinan agamanya kepada sesama pemeluk
agamanya masing-masing.

Pengucapan salam lintas agama oleh seorang muslim
yang mengandung arti pengakuan terhadap eksistensi
ketuhanan dan keyakinan agama lain serta mengandung
unsur menyerupai ciri khas salam mereka, hukumnya
haram. Bahkan dapat menyebabkan kekufuran apabila
ia meyakininya.

Dalam kondisi darurat di daerah dan kondisi tertentu,
seperti demi menjaga persatuan bangsa dan menghindari
perpecahan, pengucapan salam lintas agama oleh
pejabat muslim dan atau seorang muslim, hukumnya
diperbolehkan dengan syarat tanpa mengakui
ketuhanan dan keyakinan agama lain tersebut.
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Ketiga: Rekomendasi

1.

Pengucapan salam pembuka dari seorang muslim cukup
menggunakan kalimat “Assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh” atau menggunakan kalimat netral yang
tidak mengandung syubhat dan keraguan seperti
“Selamat pagi”, “Selamat siang”, “Selamat sore” dan
“Selamat malam”.

Menyeru kepada pejabat muslim agar menjadikan
keputusan ini sebagai pedoman dalam melakukan
kegiatan kenegaraan yang dihadiri oleh warga lintas
agama.

Seluruh umat Islam agar lebih berhati-hati dalam
menjaga keyakinan akidah dengan tetap menjaga

kerukunan antar umat beragama.

Keempat: Ketentuan Penutup

1.

2.

272

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan
perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan
sebagaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan
dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua
pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal: 17 Muharram 1444 H
15 Agustus 2022 M

Himpunan Fatwa



MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA
ua, Sekretaris,

KH- akruf)éidfzin KH. Shélihin Hasan, M.H.I

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
tua Umum, Sekretaris Umum,
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KH. Moh. Hasan Mutawakkil AlallaR;8.H., M.M Prof. Akh. Mm&'kﬂi; M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D
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FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 10 Tahun 2022
Tentang

UCAPAN SELAMAT HARI RAYA DAN HARI SUCI

AGAMA LAIN

Py 1)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa

Timur setelah:

Menimbang:

a.

Bahwa pluralitas dan kemajemukan agama yang berkembang
di Indonesia dalam tataran prakteknya masih menimbulkan
banyak permasalahan yang perlu mendapatkan penegasan
tentang status hukumnya, di antaranya adalah tentang
ucapan selamat hari raya dan hari suci agama lain yang
disampaikan oleh seorang pejabat muslim pada hari-hari
tertentu atau diucapkan oleh seorang muslim kepada
sahabat atau temannya yang non muslim.

Bahwa toleransi terhadap agama lain harus tetap dijaga
demi memelihara kerukunan antar umat beragama, namun
demikian toleransi tidak boleh melanggar norma dan
aturan agama Islam.

Bahwa terdapat dua asumsi yang berpengaruh pada
kesimpulan akhir terkait status hukum permasalahan
ini; pertama adalah asumsi bahwa mengucapkan selamat
hari raya kepada non muslim masuk dalam wilayah atau
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ranah akidah, sedangkan yang kedua adalah asumsi bahwa
mengucapkan selamat hari raya kepada non muslim masuk
dalam wilayah atau ranah mu’amalah.

d. Bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan hukum
mengucapkan selamat hari besar agama lain oleh pejabat
publik atau masyarakat.

e. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan
fatwa tentang hukum mengucapkan selamat di hari
besar keagamaan.

Mengingat:
1. Firman Allah antara lain:

a. Ayat tentang tujuan diciptakannya manusia dengan
berbeda bangsa dan suku untuk saling mengenal.
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“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan

kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan,

kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh

yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah

orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13)
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b. Ayat tentang perbedaan agama merupakan sunnatullah.

Fte % e )5’/ w fw L3 7 o1~
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“Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dl]adlkan
satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu
terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu,
maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya
kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan
kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.”
(QS. Al-Maidah [5]: 48)

. Ayat tentang pentingnya berbuat baik walaupun beda

agama.

Y6 Zle o 3 i G g %gdmeudj
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“Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan
Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai
ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati
keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan
baik.” (QS. Lugman [31]: 15)

. Ayat tentang Allah tidak melarang berbuat baik dan

adil pada non muslim.

35 ol 3@%@mefm%éﬂﬁ
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“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku
adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu
dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari
kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai

orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah
[60]: 8)

. Ayat tentang Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada
ayahnya yang berbeda agama.

o 08 ) 15 00 a5
“Dia (Ibrahim) berkata “Semoga keselamatan dilimpahkan
kepadamu, aku akan memintakan ampunan bagimu
kepada Tuhanku. Sesungguhnya ia sangat baik kepadaku.”
(QS. Maryam [19]: 47)
Ayat tentang larangan mencampuradukkan yang hak
dengan yang bathil.

s 28l e ey g,

“Dan ]anganlah kamu campur adukkan yang hak
dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan
yang hak itu, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS.
Al-Bagarah [2]: 42)

. Ayat tentang larangan mencampuradukkan ibadah
dengan agama lain.

9z
25 es

°’wj(<)533:;;; G 2ei Y () &80l g Jé
“ij(a)““/ uwuwj(v)’“ RIS
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(1) o 5 s 22 () K2 T 33e
“Katakanlah (Muhammad), wahai orang-orang kafir
(1) Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah
(2) Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah
(3) Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa
yang kamu sembah (4) Dan kamu tidak pernah (pula)
menjadi penyembah apa yang aku sembah (5) Untukmu
agamamu dan untukku agamaku (6).” (QS. Al-
Kafirun [109]: 1-6)

. Ayat tentang peringatan untuk tidak mengikuti

kemauan kaum Yahudi dan Nasrani.
o5 &
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“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang
kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka.
Katakanlah: ‘Sesungguhnya petunjuk Allah itulah
petunjuk (yang benar)’. Dan sesungguhnya jika kamu
mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan
datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi
pelindung dan penolong bagimu.” (QS. Al-Baqarah
[2]: 120)

Ayat tentang perintah berbalas penghormatan.
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“Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan
(salam), balaslah penghormatan itu dengan yang
lebih baik daripadanya atau balaslah dengan yang
sepadan. Sesungguhnya Allah Maha Memperhitungkan
segala sesuatu.” (QS. An-Nisa [4]: 86)

2. Hadits Nabi ¢ antara lain:

a.

Hadits Nabi ¢ tentang segala perbuatan tergantung
niatnya

/;\;.;ALJL;L\I\ :J6 g L 355 & ;;iu;

()bl ol,) o5 G 1
“Diceritakan dari Umar, bahwa Rasulullah 4 bersabda:
“Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan)
bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan.”
(HR. Al-Bukhari)

Hadits Nabi #: tentang penghormatan atas dasar

kemanusiaan.

By 3asB Wil 3 a8y il B &e« a\’f
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“Pada saat Sahl bin Hunaif dan Qais bin Sa’ad sedang
duduk di daerah Qadisiyyah, ada iring-iringan jenazah di
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depannya, keduanya langsung berdiri (karena hormat
pada jenazah). Kemudian dikatakan kepada mereka
berdua bahwa yang meninggal adalah seorang non
muslim. Mendengar perkataan ini, maka mereka
berdua berkata; “Bahwa pada saat ada jenazah lewat di
depan Nabi, Nabi berdiri. Kemudian dikatakan kepada
Nabi bahwa jenazah itu adalah seorang Yahudi, Nabi
bersabda: “Bukankah ia juga seorang manusia?.” (HR.
Al-Bukhari)

Hadits Nabi ¢ tentang Nabi diutus bukan untuk
melaknat, tapi untuk menebar kasih sayang.

RAPESIN S PV SR RN EE PR
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“Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Dikatakan, Wahai
Rasulullah, doakan keburukan menimpa orang-orang
musyrik. Beliau menjawab: “Sesungguhnya aku tidak

diutus untuk melaknat, tetapi aku diutus hanyalah
dengan membawa rahmat.” (HR. Muslim)

Hadits Nabi 4} tentang larangan memberi salam
menyerupai gaya non muslim.

kil Y3 5l 15428 Y 6 5, 558 30 s
syt 21y el Bl s 20 G
(im0 o1y,) Y 5150

“Bukan termasuk golongan kami. seseorang yang
menyerupai kaum selain kami. Janganlah kalian
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3.

menyerupai Yahudi, juga Nashrani, karena sungguh
mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat
jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan
isyarat telapak tangannya.” (HR. Al-Turmudzi)

e. Hadits Nabi #» terkait larangan menyerupai non
muslim.

0o 80 357 <3 1%
&
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“Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia
termasuk bagian dari mereka.” (HR. Abu Dawud)

Kaidah-kaidah Fikih antara lain:
\.asw\.i;: o \J\

Segala sesuatu tergantung pada tujuannya.

Aladl s e A8 il s
Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari
pada mengambil kemaslahatan.

A6l BEN Y 3y apial) 06228 i i
Hal yang harus dijadikan pegangan dari tindakan dan

ucapan seseorang terletak pada maksud dan maknanya,
bukan pada lafadz dan rangkaian katanya.

Wil el 1555 Lpldl o) oBanda Eubyas 1)
Ketika dihadapkan pada dua kerusakan (mafsadah) maka
mafsadah yang lebih besar dihindari dengan mengerjakan
yang lebih ringan.

K i 15350
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Bahaya harus dicegah sedapat mungkin

i1adl Ba el fe il s

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan
kemaslahatan.

Memperhatikan:

1.

Pendapat Syekh Sa’id Ramadlan al-Buthy dalam Istifta‘at al-
Nas, hal. 10, tentang kebolehan ucapan selamat pada non
muslim:

SRR erﬁ\J 6%‘) Syl Gl g 54
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Boleh mengucapkan ‘selamat’ pada ahlul kitab saat hari
raya mereka, baik itu umat Yahudi ataupun Nasrani dan
juga boleh takziah kepada mereka saat terkena musibah.
Bahkan hal tersebut disunnahkan, seperti halnya yang
dijelaskan oleh ulama ahli figh. Bahkan boleh masuk ke
dalam tempat peribadatan mereka dalam ranah bermasyarakat,
dengan syarat tidak mengikuti ritual peribadatan mereka.

Pendapat Syekh Yusuf al-Qaradlawiy tentang kebolehan
ucapan selamat hari raya pada non muslim dalam
https://www.al-qaradawi.net/node/ 3828

;;LS 1538 15) L2 “”\l’;}\a.x.@_arjd\ww)ﬂ.xg\:jj
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Kebolehan menyampaikan ucapan selamat kepada komunltas
tertentu (non Muslim) menjadi lebih kuat ketika justru
mereka mendahului mengucapkan selamat kepada seorang
muslim pada kesempatan hari rayanya, karena kita
diperintahkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan
dan membalas penghormatan dengan yang lebih baik atau

minimal dengan yang sebanding sebagaimana firman
Allah dalam surat Al-Nisa’: 86.”

Ibn Katsir dalam Tafsir Ibn Katsir, 1/369, menyatakan
bahwa membalas salam dengan yang lebih baik ditujukan
kepada sesama muslim.

”"u;,d“ ) 365 065 (853 51 & “"u;,,d“ ) 5%
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FEWERNHIOWERS A ;Jsi;s 145 56 35l
Firman Allah - yang artinya: “Balaslah penghormatan itu
dengan yang lebih baik dari padanya atau balaslah dengan

yang sepadan.” Imam Qatadah berkata, “Membalas dengan
yang lebih baik”, maksudnya adalah kepada sesama muslim.

3

\
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Sedangkan “balaslah dengan yang sepadan”, maksudnya
adalah kepada non muslim. Dengan demikian terhadap non
muslim tidak diperkenankan memulai mengucapkan salam
dan tidak boleh menjawab melebihi salam penghormatan
yang diberikannya bahkan balaslah dengan cara yang
telah diajarkan Nabi dalam Hadits Shohih Bukhori
Muslim, diceritakan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW
bersabda: “Ketika orang Yahudi memberi salam kepada
kalian, seperti mengucapakan Assalamu ‘Alaika, jawablah
dengan “Alaika”.

4. Pendapat Ibnu Qayyim dalam Ahkam Ahli Dzimmah,
1/161, tentang keharaman ucapan selamat hari raya
kepada non muslim.

35,: GUEV A58 4 252801 A Sk g8 G
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Adapun mengucapkan selamat atas syiar-syiar kekafiran

-

yang khusus bagi mereka, maka hukumnya haram menurut
kesepakatan ulama, seperti memberi ucapan selamat atas
hari raya mereka atau puasa mereka; misalnya dengan
mengatakan: “Selamat hari raya (bagimu)’, atau “Semoga
engkau berbahagia dengan hari raya ini”, dan semacamnya.

5. Pendapat Izzuddin Ibnu Abdissalam dalam Fathu al-‘Al,
2/348, tentang hukum ucapan selamat hari raya kepada
non muslim.

X e 3N 6 LG 58 DN A2 &3 il 3o 65
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Izzuddin Ibnu Abdissalam ditanyakan perihal orang Islam
yang mengucapkan selamat hari raya kepada non muslim,
apakah makruh atau tidak? Beliau menjawab bila ucapan
itu dengan tujuan mengagungkan agama dan hari rayanya,
maka ia kafir dan apabila tidak ada tujuan tersebut maka

tidak kafir.

Dalam Mughni al-Muhtaj, 5/526, dijelaskan perihal ta’zir
bagi orang yang mengucapkan selamat hari raya pada
non muslim.

&“’z:;\v\_w“wrmuig G 5815 5 3545
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Diberlakukan ta’zir bagi orang yang menyerupaz atau
mengikuti orang-orang kafir dalam hari raya mereka, orang
yang menangkap ular dan memasukkannya kedalam api,
orang yang mengucapkan “wahai pak haji” pada non muslim
dan orang yang mengucapkan selamat hari raya pada
non muslim.

Dalam Bughyah al-Mustarsyidin, hal. 529, dijelaskan perihal
tasyabbuh (menyerupai).
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Kesimpulan dari masalah tasyabuh adalah sebagai berikut:
Ketika tingkah laku tersebut bertujuan menyerupai non
Muslim dalam syi'ar kekufurannya maka ia dihukumi
murtad (Kafir). Sedangkan bila menyerupai di dalam
kegiatan hari rayanya tanpa memandang kekufuranya,
maka hukumnya tidak sampai murtad akan tetapi ia berdosa
(haram). Dan seandainya tidak bertujuan menyerupai
mereka sama sekali tidak apa-apa baginya.”

8. Dalam Tafsir al-Razi, 1/1124, dijelaskan perihal kasih sayang
antara muslim dengan non muslim.
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Ketahuilah bahwa kasih sayang antara orang mukmin
dengan non muslim itu ada 3 (tiga) bagian: Pertama, kasih
sayang yang dilandasi ridha akan kekufurannya, hal ini
tidak diperbolehkan sebab setiap orang yang melakukan
hal tersebut sama artinya membenarkan agamanya.
Membenarkan kekufuran adalah kufur itu sendiri, ridha
akan kekufuran adalah kufur, sehingga mustahil baginya
untuk bisa menjaga keimananya dalam kondisi seperti ini.
Kedua, bergaul dengan baik dalam urusan dunia secara
lahiriyah dan ini tidak dilarang. Ketiga, bersikap tengah-
tengah di antara keduanya, yakni kasih sayang dengan
orang kafir dalam arti saling mengasihi, tolong menolong
dan saling membantu, ada kalanya disebabkan hubungan
kekerabatan atau rasa cinta dengan meyakini bahwa
agama mereka batil. Hal ini tidak menyebabkan kafir,
akan tetapi hukumnya dilarang, karena kasih sayang yang
dilandasi hal-hal tersebut terkadang bisa menyebabkan
penilaian baik dan ridha terhadap agamanya. Hal ini bisa
saja menyebabkan dia keluar dari Islam.

Dalam Ahkam Ahli al-Dzimmah, hal. 69, disebutkan bahwa
dalam kondisi tertentu diperbolehkan mengucapkan
selamat.
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10.

I e
Para ahli wara’ dari kalangan ulama dahulu menghindari
mengucapkan selamat kepada para penguasa yang zalim
atas jabatan mereka, dan juga menghindari mengucapkan
selamat kepada orang-orang bodoh yang diangkat pada
jabatan gadha (hakim), mengajar, atau memberi fatwa,
sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terkena murka
Allah dan tidak jatuh dari pandangan-Nya. Namun apabila
seseorang terpaksa melakukannya karena ingin menghindari
bahaya yang ia khawatirkan dari mereka, lalu ia datang
kepada mereka dan tidak mengucapkan kecuali kata-kata
yang baik, serta mendoakan mereka agar mendapat
taufiqg dan keteguhan, maka boleh melakukan hal tersebut.

Dalam Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, 2/122,
disebutkan perihal kebijakan pemerintah dan para
bawahannya
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EXEE A e
Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil
kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak
bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan
dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan
hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu
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mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan
yang berat.

1. Keputusan IJjtima’ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III
2009 Perihal Prinsip-Prinsip Ajaran Islam Tentang
Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

12. Keputusan [jtima’ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III
2009 Tentang Implementasi Islam Rahmatan li al-‘Alamin
dan shalikhun li kulli Zamanin wa Makanin Dalam
Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

13. Keputusan Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur
pada tanggal 27 Juli 2022 bertepatan dengan 27 Dzulhijjah

1443 H.

14. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi
Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 1 Muharram
1444 H. bertepatan dengan 9 Agustus 2022 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA UCAPAN SELAMAT HARI RAYA
DAN HARI SUCI AGAMA LAIN
Pertama: Ketentuan Umum

Dalam hal ini yang dimaksud dengan;
Ucapan selamat hari raya keagamaan adalah ungkapan
kebahagiaan, dan doa yang disampaikan pada momen
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perayaan hari besar keagamaan atau hari yang dianggap

suci.

Kedua:

1.

Ketiga:

1.

290

Ketentuan Hukum

Menjaga toleransi, kerukunan antar umat beragama
dan persatuan di dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) hukumnya adalah wajib.
Mengucapkan selamat hari raya dan hari suci agama
lain bagi pejabat yang beragama Islam atau anggota
masyarakat muslim yang tidak berada di dalam
wilayah dan kondisi tertentu, dan atau tidak dalam
rangka menggapai kemaslahatan yang lebih besar,
maka tidak diperbolehkan.

Mengucapkan selamat hari raya dan hari suci agama
lain bagi pejabat yang beragama Islam atau anggota
masyarakat muslim yang berada di daerah dan dalam
kondisi tertentu hukumnya boleh. Hal ini harus
didasari semata-mata dalam rangka menjaga persatuan,
toleransi, dan kerukunan antar umat beragama dengan
tetap menjaga keyakinan dan keimanan dengan benar.

Rekomendasi

Meminta kepada Kepala Daerah atau Kepala
Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat yang beragama
Islam untuk menyesuaikan diri di dalam mengambil
kebijakan terkait diperlukan atau tidaknya mengucapkan
selamat hari raya dan hari suci agama lain di wilayah
masing-masing dengan mempertimbangkan
kemaslahatan.
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2. Meminta kepada masyarakat muslim untuk tidak
ikut mengucapkan selamat hari raya dan hari suci
agama lain jika tidak dalam wilayah, situasi, dan
kondisi seperti dalam ketentuan hukum di atas.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan
perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan
sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan
dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua
pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 21 Muharram 1444 H
18 Agustus 2022 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA
ua, Sekretaris,

KH- akruf/(%ézin KH. Sholihin Hasan, M.H.I
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Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
tua Umum, Sekr g\taris Umum,
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KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallahi;8.H., M.M Prof. Akh. MEI&]’ZE;'M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D
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FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 11 Tahun 2022
Tentang
ZAKAT PERIKANAN

pESI N

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pr ovinsi Jawa

Timur setelah:

Menimbang:

a.

b.

Bahwa Zakat adalah ibadah yang wajib bagi orang yang
telah memenubhi syarat-syaratnya.

Bahwa perikanan adalah jenis komoditi yang bernilai
harta.

Bahwa terdapat ketidaksesuaian pada Ketentuan Umum
dari PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 52 Tahun
2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat
Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk
Usaha Produktif, Pasal 1 Ayat 14 yang mendefiniskan
bahwa zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang
dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan
yang telah mencapai nisab dan haul. Definisi ini dalam
aplikasinya tidak sesuai dengan Pasal 20 yang menyatakan
bahwa zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen
dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan hukum
zakat perikanan.
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e. Bahwa Komisi Fatwa MUI perlu menelaah regulasi tentang

zakat perikanan yang ada.

f. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan
fatwa tentang hukum zakat perikanan.

Mengingat:

1.  Firman Allah antara lain:

a.

b.

294

C.

Ayat terkait kewajiban menunaikan zakat

GhaS 0 2 S0 853 8 8,011,235
“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan
rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al-Bagarah
[2]: 43)
Ayat tentang kewajiban mengeluarkan zakat dan
fungsinya

sl 125 G S35 thgd B Lgil (s 14
e 2t Ay i fen aels )

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka,
dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu
(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-
Taubah [9]: 103)

Ayat terkait kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil
usaha

USoA 1 U 25 uww” 125230 °’/\uﬂ3\t@\,
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58 G501 Das 150,48 5T gasly

Wahal orang orang yang berlman! Infakkanlah sebagian
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari
apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah
kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan,
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memicingkan mata (enggan)
terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya,
Maha Terpuji.” (QS. Al-Bagarah [2]:267)

2. Hadits Nabi ¢ antara lain:

a.

Hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang
kewajiban mengeluarkan zakat.

J6 b J52 ais 1 JE Bl & e BURE
Yol ssgs J;;,gisu S &l e 155 6 )
wﬁ&ux@wsgguw\@;dgm ¥
§3;er§éub3wgr~?ﬁ*’-° ZIEIN
o ile o A B el aul et

(r\.‘.u..ﬂo\j)).rﬁé/” stf@h&\uﬁ.x;éf
“Diceritakan dari Ibnu Abbas, bahwa Mu'adz berkata:
“Rasulullah 4> mengutusku seraya bersabda: “Kamu

Co
S\

(\;x\\
0\

akan mendatangi kaum dari Ahli Kitab, ajaklah mereka
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membaca syahadat. Jika mereka mentaatinya maka
beritahukanlah bahwa Allah mewgjibkan mereka shalat
lima waktu sehari semalam.jika mereka mentaati hal
itu maka beritahukanlah mereka bahwa Allah
mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya
mereka lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka.”
(HR. Muslim)

Hadits Nabi # tentang kewajiban zakat atas harta
bila sudah sampai satu tahun.

)

JA e 332 4536 Y g 0 06 e 02

“Diceritakan dari Ali, ia berkata: “Tidak wajib zakat pada
harta sampai masuk masa satu tahun.” (HR. Ahmad)

355 Y 5k € A J,0 daan 06 A a2
(axle ) obj).ggisaay” > Ji

“Diceritakan dari Aisyah, ia berkata: “Saya mendengar
Rasulullah ¢ bersabda: “Tidak wajib zakat bagi harta
sampai masuk masa satu tahun.” (HR. Ibnu Majah)

Hadits Nabi «* tentang nisab zakat.

-

Qﬂ;cﬁ&a@b\w}gjitﬁéﬂ:%&ﬁ\ﬁ
B85 Q)JUM;@SLLBJJ) c&g.lfodwj w”" jS
(ade 3220)

“Nabi # bersabda: “Tidak wajib mengeluarkan zakat

x%
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3.

terhadap sesuatu yang kurang dari lima ugqiyabh,
tidak wajib mengeluarkan zakat terhadap sesuatu
yang kurang dari lima wasak, dan tidak wajib
mengeluarkan zakat terhadap unta yang kurang dari
lima ekor.” (Muttafaq ‘Alaih)

Kaidah Fikih:
2o
B oGl J5al
Segala sesuatu tergantung tujuannya

5J.ady B gf&js\gar,uﬁ\éj;f

- -

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan
kemaslahatan.

Memperhatikan:

1.

Dalam Al-Bajuri, 1/260-261, dijelaskan kewajiban zakat
atas lima hal.

S5 £ 390 o sl il e iR o4

Sl (25385
Zakat wajib berlaku pada 5 hal, yaitu ternak, barang
berharga (emas atau perak), tanaman, buah-buahan, dan
harta niaga.

Wahbabh al-Zuhaili, dalam Al-Fighu al-Islami Wa Adillatuhu,
3/223, menjelaskan beberapa persyaratan terkait zakat
perdagangan.

-0 f//°; Zo 7w .0 < ° ~%3 -3 8
T VA ISR S P\ ISR S SR EA PV A B <81
CAx)l By oyl 29,500 Py > sl
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2l L2
Para ahli fikih telah menetapkan syarat wajibnya zakat
atas urudl al-tijarah (harta perniagaan). Ada 4 kriteria
menurut kalangan Hanafiyah, 5 menurut Malikiyah, 6
menurut kalangan Syafiiyah, dan 2 kriteria menurut
kalangan Hanabilah. Sebagian darinya, ada tiga syarat
yang disepakati yaitu mencapai nishab, haul, dan niat

untuk diniagakan. Selebihnya merupakan syarat-syarat
tambahan menurut sebagian ulama mazhab.

3. Dalam Hawasyi al-Madaniyah, 1/95, dijelaskan bahwa
sesuatu yang tidak termasuk mal zakawi wajib baginya
zakat perdagangan.

e\l 85 45 O e 3365 Y G BT 1S S5
cu«_é: u\)ﬁu\ VS 3 u,wJ 3 cua)Y\j ud\j tj.x;-\

FEC PV IR H SN
Dan telah kami tetapkan, sesungguhnya sesuatu yang
tidak termasuk mal zakawi (harta benda yang harus di
zakati berdasarkan materinya) wajib baginya zakat tijarah
(perdagangan). Seperti kayu, buah tin, tanah, karena jenis-

jenisnya tidak termasuk yang dizakati berdasarkan
materinya (menurut objek manshush) dan sesuatu yang
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tidak dizakati berdasarkan materinya, maka harus dizakati
secara tijarah, (perdagangan/2,5 %).

Dalam Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, 3/228, dijelaskan
bahwa kewajiban mengeluarkan zakat tijarah jika harta
perdagangan telah mencapai satu tahun.

35 ) el 6 1 e el B8 g T 5 231 g6
S gde Jo 589 g

Ibnu al-Mundzir berkata: “Para ahli ilmu telah bersepakat
bahwa sesungguhnya dalam urudl (harta) yang dimaksudkan

untuk tijarah (perdagangan) wajib dikeluarkan zakatnya
setelah tercapai haul (masa satu tahun).

Dalam Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, 3/228, disebutkan
bahwa harta wajib dizakati sebagai harta perdagangan
jika perolehannya dengan cara tukar menukar.

&&Jj&uj‘&<ff@)bu¢’“&i’°’s\;§s
s U;\s\(w\uﬁ&d a6 455) L
oIS s 6 5 R L Blie B

Jual beli atas dasar kerelaan, sedangkan rela merupakan
sesuatu yang tersembunyi sehingga perlu diungkap
dengan sesuatu yang menunjukkannya. Sesutu yang
menunjukkannya bisa berupa lafadz atau sesuatu yang
sepadan pengertiannya dengannya seperti tulisan atau
sesuatu yang menduduki kedudukannya seperti isyarat
orang bisu.
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6.

300

Dalam Al-Figh al-Islami Wa Adillatuhu, 3/228, disebutkan
bahwa harta wajib dizakati sebagai harta tijarah jika
perolehannya dengan cara tukar menukar

ST by 55\l 2352 85 LF 6 sl
PEY ‘g\‘}‘zg A};aj\;_‘_j ?.S/)’ l;k){a}};j\ OM C)o; /QT
u,sgjmw 3250 &l o i Woyie sl

.L;i\fjefrw;éjc SSINE
Ulama dari kalangan Syafiiyah berkata: “Urudl al-tijarah
(harta perniagaan) wajib dizakati dengan enam syarat: 1)
Diperoleh dengan akad mu’awadlah (ada unsur pertukaran),
seperti membeli. Barang siapa membeli sebuah urudl
(komoditas) dengan niat untuk diniagakan, baik pembelian
dengan dinar/dirham atau dengan utang, kontan atau
kredit, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Dalam Al-Figh al-Islami Wa Adillatuhu, 3/228, disebutkan
bahwa harta tijarah wajib dizakati jika tidak diniati
menjadi harta konsumtif.

%S\_E:j ¢ t\fw}U :5\.;»! & ¢ \ JLJL Juais N Q\
335 5 35T 155 J cus ab 355 35 a5
JU G Gt 85300 5l 4 Jiasal F S s

Harta hasil urudl itu tidak dimaksudkan untuk dijadikan
harta murni (konsumtif/qinyah), yaitu disimpan untuk

aty

dimanfaatkan untuk kepentingan lain, dengan ketiadaan
lagi untuk ditijarahkan. Jika hal ini terjadi, maka terputus
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hitungan haul. Jika kemudian pemiliknya bermaksud untuk
melakukan praktik niaga lagi, maka butuh memperbarui
niat tijarah yang dibarengi dengan menasarufkan harta.

Dalam Hasiyah al-Qulyubi wa ‘Umairah, 5/150, disebutkan
bahwa anak hewan dan buah dari pohon dikategorikan
harta tijarah bila diperdagangkan.

S JAE 13 SE ol 5 (e 35 81 2235)
B s e J) 5 G (555) 30335
JeY g (123 Ji= 832 3 53 B £V G) sty
06 33 008 35 0 5085 B sl o S 5
EIE1E) Was axs \;"ajj o oJ\JjL éii\ Cuaisy 34
J\J\J °"LA.\SJS\“°“’“‘ Leacd ’Y)Lu)ijsw

Az 2l g 430 gl
Dan menurut pendapat yang lebih sahih adalah bahwa
anak dari barang dagangan (‘ard) dari jenis hewan yang
bukan sa’imah (yang digembalakan bebas), seperti kuda,
budak perempuan, dan hewan yang diberi makan pakan
(ma‘lafah) dan buah (hasil) dari pohon, (hukumnya adalah)
sebagai harta dagangan. Pendapat kedua mengatakan:
keduanya tidak menjadi harta dagangan karena tidak
diperoleh melalui transaksi perdagangan. Dan menurut
pendapat yang sahih berdasarkan pendapat pertama: haul
(perhitungan satu tahun) bagi keduanya mengikuti haul
barang asalnya. Sedangkan berdasarkan pendapat kedua:
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tidak demikian, tetapi masing-masing memiliki haul sendiri,
dimulai sejak anak hewan itu terpisah dari induknya dan
sejak buah itu muncul. Dan apabila kita mengatakan bahwa
anak hewan itu bukan harta dagangan, lalu induknya
mengalami penurunan nilai karena melahirkan, maka
kekurangan nilainya ditutupi oleh nilai anaknya. Contoh:
Jika nilai induknya seribu, kemudian setelah melahirkan
menjadi sembilan ratus, sedangkan nilai anaknya dua ratus,
maka zakat dihitung atas nilai seribu. Dan nanti akan
dibahas hukum berkaitan dengan barang dagangan dari
hewan sa’imah.”

9. Dalam Tuhfah al-Muhtaj, 12/ 325, disebutkan tentang
kriteria perdagangan yakni tukar menukar harta bertujuan
meraih keuntungan

SRl csha3 AT s 25l S S Slalls
wuﬁ,sudwdﬁwc}m\g””@;wﬁ\

gwgu@@;}gﬂma};ﬂ\i;mgﬁgm\gﬁ,
[AZ5 CB U E R A 507l pp sl S
ity JE 28BN ks 6 g S pleal 5o ST L
Oﬁéjg\?fj@,;;ié}w\mub AT gl

=z

s/\ézﬁj\f Q\&\))\istcjmuf“ ;,94“’\.4& j@}g
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10.

Perdagangan adalah memutar harta dengan cara pertukaran
(transaksi) dengan tujuan memperoleh keuntungan.
(penjelasan kitab Asna, Al-Mughni, dan Al-I1'yab). Dan
inilah maksud dari pernyataan yang telah disebutkan dalam
penjelasan sebelumnya bahwa perdagangan adalah memutar
harta dengan melakukan transaksi untuk mencari
keuntungan. Mengingat yang dimaksud dengan ‘transaksi’ di
sini adalah jual beli dan semacamnya dari berbagai bentuk
mu ‘awadat (pertukaran), sebagaimana telah dijelaskan
oleh Asy-Syarwani, maka membeli benih pohon bakam
untuk ditanam, kemudian menjual hasil yang tumbuh
darinya, bukan termasuk perdagangan, walaupun hal itu
samar bagi sebagian orang yang lemah pemahamannya,
sehingga mereka pun berpendapat wajib zakat perdagangan
atasnya. Konsekuensi dari pendapat tersebut adalah bahwa
jika seseorang membeli benih wijen, atau rami, atau
kapas untuk ditanam lalu menjual hasilnya sebagaimana
kebiasaan para petani maka harus dianggap bahwa zakat
perdagangan wajib atas hasilnya bila telah berlalu satu
haul sejak saat pembelian, dan ketika hasil itu mencapai
nisab, padahal ini jelas merupakan kekeliruan. Dan masalah
ini akan dijelaskan lebih panjang lagi, insya Allah Ta‘ala.

Dalam Raudlah al-Thalibin, 2/213, tentang diperbolehkannya
ta’jil zakat sebelum haul.

& <olad r\l.:j:.; 4% Yj ‘J}‘Jﬁ A;K) J.o&.:j}}é
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11.

12.

REVS W SRR A
Boleh menyegerakan pembayaran zakat sebelum sempurna
satu haul (satu tahun), namun tidak boleh menyegerakannya
sebelum mencapai nisab, dalam zakat harta benda (zakat
‘ainiyyah). Adapun apabila seseorang membeli barang
dagangan yang nilainya seratus dirham, lalu ia menyegerakan
pembayaran zakat untuk nilai dua ratus dirham,
kemudian ketika satu haul telah berlalu ternyata barang
itu bernilai dua ratus dirham, maka zakat yang
disegerakan itu sah dan mencukupi dari zakat yang harus
dibayarkan menurut mazhab Syafi‘i.

Keputusan [jtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se Jawa
Timur pada tanggal 27 Dzulhijjah 1443 H. Bertepatan
dengan tanggal 27 Juli 2022 M.

Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang
Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 1
Muharram 1444 H. bertepatan dengan 9 Agustus 2022 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA ZAKAT PERIKANAN

Pertama: Ketentuan Umum

Zakat perikanan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil
tangkapan atau budidaya ikan.
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Kedua:

1.

Ketiga:

1.

Ketentuan Hukum

Budidaya ikan dengan tujuan menjual bibit saja yang
diperoleh dari indukan yang dibeli, maka tidak wajib
zakat tijarah baik induk maupun bibitnya.

Budidaya ikan dengan membeli indukan untuk
menghasilkan bibit dan diniati berdagang, maka wajib
zakat. Haul urudl al-tijarah dihitung sejak niat berdagang
dan memulai pembudidayaan.

Budidaya ikan dari bibit yang dibeli dengan niat
berdagang maka wajib zakat, adapun haul urudl al-
tijarah dihitung sejak mulai pembelian bibit untuk
dibudidayakan.

Poin kedua dan ketiga di atas berlaku zakat perdagangan
jika tidak dirubah statusnya sebagai gin-yah (konsumtif),
melainkan harus diperdagangkan kembali.
Perikanan tangkap (nelayan) masuk kategori wajib
zakat perdagangan bila sudah mencapai nishab dan
haul sebagaimana budidaya ikan lainnya.
Penghasilan apapun (termasuk perikanan) sekalipun
tidak memenuhi syarat zakat perdagangan, apabila
telah mencapai satu nisab dan haul, maka wajib
dikeluarkan zakat penghasilan.

Rekomendasi

PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 52 Tahun
2014 Pasal 20 yang menyatakan bahwa “zakat hasil
perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan
melalui amil zakat resmi”, hendaknya diberi penjelasan
bahwa ‘zakat hasil perikanan boleh disegerakan
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penunaiannya saat panen tiba (tajil) dengan ketentuan
apabila telah tercapai nishab tijarah melalui amil zakat
resmi atau diserahkan langsung kepada mustahiq’.
Meminta kepada pelaku usaha perikanan untuk sadar
zakat.

Meminta kepada Kementerian Agama untuk
mensosialisasikan secara intensif PMA (Peraturan
Menteri Agama) Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat
Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat
Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha
Produktif.

Keempat: Ketentuan Penutup

1.

306

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan
perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan
sebagaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan
dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua
pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 25 Muharram 1444 H
22 Agustus 2022 M
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MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA
ua, Sekretaris,

KH- akruf)éidfzin KH. Shélihin Hasan, M.H.I

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
tua Umum, Sekretaris Umum,
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KH. Moh. Hasan Mutawakkil AlallaR;8.H., M.M Prof. Akh. Mm&'kﬂi; M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D
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FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 1 Tahun 2023
Tentang
HUKUM POLITIK IDENTITAS

e} S

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa
Timur setelah:

Menimbang:

a.

308

Bahwa dalam konteks demokrasi, warga negara memiliki
hak yang sama dalam kontestasi pemilihan pemimpin dan
atau wakil rakyat, baik di level lokal maupun nasional.
Bahwa untuk meraih kemenangan dalam kontestasi
tersebut, tidak jarang ada pihak-pihak yang menonjolkan
identitasnya dan mendiskreditkan identitas orang lain,
baik identitas agama, budaya, ras dan sebagainya. Akibatnya
terjadi gesekan antar masyarakat yang menjurus pada
penghinaan dan perpecahan.

Bahwa di masyarakat terjadi pro kontra terkait hukum
politik identitas dan perbedaan pemahaman tentang hal
tersebut. Di samping itu banyak masyarakat yang
mempertanyakan kejelasan hukumnya.

Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUTI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan
fatwa tentang hukum politik identitas.
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Mengingat:
1. Firman Allah antara lain:

a. Ayat tentang kemuliaan anak cucu Adam.
SR Aty 0 3 RS 3T 1SS
M%wﬂ§&°’w)uw\
“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam
dan Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami
beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami

lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami
ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. Al-

Isra’ [17]: 70)
b. Ayat tentang orang- orang mukmin adalah bersaudara.
) /S&:) f. o \;z,\..a’ bof.\ §3s }iﬂ \.13\

£ 08708 o2

O
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara,
karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang
berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu
mendapat rahmat”. (QS. Al-Hujurat [49]: 10)

c. Ayat tentang larangan merendahkan dan memberi
sebutan jelek pada orang lain.

,s=u ’Q\ gﬂ.ﬁrjﬁuﬂrf JENIY °’\J5M\um\\.@\b
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O[S uu\zu 5503 Y5 g_—,,,ws 15505 Y3
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OB 2 AT,6 G4 T e ol 355 G52
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan
orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain,
boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka.
Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan
kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu
lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri
dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung
ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan)
yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak
bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

(QS. Al-Hujurat [49]: 1)

Ayat tentang tujuan diciptakannya manusia dengan
berbeda suku untuk saling mengenal.

etazs \,;3 e AEUEE B G
Qﬁr&\jj\gw\.u.g:ré:m;\g)l 155 U35 Gt

“Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan,
kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah
orang yang paling bertakwa. Sungquh, Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat [49]:13)
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Ayat tentang perintah bersatu dan larangan bercerai-
berai

501578305 15598 Y)uiém\&;\” zel;
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“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali
(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai,
dan ingatalah rahmat Allah kepadamu ketika kamu
dahulu (masa Jahiliah) bermusuhan, lalu Allah
mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-
Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika
itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah
menyelamatkan kamu di sana. Demikianlah, Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu
mendapat petunjuk.” (QS. Ali ‘Tmran [3]: 103)

Ayat terkait perintah menyuruh kebaikan dan mencegah

kejelekan.
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“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat)
yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Dan
mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali
‘Imran [3]: 104)
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g. Ayat tentang perintah mengajak pada jalan kebenaran

312

dengan cara proporsional
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“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan
hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah
mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya
Tuhanmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang
siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang
lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”
(QS. Al-Nahl [16]: 125)

Ayat tentang larangan berburuk sangka, memata-
matai, dan menggunjing orang lain.

BN ks 8 B 53 S 155 AT o 6T g
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“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak
prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa.
Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan
janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah
seorang di antara kamu yang suka memakan daging
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu

Himpunan Fatwa



k.

merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha
Penyayang.” (QS. al-Hujurat [49]: 12).

Ayat tentang larangan mencela, mengumpat,
mengumbar fitnah dan menghalangi perbuatan baik.

Judjﬁu; /’};\.......A)\.:J/b Wuya-ﬁémy]
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“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak
bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke
mari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi
perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak
dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal
kejahatannya.” (QS. al-Qalam [68]: 10-13)

Ayat tentang ancaman bagi pengumpat dan pencela

3 PR A
RSN 33
“Celaka bagi setiap pengumpat lagi pencela.” (QS. al-
Humazah [104]:1).

Ayat tentang perilaku orang munafiq yang menyebarkan
informasi meresahkan.
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“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita

\e

\

tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu
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menyiarkannya. (Padahal) jika mereka menyerahkannya
kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah
orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya
(akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan
Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan
rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut
syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).”
(QS. An-Nisa [4]: 83).

Ayat terkait perbedaan merupakan sunnatullah.
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“Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dl}adlkan
satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu
terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu,
maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya
kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan
kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.”
(QS. Al-Maidah [5]: 48)

Ayat terkait perbedaan agama merupakan kehendak
Allah.
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“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman
semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka
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apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya
mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?.”
(QS. Yunus [10]: 99)

Ayat tentang perintah berlaku adil.
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“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran)
karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangan
sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah

[5]: 8).

Ayat tentang perintah Allah agar menyerahkan amanat
kepada yang berhak menerlmanya dan berlaku adil.
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“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampalkan
amanat kepada yang berhak menerimanya dan
apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” (QS.
Al-Nisa’ [4]:58)
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p. Ayat tentang perintah Allah agar tidak melupakan

urusan dunia dan larangan berbuat kerusakan.
&AM;/O 101.333!' 35 Y\)N\ \Jb\\.l:_e’t.a\j
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“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang
telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah
kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat
baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan
di bumi. Sunguh Allah tidak menyukai orang yang
berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qasas [28]:77)

2. Hadits Nabi &> antara lain:

a.

316

Hadits Nabi ¢ tentang larangan melecehkan orang
Islam.

Lol S o Q) J55 06 16 msw;};
(bl o)) Saes s §3

“Diceritakan dari Abdullah, ia berkata: “Rasulullah &
bersabda: “Penghinaan terhadap orang Islam adalah
kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran.” (HR.
Al-Bukhari)
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b. Hadits Nabi ¢ tentang larangan bermusuhan dan
menjatuhkan harga d1r1 orang lain.
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“Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah
#& bersabda: “Janganlah kalian saling dengki, jangan
saling berbuat munajasyah (penipuan yang dilakukan
dengan tujuan menaikkan harga tawaran), jangan
saling membenci, jangan saling membelakangi. ...
Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya,
harta dan kehormatannya. ”(HR. Muslim)

c. Hadits Nabi ¢ tentang larangan mencari-cari
kekurangan orang lain.
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“Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah
& bersabda: “Hindarilah olehmu sangkaan, karena
sangkaan adalah praktik berbohong yang paling besar.
Janganlah kamu membuka kekurangan orang, janganlah
kamu memata-matai, janganlah berbuat munajasyah
(penipuan yang dilakukan dengan tujuan menaikkan
harga tawaran), jangan saling membenci, jangan saling
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membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang
bersaudara.” (HR. Al-Bukhari)

Hadits Nabi & tentang larangan menggun]lng
o Fhas %m\d”/db :J6 f.Lu\J\SLS \&fc
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Diceritakan dari Abu Barzah al-Aslami, ia berkata:
“Rasulullah ¢ bersabda: “Wahai sekalian orang yang
beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk
ke dalam hatinya, Janganlah kalian menggunjing
(mengghibah) kaum Muslimin, dan jangan mencari-
cari aib mereka. Karena sesungguhnya siapa yang
mencari-cari aib mereka, Allah ‘Azza wa Jalla akan
mencari-cari aibnya. Dan siapa yang dicari aibnya
oleh Allah, niscaya Allah akan mempermalukannya
meskipun ia berada di dalam rumahnya (walaupun ia
tersembunyi dari manusia).” (HR. Abu Daud)

Hadits Nabi ¢ tentang perintah mengucapkan yang
baik.
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“Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah
& bersabda: “Barang siapa beriman kepada Allah dan
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hari akhir, hendaklah mengatakan yang baik atau
diam.” (HR. Al-Bukhari)

Hadits Nabi ¢ tentang Nabi diutus bukan untuk
melaknat, tapi untuk menebar kasih sayang.
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“Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Dikatakan, Wahai
Rasulullah, doakan keburukan menimpa orang-orang
musyrik. Beliau menjawab, “Sesungguhnya aku tidak
diutus untuk melaknat, tetapi aku diutus hanyalah
dengan membawa rahmat.” (HR. Muslim)

Hadits Nabi 42 tentang perintah merubah kemunkaran.
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“Abu Sa'id berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah
& bersabda: “Barangsiapa di antara kalian melihat
kemunkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika
tak mampu maka dengan lisannya. Jika tak mampu
maka dengan hatinya, dan itulah paling lemahnya
iman.” (HR. Muslim)
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h. Hadits Nabi 4 terkait larangan fanatik buta terhadap

golongan.
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“Diceritakan dari Jubair bin Mut im sesungguhnya
Rasulullah < bersabda: “Tidak termasuk bagian dari
kami adalah orang yang mengajak kepada fanatik buta
terhadap golongan dan tidak termasuk bagian dari
kami adalah orang yang berperang atas fanatisme
dan tidak termasuk bagian dari kami adalah orang
mati karena fanatisme golongan.” (HR. Abu Daud)

Hadits Nabi ¢ terkait larangan membahayakan diri

sendiri dan juga orang lain.
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“Diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah
& bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri
dan juga orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik
dan al-Thabrani)
Hadits Nabi 4 tentang pertanggungjawaban
kepemimpinan
t\’;ﬁ:ﬁﬁﬂ J\SZS%@\ULJQ_CJ\U;
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3.

“Diceritakan dari Ibnu Umar, dari Nabi £, beliau
bersabda: “Ingatlah! kalian semua adalah pemimpian
dan semua pemimpin akan diminta pertanggungjawaban
atas kepemimpinannya.” (HR. Muslim)

k. Hadits Nabi 4 tentang kehancuran bila amanah
diberikan kepada bukan ahlinya.
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“Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah
& bersabda: “Jika amanah disia-siakan maka tunggulah
datangnya kehancuran. Ia berkata, bagaimana menyia-
nyiakannya? Nabi menjawab; jika sesuatu diberikan

2

kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran.’
(HR. Al-Bukhari)

Kaidah-kaidah Fikih, antara lain:
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Prmszp dasar dalam muamalat adalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya

2 Y5555 Y

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang Iam.
Al s e pAEs Gl
Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari

pada mengambil kemaslahatan.
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Bahaya harus dihilangkan.
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Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan
kemaslahatan.
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Semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan
tujuannya (perbuatan trersebut).

Memperhatikan:

1.

322

Dalam Ihya’ ‘Amal al-Fudhala’ fi Tarjamah muqaddimah
al-Qanun al-Asasi li Jam’iyyah Nahdlatul Ulama, hal. 123,
disebutkan bahwa hal yang bahayanya lebih besar adalah
penggunaan kata-kata Islam sebagai tunggangan politik.
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Ruh agama benar-benar lemah dalam dunia pohtzk

Indonesia, bahkan akhir-akhir ini hampir mati. Namun

ada hal yang bahayanya lebih besar yaitu penggunaan

kata “Islam” oleh sebagian orang sebagai tunggangan
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untuk mencapai tujuannya baik untuk kepentingan
politik atau kepentingan pribadi dengan nama politik.

Dalam Misykat al-Anwar, hal. 10, dijelaskan bahwa substansi
merupakan hal yang utama bukan simbol atau identitas.
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Orang yang tercerahkan menjadikan substansi sebagai
hal yang utama dan menjadikan simbol (identitas) sebagai
pengikut. Sedangkan orang yang lemah (tidak tercerahkan)
melakukan sebaliknya, mencari kebenaran dari simbol
saja.

Dalam Taqdim al-Rad ‘ala Khawarij al-‘Ashr, 1/12,
dijelaskan bahwa polarisasi yang dilakukan kelompok
ekstrimis dengan mengatasnamakan agama adalah
kebohongan.
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Adapun gerakan para teroris serta ekstrimis yang

menyebarkan kekacauan dan kekejaman di negara
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(berpenduduk) Islam serta gerakan yang mereka sebut
sebagai tawahhusy (polarisasi) lalu mereka melancarkan
gerakan ini. Mereka berdalih bertujuan memastikan
eksistensi kekuasaannya terhadap bangsa Islam dari hukum
murtad dan kafir serta untuk menerapkan Syariat Islam
di Bumi mereka. Segala hal yang mereka lakukan sejatinya
adalah kebohongan, mereka sesungguhnya mencari
kekuasaan karena tujuan dunia, bukan hal lainnya.

4. Dalam Ihya Ulumiddin, 1/17, dijelaskan bahwa kekuasan dan
agama merupakai dua hal yang berkaitan.
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Kekuasaan dan agama adalah dua hal yang berkaitan; agama
adalah pondasi sedangkan penguasa adalah penjaganya.
Sesuatu yang tidak ada pondasinya maka akan runtuh.
Sedangkan sesuatu yang tidak ada penjaganya maka
akan hilang. Tidak sempurna kekuasaan dan kontrol
kecuali dengan pemimpin dan cara untuk menyelesaikan
masalah hukum adalah dengan pengetahuan agama.

5. Dalam al-Ahkam al-Sulthaniyah, 1/3, dijelaskan bahwa
kepemimpinan memiliki tugas menjaga agama dan
mengelola dunia.
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Kepemimpinan adalah sebagal pengganti tugas kenabian
dalam menjaga agama dan mengelola dunia.
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6. Dalam Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, 2/122,
disebutkan perihal kebijakan penguasa bersama para
wakilnya.
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Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil
kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak
bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan
keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh
mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di
saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali
mengakibatkan kesulitan yang berat.

7. Imam al-Ghazali, dalam Al-Mustasfa, 1/438, menyatakan
bahwa kemaslahatan adalah proteksi (perlindungan)
terhadap tujuan syara’.
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Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan terkait
mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan yang
kami maksud dalam hal ini bukan makna tersebut, karena
sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya
adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan
tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahah
adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara’
sedangkan tujuan syara’ bagi manusia itu ada lima; yaitu
perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta
mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya
lima prinsip tujuan hukum itu disebut “maslahah’.
Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima
prinsip tujuan itu disebut kerusakan (mafsadah) dan
menolak kerusakan itu juga maslahah.

8. Dalam I'anah al-Thalibin, 4/323, dijelaskan bahwa menghina
orang Islam adalah termasuk dosa besar.
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Mencela seorang muslim dan merusak kehormatannya,

dan menyebabkan seseorang menghina dan mencaci kedua

orang tuanya meskipun tidak sampai benar-benar mencaci
dan melaknat seorang muslim termasuk dosa besar.

9. Dalam al-Mausu’ah al-Fighiyah al-Kuwaitiyah, 24/140,
dijelaskan tentang keharaman mencela pemimpin.
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10.

a3 ¥ AL 06 A 58 53R el S 2k
Q\.» dJ.s\...;-\j cwu\’ G /C}Zaj w ,);‘-'EM ruy\
C,@J“KV.AL ”JQZJ\

Mencela pemimpin atau imam hukumnya haram dan
sanksinya adalah ta’zir. Menurut Ulama mazhab Handafi,
pemimpin tersebut tidak boleh melakukan sendiri sanksi
ta’zirnya. Para ahli fikih mazhab Syafi'i dan Hanbali
menjelaskan bahwa mencela dengan sindirian sama
seperti mencela dengan kata-kata yang jelas.

Dalam Is’ad al-Rafiq, hal. 84, dijelaskan ketentuan
larangan melaknat kepada orang tertentu.

o
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Sesungguhnya keharaman melaknat itu jika tertuju kepada
orang tertentu, maka tidak boleh melaknatnya meski dia
fasiq seperti Yazid bin Mu'awiyah, atau kafir dzimmi yang
masih hidup atau sudah meninggal dunia tapi tidak
diketahui meninggalnya dalam keadaan kufur karena ada
potensi dia tutup usia dengan membawa Islam. Berbeda
halnya orang yang diketahui bahwa dia meninggal dunia
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11.

12.

tidak dalam keadaan Islam seperti Fir’aun dan Abu Jahal.
Sesuai kesepakatan ulama, boleh melaknat orang yang tidak
tertentu dengan kepribadiannya bahkan sifatnya, seperti
laknat Allah terhadap orang-orang pendusta dan zalim.

Dalam al-Majmu’, 20/125, dijelaskan tentang larangan
menyebut nama binatang kepada orang lain dan bisa
menyebabkan ta’zir.

2B E 5B 0 A5 3 2 wawmw
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Di antara kata-kata yang mengakibatkan pelakunya
mendapatkan hukuman ta’zir adalah perkataan kepada
orang lain yang berupa hai fasik, hai kafir, hai tukang
maksiat, hai orang yang celaka, hai anjing, hai keledai,
hai kambing jantan, hai orang syiah rafidah, hai orang
yang keji, hai penipu.

Dalam Faid al-Qadir, 5/492, disebutkan larangan fanatisme
yang membabi-buta.
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Menurut Ibnu Taimiyah; sesungguhnya hadits terkait

fanatisme memberi penjelasan bahwa sikap fanatik kepada
golongan secara membabi-buta merupakan perilaku kaum
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13.

jahiliah yang tercela, berbeda bila bertujuan mencegah orang

zalim dan menolong orang yang dizalimi tanpa adanya

permusuhan, maka hal tersebut adalah baik bahkan wajib.

Dengan demikian tidak ada perselisihan antara hadits

fanatisme dengan hadits yang menyuruh menolong saudaramu.

Airlangga Pribadi Kusman, Ph.D, dosen Fakultas Ilmu

Politik Universitas Airlangga Surabaya menyatakan dalam

sidang Komisi Fatwa terkait politik identitas sebagaimana
berikut:

a.

Manusia hidup dalam ranah sosial, hadir dalam
keanekaragaman identitas dalam dirinya. Manusia
hadir dalam identitas agama, identitas etnik, gender,
ras, musik dan lain-lain.

Pada awalnya politik identitas hadir dalam konteks
terkait kesadaran dari tiap-tiap orang dalam
komunitasnya yang melihat pada dimensi identitas
mereka yang perlu diperjuangkan secara politik agar
berbuah pada kebijakan.

Dalam sejarah banyak ditemukan upaya menggunakan
politik identitas, seperti gerakan perempuan di Indonesia
yang menuntut kesetaraan gender dan pemenuhan
kuota perempuan 30%. Contoh lainnya adalah gerakan
orang-orang kulit hitam Amerika Serikat dalam
memperjuangkan hak-hak politik di saat mereka
merasa mendapatkan perlakuan rasial.

Dalam perkembangannya, politik identitas tidak hanya
sebagai upaya memperjuangkan hak-hak identitas
mereka dalam kesetaraan dan keadilan, namun menjadi
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14.

15.

16.

17.

330

bagian patologi demokrasi yang mengarah pada
politik antagonistik.

e. Politik antagonistik muncul dalam ekspresi ketika
kontestasi politik menghasilkan pembingkaian bahwa
pihak yang berbeda bukan hanya rival sesama anak
bangsa, tapi musuh yang mengancam. Politik antagonistik
menghasilkan pemahaman bahwa semua yang
berbeda adalah musuh yang harus dimusnahkan.
Bahkan dalam politik antagonistik, musuh dianggap
sebagai subhuman (di bawah manusia), sehingga
muncul berbagai sebutan seperti cebong, kampret,
kadal gurun, unta Yaman dan lain-lain.

f. Antagonisme identitas pada gilirannya akan
memunculkan fobia identitas dan keduanya akan
menghancurkan nilai kebangsaan dan ke-Indonesiaan.

Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia IV
2012 Tentang Implementasi Konsep HAM Dalam Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara.

Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia VI
2018 Tentang Hubungan Agama Dan Politik Dalam
Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.

Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia VI
2018 Tentang Prinsip-Prinsip Ukhuwah Sebagai Pilar
Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi
Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 2 Muharram 1445
H bertepatan dengan tanggal 20 Juli 2023 M.
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Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: HUKUM POLITIK IDENTITAS

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam hal ini yang dimaksud dengan politik identitas
adalah artikulasi politik di mana kelompok-kelompok
yang menempatkan berbagai ragam identitasnya seperti
agama, ras, etnis, gender, budaya dan lainnya sebagai
pijakan politik maupun agenda politik dalam rangka
mempengaruhi kebijakan bernegara sesuai dengan
orientasi perjuangan mereka.

Kedua: Ketentuan Hukum

1.

Dalam ranah mu’amalah seperti bidang politik, Islam
memberikan kebebasan berekspresi sepanjang memiliki
kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan aturan
Syariat. Disamping itu, politik dalam Islam adalah sarana
untuk menegakkan keadilan, sarana amar ma’ruf nahi
munkar dan sarana untuk menata kebutuhan hidup
manusia secara menyeluruh, sehingga berpolitik harus
mengedepankan etika dan moral keagamaan.

Pada dasarnya keanekaragaman identitas manusia
dalam ranah sosial, seperti identitas agama, etnik,
budaya dan lain-lain merupakan sesuatu yang wajar
dan harus dihormati sepanjang tidak bertentangan
dengan Syariat dan undang-undang.
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Ketiga:

1.

332

Penggunaan identitas agama dan simbol keagamaan
dalam ranah politik yang hanya dijadikan kedok untuk
menarik simpati dan pengaruh dari umat beragama
serta untuk mencapai tujuan meraih kekuasaan semata
hukumnya haram karena bertentangan dengan ajaran
agama.

Penggunaan identitas agama, suku, budaya dan lain-
lain dalam ranah politik yang mengarah pada
antagonisme identitas (pemahaman bahwa identitas
yang berbeda adalah musuh yang harus dimusnahkan)
dan fobia identitas hukumnya haram karena akan
memicu perpecahan dan menimbulkan mudarat di
tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Polarisasi politik yang mengarah pada anggapan
subhuman (di bawah manusia), seperti sebutan cebong,
kampret, kadal gurun, unta Yaman dan lain-lain
hukumnya haram dan pemerintah wajib mengambil
langkah-langkah penertiban dan penegakan hukum
secara tegas.

Rekomendasi

Meminta kepada Pemerintah untuk melakukan dan
memperkuat kebijakan publik yang mempertimbangkan
aspirasi rakyat secara berkeadilan tanpa memandang
perbedaan identitas, seperti politik, agama, budaya
dan lain-lain untuk meminimalisir terjadinya polarisasi
identitas yang mengarah pada hal-hal negatif.

Meminta kepada elit politik agar tidak menggunakan
perbedaan identitas sebagai komoditas politik untuk
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kepentingan pribadi maupun golongan yang mengarah
pada perpecahan dan konflik horizontal, justru yang
harus dikedepankan adalah pertarungan ide untuk
kemajuan dan kemakmuran masyarakat.

Meminta kepada masyarakat agar tidak mudah
terpengaruh intrik politik yang menjual polarisasi
identitas untuk kepentingan sesaat yang menjurus
pada perpecahan anak bangsa, bahkan semua element
masyarakat harus saling memperkuat silaturahim
dan komunikasi.

Meminta kepada Pemerintah, elit politik dan masyarakat
secara umum agar dalam konteks berbangsa dan
bernegara, agama dipahami sebagai sumber inspirasi
dan petunjuk, sehingga tidak terjadi benturan antara
kerangka berpikir keagamaan dan kerangka berpikir
kebangsaan.

Keempat: Ketentuan Penutup

1.

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan
perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan
sebagaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan
dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua
pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.
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Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 17 Muharram 1445 H
04 Agustus 2023 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA
ua, Sekretaris,

KH- akrufzc/%lzin KH. Shélihin Hasan, M.H.I

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
tua Umum,

Sekretaris Umum,

KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallal;8.H., M.M Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D
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FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 2 Tahun 2023
Tentang

PEMBONGKARAN DAN PEMINDAHAN MAKAM

’\Jﬁ)\,ﬁ)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa
Timur setelah:

Menimbang:

a. Bahwa orang yang meninggal harus diperlakukan baik
dengan cara dimakamkan sesuai dengan ketentuan Syariat.

b. Bahwa telah terjadi pembongkaran makam di masyarakat
dengan berbagai alasan seperti adanya pelebaran jalan,
terkena jalur proyek jalan tol dan lan-lain. Akibatnya
ratusan jasad harus dipindahkan ke makam baru.

c. Bahwa kasus pembongkaran dan pemindahan makam
sering terjadi di berbagai tempat dengan tujuan beragam
yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

d. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama

Indonesia (MUTI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan
fatwa tentang hukum pembongkaran dan pemindahan
makam.
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Mengingat:
1. Firman Allah antara lain:

a. Ayat terkait memuliakan anak cucu Adam.
RC PR R P H S PR
Somis Gils ““ﬂ;&“wa;)uw\

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam
dan Kami angkut mereka di daratan dan di lautan,
Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami
lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami
ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. Al-

Isra’ [17]: 70)
b. Ayat terkait bahwa Allah menjadikan orang mati
dikubur.

j\.«ﬂ S‘—\.w \.) r) ’”“\5 ”\.A\ r.a

“Kemudian Dia (Allah) mematikannya lantas
menguburkannya. Kemudian jika Dia menghendaki,
Dia akan membangkitkannya kembali.” (QS. ‘Abasa
[80]: 21-22).

c. Ayat tentang bumi dijadikan tempat bagi orang hidup
dan mati.

\f\};\ \:.;-\ b\.cf - \J\ J.a.é ‘J\
“Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul
bagi orang-orang hidup dan orang-orang mati?.” (QS.
Al-Mursalat [77]: 25-26).
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2.

Hadits Nabi £ antara lain:

a.

Hadits Nabi < tentang kewajiban menguburkanjenazah
OWEe T 15 & AR “tcu %éfm\ ey JB

(e ! °‘)))-e/\x§33@u§ oo W Wdiss
Rasulullah ¢ bersabda: “Wahai Aisyabh, jika engkau wafat

sebelumku, maka saya akan memandikan, mengkafani,
menshalatkan dan menguburkan.”. (HR. Ibnu Majah)

Hadits Nabi 2 tentang larangan memecahkan tulang
orang yang meninggal.

wﬁ\vh_c}fﬁé{f 40! ”’Jb @G:"k&i
(A>-LA u;\ o\))) \.z.;- gj\iﬁ

“Diriwayatkan dari Aisyah berkata, Rasulullah &
bersabda: "Memecahkan tulang orang yang meninggal

seperti memecahkannya saat masih hidup”. (HR. Ibnu
Majah)

Hadits Nabi £ tentang diperbolehkannya mengubur
lebih dari satu jenazah di satu liang dalam kondisi
darurat.
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3.
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“Diriwayatkan dari Hisyam bin Amir, ia berkata: “Para
sahabat Anshar mendatangi Nabi di saat perang Uhud.
Mereka bertanya: “Kita banyak yang terluka dan kita
kelelahan, apa yang Engkau perintahkan pada kami?”
Nabi & bersabda: “Galilah lubang dan buat yang lebar,
kuburkanlah dua orang atau tiga orang dalam satu
liang”. Para sahabat bertanya lagi; “Mana yang harus
didahulukan?” Nabi menjawab: “Dahulukan yang paling
banyak hafalan al-Qur’annya”. (HR. Abu Daud)

Kaidah-kaidah Fikih antara lain:
oyl & &y
Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dllarang.
il L2 42

Kesulitan dapat menarik kemudahan.
Bahaya harus dihilangkan.

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.
B35 LA 5y

Sesuatu yang yang diperbolehkan karena adanya mudharat
diukur menurut kadar kemudharatannya

isLadl Bys Lol Je il s

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan
kemaslahatan.
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Memperhatikan:

1.

Dalam Hasyiah al-Jamal ‘ala al-Manhaj, 7/230, dijelaskan
keharaman membongkar kuburan sebelum jasadnya
terurai kecuali darurat .
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Haram membongkar kuburan sebelum kondisi mayat rusak
atau terurai di tanah tersebut menurut pendapat ahli,

dengan tujuan dipindahkan atau lainnya seperti mengkafani
dan menshalatkan karena di dalamnya ada unsur perusakan

* woi

terhadap kehormatan mayat, kecuali darurat seperti
dikubur tanpa disucikan padahal seharusnya disucikan
atau tidak dihadapkan ke arah kiblat dan kondisinya belum
berubah.

Dalam al-Figh al-Islami wa Adzillatuh, 2/670, dijelaskan
perbedaan pendapat antar madzhab terkait pemindahan
jenazah yang telah dikubur.
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Ada dua pendapat terkait memindahkan mayat setelah
dikubur; Menurut Malikiah dan Hanabilah boleh dipindahkan
bila ada unsur kemaslahatan, menurut Syafi’iah tidak boleh
kecuali darurat dan menurut Hanafiah tidak boleh secara
mutlak. Untuk rinciannya sebagaimana berikut; Menurut
Malikiah, boleh memindah mayat dari suatu tempat ke
tempat lain atau dari negara ke negara lain atau dari
perkampungan ke daerah pedalaman dengan syarat tidak
mengeluarkan cairan seperti darah saat dipindahkan dan
tidak merusak kehormatannya dan adanya kemaslahatan
seperti khawatir tergerus air laut atau dimakan binatang
buas atau untuk mendapatkan keberkahan tempat yang
baru atau dikubur di antara keluarganya atau dengan tujuan
dekat diziarahi keluarganya. Menurut ulama Hanabilah,
boleh memindahkan mayat dengan tujuan yang benar
seperti menguburkannya di tempat yang lebih baik dari
sebelumnya dan agar bisa bersebelahan dengan orang
shalih dengan tujuan mendapat berkahnya kecuali bagi
orang yang mati syahid di tempat ia meninggal.
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3.

Imam Zakaria al-Anshari dalam Asna al-Mathalib, 4/329,
menjelaskan bahwa menghadapkan jenazah ke kiblat
adalah wajib.

s o, 7 “‘/}DS/°//’o°/ & :/oo }/°o°
55 38) Lall A5 4958 (Cals) Al (4 JEaiNIg)

éé\iéa/}\;\:j:oys 5&:7@’!>~505‘}3~9;§/;;(~;1°50}
6 s (G ) B3 1l g () 53
Menghadapkan jenazah ke arah kiblat adalah wajib,
apabila jenazah tidak menghadap ke kiblat maka harus

digali dan dihadapkan ke kiblat selama kondisinya tidak
berubah. Kalau berubah, maka tidak boleh digali.

Dalam Nihayah al-Zain, hal. 155, disebutkan bahwa tidak
boleh mendirikan bangunan di tanah yang diperuntukkan
pemakaman umum.
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Apabila tanahnya diperuntukkan kuburan umum, yaitu
tanah tersebut biasa digunakan masyarakat untuk

pemakaman, maka haram mendirikan bangunan di atasnya
dan harus dirobohkan.

Dalam Hasyiah al-Qulybi, 4/491, dijelaskan tentang
larangan mengubur orang Islam di pemakaman non
muslim kecuali darurat.
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Tidak boleh mengubur orang Islam di pemakaman non
muslim dan sebaliknya, maka haram kecuali darurat.

6. Dalam Hasyiah al-Bujairami ‘ala al-Khatib, 6/186-189,
dijelaskan larangan mengubur dua mayat dalam satu
liang lahat.

ﬂ\;{f&quﬁ’ 2 (e85 3) 215381 (08 (55 Y5)
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Tidak diperbolehkan mengubur dua mayat dalam satu liang
lahat sejak awal bahkan setiap mayat harus disendirikan
dalam liang lahat saat kondisi normal karena mengikuti
Rasulullah. Sedangkan bila ada mayat dikumpulkan
dengan mayat lain yang sudah hancur maka boleh namun
apabila belum hancur maka tidak boleh sebagaimana
yang ditetapkan oleh guru kami al-Asymawi.

7. Imam Ibnu Hajar al-‘Asqallani dalam Fath al-Bari, 4/412,
menyatakan bahwa terdapat riwayat terkait menguburkan
jenazah laki-laki dengan perempuan dalam satu liang
dengan diberi penghalang di antara keduanya.
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Adapun mengubur jenazah laki-laki bersama dengan jenazah
perempuan, maka Abdurrazzaq meriwayatkan dengan
sanad yang baik dari Watsilah bin al-Asqa’ “Sesungguhnya
ada jenazah laki-laki dikubur bersama dengan jenazah
perempuan dalam satu liang, maka jenazah laki-laki
didahulukan dan jenazah perempuan berada dibelakangnya.
Dan di antara keduanya ada penghalang dari tanah,
apalagi bila keduanya orang lain.

Dalam al-Figh al-Islami wa Adzillatuh, 6/337, disebutkan
bahwa pemerintah bisa interversi atas kepemilikan pribadi
untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umum.
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Pemerintah berhak intervensi atas kepemilikan pribadi yang
sesuai dengan ketentuan untuk menegakkan keadilan dan
kemaslahatan umum, baik dalam hal hak kepemilikan atau
mencegah hal yang mubah atau dalam kepemilikan aset

sebelum dan sesudah Islam jika penggunaannya menimbulkan
kerugian(bahaya) secara umum.

Dalam Al-Qawa’id wa al-Dhawabit al-Fighiyyah, 1/245,
dijelaskan perbedaan hajat umum dan khusus
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10.
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Yang dimaksud dengan “hajat umum” adalah kebutuhan yang
berkaitan dengan sebagian besar manusia. Sedangkan
yang dimaksud dengan “hajat khusus” adalah kebutuhan yang
berkaitan dengan kelompok tertentu, atau para pelaku
suatu profesi, atau suatu negeri, atau semacamnya.
Makna kaidah ini adalah bahwa kebutuhan umum yang
berkaitan dengan sebagian besar manusia, begitu juga
kebutuhan khusus yang berkaitan dengan kelompok
tertentu, diperlakukan seperti keadaan darurat sehingga
diberikan hukum sebagaimana kondisi darurat, yaitu
dibolehkannya hal-hal yang asalnya terlarang meskipun

kebutuhan itu berada di tingkat yang lebih rendah daripada
keadaan darurat (darurah).

Dalam Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, 1/104, disebutkan
definisi dharuriyah, hajiyah dan tahsiniyah.
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Dharuriyah adalah sesuatu di mana kehidupan manusia

i

yang berkaitan dengan agama dan dunia tergantung
padanya, sehingga andaikan tidak ada, maka kehidupan
di dunia menjadi tercederai dan di akhirat tidak mendapat
kesenangan bahkan mendapat siksa. Artinya, dharuriyah
merupakan setiap sesuatu yang keberadaannya untuk
proteksi tujuan lima prinsip dasar. Hajiyah adalah sesuatu
yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan
padanya, sehingga andaikan sesuatu itu tidak ada,
manusia akan berada dalam kesulitan tanpa mencederai
hidup. Artinya, lima prinsip dasar tetap ada tanpanya tapi
disertai adanya kesulitan. Tahsiniyah adalah kemaslahatan
yang tujuannya untuk kebaikan ibadah dan kesempurnaan
akhlak seperti bersuci dan menutupi aurat. Tahsiniyah
sebagai pagar untuk memproteksi lima prinsip dasar.

Dalam Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, 2/122,
disebutkan perihal orientasi kebijakan penguasa bersama
para wakilnya.
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Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil
kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak
bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan
dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan
hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu
mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan
yang berat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan

beberapa hal antara lain:

a. BabIKetentuan Umum pasal 1 poin 2 menyebutkan
bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan
tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang
layak dan adil.

b. Bab I Ketentuan Umum pasal 1 poin 7 menyebutkan
bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa,
negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

c. BabIKetentuan Umum pasal 1 poin 12 menyebutkan
bahwa Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak
dan adil kepada pihak yang berhak, pengelola dan atau
pengguna barang dalam proses pengadaan tanah.
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d. Bab Il Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
bagian kesatu pasal 2 menyebutkan bahwa tanah
untuk kepentingan umum digunakan antara lain untuk
jalan umum, jalan tol, terowongan, jalan kereta api,
stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api.

13. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1981 tentang
Memindahkan Jenazah.

14. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang
Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal tanggal 20
Rabiul Awal 1445 H bertepatan dengan tanggal 5 Oktober
2023.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA HUKUM PEMBONGKARAN DAN
PEMINDAHAN MAKAM
Pertama: Ketentuan Umum

Dalam hal ini yang dimaksud dengan makam adalah
sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan, baik
bersifat umum ataupun khusus, seperti milik keluarga.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Orang yang sudah meninggal harus tetap dijaga
kehormatannya, tidak boleh diperlakukan secara semena-
mena dan tidak boleh terjadi perusakan pada jasadnya.
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Pada dasarnya kuburan yang jenazahnya belum rusak

atau terurai tidak boleh dibongkar atau dipindah ke
tempat lain, kecuali dalam kondisi tertentu sebagaimana
berikut:

a.

Terdapat sebab-sebab syar’iyah yang terkait dengan
jenazah, seperti tidak disucikan, tidak menghadap
kiblat, berada di tanah milik orang lain yang
memintanya untuk dibongkar.

Kuburan tersebut terdampak banjir, air pasang,
tanahnya lembab berair dan tidak aman dari
binatang buas.

Terdapat kemaslahatan umum, seperti pelebaran
masjid, jalan raya dan lain-lain.

Pengecualian yang ada dalam poin 2 harus tetap

memperhatikan hal-hal berikut ini;

a.

b.

Tidak menciderai kehormatan orang yang telah
meninggal.

Tidak merusak anggota tubuh seperti tulang dan
sebagainya, karena merusak bagian tubuh orang
yang meninggal sama seperti merusak di saat
masih hidup.

Dikubur kembali di tempat yang dikhususkan
untuk jenazah orang Islam.

Tidak dicampur antara jenazah laki-laki dengan
perempuan dalam satu liang lahat kecuali memiliki
hubungan mahramiyah (haram dinikahi) dan
zaujiyah (ikatan suami-istri).
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e. Bila dalam pemindahan tersebut melibatkan hak
orang lain, maka harus ada penggantian materi
yang berkeadilan.

Ketiga: Rekomendasi

1.

Meminta kepada pemerintah untuk benar-benar
memastikan adanya kemaslahatan dalam relokasi
area pemakaman untuk kepentingan umum dengan
terlebih dahulu dilakukan kajian yang komprehensif.
Meminta kepada pemerintah dan pihak pelaksana
relokasi untuk melakukan komunikasi yang baik dan
bersikap bijaksana tanpa menciderai hak-hak orang
lain.

Keempat: Ketentuan Penutup

1.

2.

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan
perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan
sebagaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan
dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua
pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal: 27 Rabiul Awal 1445 H
12 Oktober 2023 M

MUI Jawa Timur 349



MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA

ua, Sekretaris,

KH- akrufzc/%lzin KH. Shdlihin Hasan, M.H.I

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
tua Umum,

N
NSt ]

s

H.,M.M Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

KH. Moh. Hasan Mutawakkil AlallaR;
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KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
SE JAWA TIMUR 11
Nomor: 1/Ijtima’ Ulama/MUI Jatim/IX/2024
Tentang
BOIKOT PRODUK ISRAEL

SEBAGAI BAGIAN KEWAJIBAN JIHAD MEMBANTU

PERJUANGAN PALESTINA

PGy 1

A. Pokok Pikiran

1.

Islam adalah agama yang mencintai perdamaian. Misi
perdamaian harus diimplementasikan dengan ketegasan
menolak segala bentuk kekerasan, perbudakan, penindasan,
penjajahan dan kejahatan kemanusiaan lainnya;

Negara Zionis Israel telah nyata-nyata melanggar prinsip-
prinsip perdamaian dengan agresinya selama puluhan
tahun, ingin menguasai dan merebut Negara Palestina
yang berdaulat sesuai keputusan PBB (Perserikatan
Bangsa-Bangsa) pada 14 Mei 1948 M. Ironisnya upaya-
upaya itu dilakukan dengan sangat sadis, kejam dan tidak
berperikemanusiaan, bahkan akhir-akhir ini genosida
pembantaian warga sipil, anak-anak, wanita, pengeboman
rumabh sakit, sekolahan, tempat pengungsi, pelaparan warga
Palestina di daerah yang dikuasi, penutupan akses bantuan
luar, dan kejahatan kemanusiaan lainnya begitu nyata
dipertontonkan. Menurut data korban tewas sudah
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mencapai 186.000 orang, sekitar 8 % dari populasi Gaza.
(Antara News 9/7/2024). Oleh karenanya seluruh Negara
di dunia wajib segera menghentikan kebiadaban Israel
dengan berbagai macam upaya;

Bangsa Indonesia sebagai salah satu Negara Muslim
terbesar di dunia wajib membantu negara Palestina
dengan segala upaya sesuai dengan perintah agama dan
selaras dengan semangat Pancasila dan Pembukaan UUD
1045;

Jihad merupakan salah satu inti ajaran dalam Islam guna
meninggikan kalimat Allah (fi ilaai kalimatillah) sebagaimana
telah diajarkan dalam Syariat Islam dan dipertegas
keputusan Ijtima’ Ulama MUI di Jakarta Tanggal 1
Oktober 2021;

Jihad membela palestina wajib dilakukan oleh pemerintah
Indonesia dengan berbagai macam usaha yang riil,
sungguh-sungguh dan nyata. Begitu pula bagi warga
negara Indonesia terutama masyarakat muslim sebagai
solidaritas sesama saudaranya;

Di antara jihad membantu Palestina adalah dengan cara
memboikot produk-produk Israel dan negara yang
terafiliasi dengannya. Produk-produk tersebut tentu
menjadi salah satu kekuatan mereka untuk pembiayaan
perang dan kejahatan kemanusiaan terhadap Palestina.
Di samping itu pemerintah Republik Indonesia harus
mempertimbangkan pemutusan kegiatan ekonomi dengan
Israel.

Data menunjukkan nilai Impor Republik Indonesia dari
Israel kurun waktu Januari - Juli 2024 mencapai US$
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39,99 Juta (Kurang lebih senilai 627 Milyar). Sedangkan
nilai ekspor mencapai US$ 16,24 Juta (kurang lebih
senilai 251 Milyar). Ini belum menghitung ribuan produk
yang masuk dari negara lain yang notabene-nya pabrik-
pabrik tersebut dimiliki oleh Israel (atau setidaknya
Israel punya saham di dalamnya) yang tersebar di
seluruh dunia termasuk di Indonesia. Belum lagi negara-
negara yang terafiliasi sebagai pendukung dan penyokong
negara agresor Israel, seperti USA, Jerman, Prancis dan
lain-lain. (Sumber, DetikFinance, Kamis 15/8/2024);
Boikot produk terbukti berpengaruh terhadap pelemahan
kekuatan Israel, oleh karenanya pentingnya kampanye
dan sosialisasi tentang hal ini secara masif agar lebih
banyak lagi masyarakat yang melakukan pemboikotan,
sehingga di sisi yang lain dapat membantu pertumbuhan
ekonomi dalam negeri dengan cara beralih ke produk
lokal.

Rekomendasi

Pemerintah, organisasi sosial dan segenap elemen
masyarakat untuk terus memberi bantuan kemanusiaan
kepada warga Palestina utamanya para pengungsi dengan
cara mengirimkan tenaga medis, alat kesehatan, obat-
obatan, makanan, minuman, peralatan rumah tangga
dan sarana prasarana lain yang dibutuhkan.

Mendesak pemerintah agar meningkatkan tekanan kepada
PBB dan negara-negara anggota PBB, OKI dan negara
yang tergabung dalam organisasi Islam lainnya untuk
secara nyata dan segera menghentikan agresi Israel
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terhadap Palestina, serta menyeret pihak-pihak otoritas
Israel ke meja peradilan Mahkamah Internasional atas
perbuatan genosida dan pelanggaran kejahatan perang
lainnya.

3. Mendesak pemerintah agar mempertimbangkan pemutusan
hubungan dengan Israel secara total baik secara politik,
ekonomi maupun kerjasama lainnya.

4. Mengimbau kepada masyarakat untuk turut serta
memboikot produk Israel semampunya dengan
mempertimbangkan situasi dan kondisi, dengan
mengakses informasi produk-produk dari Israel dan
negara yang terafiliasi denganya.

5. Meminta pada pemerintah untuk memberi informasi
yang valid kepada masyarakat produk-produk milik
Israel dan memberi solusi konkrit pada masyarakat yang
terdampak dari adanya upaya boikot produk Israel.

C. Dasar Hukum
1. Ayat-ayat al-Qur’an, antara lain:

a. Ayat tentang ancaman bagi orang-orang yang berbuat
kerusakan.
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“Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang
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memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha
melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu mereka
dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki
mereka secara bersilang. Yang demikian itu suatu
kehinaan bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat
mereka mendapat siksa yang pedih.” (QS Al-Maidah

[5]:33)

Ayat tentang kebolehan berperang bagi orang yang
diserang.

Go 2V o 91’//-14 T (oS Y2 o ?E 19’:.’.}/°.‘1 <.
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“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang

e

diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya.”
(QS. Al-Hajj [22]: 39)

Ayat terkait jihad sesuai dengan kemampuan yang

dimiliki.
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“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan
apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda yang
ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan
itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan
orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak
mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa
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saja yang kamu infakkan di jalan Allah akan dibalas
dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan
dizalimi.” (QS. al-Anfal [8]: 60)

Ayat tentang jihad dengan harta dan jiwa.
e‘ﬁ&@db@&ééb\&ww‘w "
A Jol @ GrialEs ,ijj A &;@33 (v)
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“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku
tunjukkan perniagaan yang dapat menyelamatkanmu
dari azab yang pedih (10). Kamu beriman kepada
Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah
dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui (11).” (QS. al-Shaff
[61]: 10-11)

—r\

Ayat terkait larangan menjadikan orang kafir sebagai
teman setia.
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“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu

menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai

teman setia (pelindung); sebagian mereka adalah

teman bagi sebagian yang lain. Dan barangsiapa di
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antara kamu menjadikan mereka teman setia, maka
sesungguhnya dia termasuk golongan mereka.
Sungguh, Allah tidak memberikan petunjuk kepada
orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Maidah [5]: 51)

Ayat tentang larangan membela orang dzalim.
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“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang
yang zalim, yang menyebabkan api menyentuh kamu;
dan tiada bagi kamu dari selain Allah seorang
pelindung pun, kemudian kamu tidak akan ditolong.”

(QS. Hud [n11]: 113)

Ayat terkait metode dakwah dan mengajak kebaikan.
slas and ameydy s, &g o J) &
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“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan
hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka
dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah
yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat
dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui
orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl
[16]: 125)
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Ayat tentang sesama muslim bersaudara
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“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.
Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara
kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah,
supaya kamu mendapat rahmah.” (QS. Al-Hujurat
[49]: 10)

Ayat tentang kerjasama dalam kebaikan.
D153l 31 I 135065 N3 328015 2 e 15551855
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“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebgjikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah
kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat
siksaan-Nya.” (QS. Al-Ma’idah [s]: 2)

Hadits Nabi ¢, antara lain;

d.

Hadits Nabi ¢2: tentang umat Islam seperti kesatuan
anggota tubuh.
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uﬁ»—\ J.G_AJL.,L..A;-\ L.gi\luf—\.u : &"‘:H"\
(‘J‘Me\b)

“Perumpamaan orang-orang yang beriman, dalam
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saling mencintai, saling menyantuni sesama mereka,
adalah laksana kesatuan tubuh. Apabila satu bagian
dari tubuh itu menderita sakit, maka seluruh badan
turut merasakannya.” (HR. Muslim)

Hadits Hadits Nabi ¢ tentang janji Allah bagi orang
yang membantu sesama muslim.
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“Rasulullah ¢ bersabda: “Seorang muslim adalah
saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzhaliminya
dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang
membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan
membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan
satu kesusahan seorang muslim, maka Allah
menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-
kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutupi (aib)

seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya
pada hari kiyamat.” (HR. Al-Bukhari)

Hadits Nab1 i tentang mencintai saudara.
(vw\)))wuﬁuwmﬁy
“Diceritakan dari Anas bin Malik dari Nabi ¢ bersabda:
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“Tidak sempurna iman salah satu dari kalian hingga

»

mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya.
(HR. Muslim)

d. Hadits Nabi « terkait larangan membahayakan diri
sendiri dan juga orang laln

o356 N Kl 3,2 J6 J\éugciggsg;
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“Diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah
&2 bersabda: Tidak boleh membahayakan diri sendiri

dan juga orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik
dan al-Thabrani)

3. Kaidah Fikih
it 574l
Bahaya harus dihilangkan.
QKZB!\ Jee és.ﬁ A
Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

8 a

Aladl s Je 3 il o3
Mencegah kerusakan lebih diutamakan darlpada meraih

kemaslahatan.
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Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat

yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika
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ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) berlawanan,
maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.

53 ° - 53 _ o - _
BapgNEauya

Sesuatu yang tidak bisa diperoleh keseluruhan, jangan

ditinggalkan keseluruhan.

ey B et )

Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar
maslahah.

Pendapat para ulama

a.

Dalam Bugyah al Mustarsyidin, hal. 260, dijelaskan
tentang larangan muamalah dengan orang yang
diduga akan menggunakan obyek muamalah untuk
kemaksiatan.
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Jika diduga bahwa dia menggunakannya untuk
keharaman, seperti sutra untuk orang dewasa, anggur
untuk mabuk, budak untuk amoralitas, senjata untuk
membegal/merampok dan kezaliman, opium, ganja

dan pala untuk dijadikan narkotika, maka semua itu
diharamkan.

MUI Jawa Timur 361



b. Dalam Ma’annas Masyurat wa Fatawa Sa’id Ramadhan

362

al-Buthi, hal. 52, dijelaskan perihal hukum boikot
produk Israel.

U.GLS‘}.JQMLSJ\ f\)\ﬁw“\f‘“f&;"u
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e ey e de e g

W\Mﬁ Y AS\.:\.@_L\J.,QJ\ Va;\{.pﬁwa\j
S Ry Lk &2) Lp\}fﬁ\ Q\jii.l\ il 3

.3/&:;: \M)CQKAY\ '?)‘X}LBU«E'Q:’J; ;JCJQJ)JM
Apa hukum membeli Produk USA? saya mendengar
fatwa Dr. Al-Kabasyi yang sangat mengharamkan
hal tersebut? la menjawab bahwa wajib bagi kita
untuk memutus hubungan ekonomi dan memboikot
produk USA dan juga Israel. Sebab hal ini adalah
jihad yang harus dilakukan tiap-tiap muslim di dalam
menghadapi negara Israel dan negara yang terafiliasi
dengannya. Hal ini merupakan sesuatu yang nyata
dan kewgjiban individu (dalam ikut melawan musuh-
musuh Allah) sebisa yang dilakukan.”

Dalam Fatawa Mu’ashirah Syaikh Yusuf al-Qardhawi,
hal. 600, dijelaskan perihal hukum kerjasama dengan
musubh.

/ﬁ) P /oz”/// | © @
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Tidak dlragukan bahwa seorang muslim dlpermtahkan
untuk menghadapi musuh agama maupun negara
dengan berbagai macam bentuk jihad semampunya,
bisa dengan kekuasaan, lisan ataupun hatinya bahkan
dengan memutus hubungan dengan mereka. Setiap
tindakan yang bisa melemahkan dan menekan
kekuatan mereka wajib dilakukan. Tiap muslim harus
berkontribusi semampu dan batas yang mungkin bisa
dilakukannya. Muslim dengan alasan apapun tidak
boleh membantu dan mensuport musuh agama dan
negara. Muslim harus melawan kesewenang-wenangan
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musuh yang akan merebut hak-haknya, merampas
kehormatanya dengan sekuat tenaga. Setiap muslim
yang menjadi teman setia musuh-musuh Allah, musuh
agama atupun musuh negara, maka ia bagian darinya.
Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah s51:
“Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman
setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan
mereka”. Artinya setiap muslim yang menjadikan mereka
teman setia dalam hatinya, membantu dengan
ucapanya, bekerjasama dengan mereka, membantu
dengan hartanya ataupun memberi dukungan dengan
cara dan jalan apapun maka ia termasuk golongan
mereka.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 83 Tahun
2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan
Palestina

Tim Perumus Komisi A:

1.
2.

3.
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KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA

A.

1.

366

TIMUR 11
Nomor: 2/Ijtima’ Ulama/MUI Jatim/IX/2024
Tentang
KRITERIA PEMIMPIN IDEAL

L .}’f\ M \ >
,/&:—’,'Jl/ (b'}f'»,g\.,;;)
Pokok Pikiran

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memilih
pemimpin ideal adalah sebagai upaya mewujudkan cita-
cita bersama yakni tersampaikannya aspirasi umat dan
kepentingan bangsa.

Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk
menegakkan imamah atau imarah dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu penentuan
kriteria pemimpin ideal adalah keharusan.

Seorang pemimpin memiliki peran penting dalam
menjaga dan mengarahkan kebijakan yang berdampak
pada kesejahteraan umat. Dengan kriteria yang jelas,
pemimpin yang terpilih diharapkan mampu menjalankan
amanah dengan memperhatikan kepentingan seluruh
lapisan masyarakat, bukan kelompok atau individu tertentu.
Pemimpin yang ideal akan memastikan bahwa negara
tetap berada pada jalur yang benar dalam jangka panjang,
dengan mempertimbangkan aspek pembangunan yang
berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun
lingkungan.
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Terpenuhinya kriteria pemimpin ideal dapat membantu
terpilihnya pemimpin yang memiliki integritas tinggi,
sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi, nepotisme,
dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara
dan rakyat.

Ketika kriteria pemimpin yang ideal dirumuskan dengan
baik dan diterapkan secara konsisten, hal ini akan
meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan
dan proses politik, yang pada gilirannya memperkuat
demokrasi dan stabilitas negara.

Pemimpin ideal diharapkan memiliki komitmen terhadap
prinsip-prinsip keadilan sosial, sehingga kebijakan yang
diterapkan dapat mengurangi kesenjangan dan memberikan
peluang yang setara bagi semua warga negara tanpa
membedakan pendukung atau tidak saat proses pemilihan.
Dalam masyarakat yang beragam, pemimpin ideal harus
mampu menyatukan berbagai kelompok etnis, agama,
dan budaya, serta mengelola perbedaan dengan bijaksana
untuk menciptakan harmoni nasional.

Untuk mewujudkan tujuan kepemimpinan ideal, pemimpin
harus memenuhi kriteria yang telah diatur dalam
undang-undang pemilu (PERATURAN KPU RI NOMOR
3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPAT],
DAN / ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA),
serta kuat dalam menjalankan ajaran agamanya.
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Rekomendasi

Pemerintah harus benar-benar selektif dalam proses
penjaringan calon pemimpin di semua level kepemimpinan
agar sesuai dengan kriteria pemimpin yang ideal.
Masyarakat harus ikut berperan secara aktif dan selektif
dalam proses pemilihan pemimpin yang sesuai dengan
kriteria pemimpin ideal di semua level kepemimpinan,
baik pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala
daerah maupun pemilihan presiden.

Masyarakat dan calon pejabat publik harus menghindari
segala bentuk proses pemilihan yang manipulatif,
curang, mempolitisasi agama, melakukan politik
identitas, praktik money politik, mengandung unsur
KKN (korupsi kolusi nepotisme) dan lain sebagainya
yang dapat mencederai proses demokratisasi dan nilai-
nilai agama.

Seorang pemimpin yang terbukti tidak memenuhi
kriteria pemimpin ideal, seharusnya mengundurkan diri
dari jabatannya.

Masyarakat hendaknya melakukan upaya tegas dan
terukur sesuai konstitusi agar pemimpin yang telah
terbukti melakukan tindakan tercela untuk dicopot dari
jabatannya.

Dasar Hukum
Ayat-ayat al-Qur’an, antara lain:

a. Ayat tentang ketaatan kepada pemimpin

3 B3 o ait I L;j\) 0,255 4l 1 ab
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“Patuhilah Allah dan RasuI-Nya serta ulil amri
(pemimpin) di antara kalian. Jika kalian berselisih
tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah dan
Rasul-Nya jika kalian benar-benar beriman kepada
Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan
lebih bagus akibatnya.” (QS. An-Nisa [4]: 59)

Ayat tentang mengangkat pemimpin sebagai
sunnatullah.

\jlbw}uojﬁ\gd.cud\ Mdu)db;\)
C.\m)uﬁ-js\ﬁ-d\dﬁ.id \.g.aji.a:«.ﬂ:’ D/\.é..‘.sd;;:-\
,nxvurud JB &l A3 duiz

“Ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat,
‘Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.’
Mereka bertanya, 'Apakah Engkau akan menjadikan
orang yang akan membuat kerusakan di bumi dan
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa
bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu?'
Dia menjawab: Sesungguhnya Aku mengetahui apa
yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

Ayat terkait kewajiban memenubhi janji.
s it 05 é C 5}° /502 S . .54 /55;
e rsj cds) '::"'::'Ej—a*j\-f \j_gj\ b-’wss Oﬁ:\s\ \e-s\a
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhzlah perjanjian-
perjanjian itu. Dihalalkan bagimu binatang-binatang
ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu
(larangannya). Namun, janganlah kamu dalam
keadaan berihram (dalam ibadah haji) memburu
binatang (terutama) yang sedang dalam keadaan ihram.
Sesungguhnya Allah memutuskan hukum menurut
apa yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Maidah [5]: 1)

Ayat tentang perintah berbuat adil.
3?3 Ll 213GE 4 Gl 158 1T Sl T g

// 0o 8 T

\;L\C\ ~~~~~ B},&:\J\&rﬁu r‘_—_—a...,ajé‘-
GR03 L Ses 4 ) S 1,81 DogEE)

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak
hukum karena Allah, sebagai saksi yang adil. Janganlah
kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu
untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena itu
lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa
yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah [5]: 8)

’\a\

Ayat terkait amar ma’ruf nahi munkar.
RSN EEURATRIAH AN 3 @L&; ol uﬂs\
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“Orang-orang yang jika Kaml berikan kekuasaan
kepada mereka di bumi, mereka mendirikan shalat,
menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma’ruf,
dan mencegah dari yang munkar. Dan kepada Allah-lah
kembali segala urusan.” (QS. Al-Haj [22]: 41)

Ayat tentang perintah musyawarah

M\LJ&\.EJJJSJ r@j;ﬁm\”“”m

’}m))b)(.@,@”’(;gii Ny Ge | 5aa
B0 E4 a5 B e B ease 558 20

“Karena rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras
lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri
dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka,
dan mohonkanlah ampun untuk mereka, serta
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Maka apabila kamu telah membulatkan tekad,
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bertawakal.” (QS. Al-
‘Imran [3]: 159)

Ayat terkait kemuliaan diukur dengan ketakwaan.

8 s ol 532 i o
g of % Sl 2ot Tsieaa
ol « (“b'“u\ Al e rb.@f\ Ol se5\ad] Blss
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S el 4
“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan,
kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah
orang yang paling bertakwa. Sungqguh, Allah Maha
Mengetahui, Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

Ayat tentang amanah.
282 1515 s ) o, of 2o 2b an &y
2 5 3 3 ~0-
Day oElinl U Al &) J,\.db 5&4 u‘ ol
Ve als OF o) gj
“‘Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila
kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi
Maha Melihat.” (QS. Al-Nisa’ [4]: 58)

Ayat tentang kompeten51

’“u\ o Ol u el G LIS EJ6
u}f%}s:;;a\

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Wahai
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ayahku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada
kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik
yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) adalah
orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-
Qashas [28]: 26)

Ayat tentang kerjasama dalam kebaikan.
SN2 31 e 155165 35 052805 Sl B2 1550555
u\.u.ﬂ».}.ww\u sUJ\\ \)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah
kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-
Nya.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 2)

2. Hadits Nabi ¢, antara lain;

d.

Hadlts Nabi ¢ tentang pertanggungjawaban pemimpin.
by S s e 52
(‘J.‘Mc\j)) /”‘/‘3:;}— 2‘0/

“Diceritakan dari Ibnu Umar, dari Rasulullah £
bersabda: "Ingatlah setiap kalian adalah pemimpin
dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban
atas yang dipimpin.” (HR. Muslim)

Hadits Hadits Nabi ¢ tentang perintah mengangkat
pemimpin.

(Jj\)ﬁ\o\))) O}//HJJ‘}».L%J.O.NQ‘U%CJ}- l
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“Jlika tiga orang keluar dalam sebuah perjalanan, maka
hendaklah mereka mengangkat salah satu di antara
mereka sebagai pemimpin.” (HR. Abu Daud)

Hadlts Nabi ¢ tentang akhlak terpuji.
fe—,i,;; w\’“w@@p\ §)
1515 ¢ Jepid) 36, ] r—‘=*~‘>‘ Jas ) r_c:i,\)

(Ju?'\a\j)) Jb&‘wdéb@& 'ff
“Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku
pada hari kiamat adalah orang yang paling baik
akhlaknya, dan orang yang paling dicintai oleh Allah
Ta’ala adalah orang yang paling banyak melakukan
hal-hal baru yang baik, serta orang yang berdiri di
jalan kebenaran. Dan jika kalian dicari-cari, maka
sesungguhnya kalian berada di sisi Allah Ta’ala.”
(HR. Ahmad)

Hadits Nabi ¢ terkait ancaman bagi pemimpin yang
berkhianat kepada rakyat

(LS)L?LJ‘ O\))) 4.«;-‘ “/; ‘2;;3
“Siapa saja yang Allah memberikan kepadanya
kekuasaan untuk memimpin umat Islam, kemudian
dia meninggal dunia dalam keadaan menipu rakyatnya,

maka Allah akan mengharamkan surga baginya.”
(HR. Al-Bukhari)
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e. Hadits Nabi ¢ terkait pemimpin terbaik.
AL /}@33 r»%’:r% Sl ] é——&«a‘ pe
AT RS (&w\ 745 r»éab 55kl
(e 1) i 245415 sy i

“Pemimpin terbalk kalzan adalah yang kalian cintai dan
mereka mencintai kalian, kalian mendoakan mereka
dan mereka mendoakan kalian. Sedangkan pemimpin-
pemimpin terburuk kalian adalah yang kalian benci
dan mereka membenci kalian, kalian melaknat
mereka dan mereka melaknat kalian.” (HR. Muslim)

Kaidah Fikih

| ’j\aﬂ\
Bahaya harus dihilangkan.
QKZB!\ Jees és.ﬁ A
Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.
ALl Cls i i s
Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih
kemaslahatan.

sl B3t e Je el B

Kebijakan imam/pemermtah atas rakyat harus berdasar
maslahat.
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4. Pendapat para ulama

a.

376

Dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah li al-Mawardi, 1/5,
disebutkan perihal persyaratan pemimpin.

e eial A L bl By 6 A Al
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Adapun kriteria dalam imamah (kepemimpinan), syarat-

syarat yang harus diperhatikan di antaranya ada tujuh:

pertama: sifat adil dengan memenuhi syarat-syaratnya

yang menyeluruh. Kedua, ilmu yang digunakan untuk

berijtihad menyikapi kejadian-kejadian dan masalah

hukum. Ketiga: kesehatan panca indera, termasuk
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pendengaran, penglihatan, dan lisan, sehingga benar
dalam menyikapi terhadap apa yang ditemuinya.
Keempat: Anggota fisik normal terbebas dari segala
kekurangan yang dapat menghambat gerak cepat
dan slow respon. Kelima: kecerdasan guna mengatur
kebijakan dan pengelolaan kepentingan rakyat. Keenam:
Keberanian dan pertolongan yang mengarah pada
perlindungan tanah air dan melawan musuh.
Ketujuh: nasab, yaitu dari keturunan Quraisy.

Dalam Bada'’iu al-Shana’i, 3/7, disebutkan persyaratan
hakim:

3z

52+ 48 el Alig 55 g U (Jd)
(Gs5) £l (G2a3) Jal (Gs) L5175 )
S (55) e (6as) «:}\ (&)
uvud\». EN (Ges)

Adapun penjelasan tentang siapa yang layak menjadi
hakim, maka kami katakan bahwa kelayakan untuk
menjadi hakim memiliki syarat-syarat sebagai berikut:
berakal sehat, sudah dewasa, beragama Islam, bukan
budak, memiliki penglihatan yang baik, Kemampuan
berbicara, tidak pernah dihukum cambuk karena
tuduhan zina tanpa bukti.

Dalam Mughni al-Mubhtaj, 4/381 dan Tuhfah al-Muhtadj,
4/244, disebutkan tentang kebolehan mengganti
pemimpin.
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»\die cas
Diperbolehkan bagi imam (pemimpin) mencopot seorang
hakim yang terlihat darinya adanya cacat (kesalahan)
yang tidak menyebabkan pencopotannya secara otomatis.
Dalam hal ini, cukup dengan dugaan kuat, sebagaimana
yang disebutkan dalam Ashl al-Raudah dari al-Wasith,
dan ditegaskan dalam Syarh al-Saghir. Di antara tanda-
tanda dugaan tersebut adalah banyaknya keluhan
yang diajukan terhadap hakim tersebut. Bahkan, Ibn

Abd as-Salam mengatakan: Jika keluhan terhadapnya
banyak, maka wajib untuk mencopotnya.

(2 42 538) 05 T(28) (J32) 45,4 &l (2adg)
)\mﬁu»jw@mxgj&{m};\@ﬁ;i
3508 T LIl e 403 W0 OS5 b0 3 2828 S5
yubd}ﬁ g})wﬂwsw)mﬁ\&aﬁ;
SO i S as ;ng@)% A Jiscs 155
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Bagi pemimpin negara boleh mencopot haklm yang
jelas melakukan penyimpangan, meski penyimpangan
tersebut pada dasarnya tidak mengharuskan adanya
pencopotan, sebagaimana banyaknya keluhan atas
(perilaku) hakim, atau disinyalir bahwa hakim sudah
lemah dan tidak memiliki wibawa, semua itu sebagai
tindakan antisipatif. Adapun jika tampak penyimpangan
yang berkonsekuensi harus dicopot, maka hakim harus
dicopot. Jika ada indikasi (penyelewengan hakim)
maka bisa saja sebagaimana kasus pertama maka
hakim harus dicopot, bisa juga sunnah dicopot. Ibn
Abdussalam berpendapat mutlak harus dicopot
sebagaimana banyak keluhan/laporan tentang hakim,
dan ini wewenang pemimpin negara. Atau jika hakim
tidak tampak cacat/cela namun ada orang yang lebih
baik dari dia, maka pemimpin negara boleh mencopotnya
tanpa syarat, hal ini juga berlaku jika ada orang lain
yang kualitasnya sama dengan hakim namun ada
kemaslahatan yang lebih bagi umat Islam, maka
hakim boleh dicopot. Sebagaimana juga hakim boleh
diganti jika ada orang yang sama bahkan kualitasnya
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di bawah hakim namun terdapat maslahah bagi
muslimin seperti menghindarkan dari terjadinya
fitnah. Namun jika tidak terdapat maslahah maka
pencopotan hakim tidak diperbolehkan.

Dalam Qowaid al-Ahkam fi Masholih al-Anam 1/8s,
disebutkan perihal memilih pemimpin yang paling
minim kefasikannya.

AR WA LY 3 1580 enlas 1) i

o;f “swj‘dl:c:\;..;y}O/
Kaidah: “Ketika sulit terpenuhinya sifat ‘adalah pada
jabatan yang sifatnya umum atau khusus sekira tidak

ditemukan orang yang adil, maka harus dipilih calon
yang paling minim sifat fasiknya.”

Tim Perumus Komisi A:

1.
2.

3.
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KH. Ali Maghfur Syadzili
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Pada tanggal: 25 Rabiul Awal 1446 H
29 September 2024
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KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA

TIMUR 11
Nomor: 3/Ijtima’ Ulama/MUI Jatim/IX/2024
Tentang
PEMILIHAN PEMIMPIN
DENGAN MEKANISME BUMBUNG KOSONG

LA L] ‘,\ =
HJ?\I,(U}\/&J&M

A. Pokok Pikiran

1.

Memilih pemimpin dalam suatu negara dan pemerintahan
hukumnya adalah wajib, termasuk kepemimpinan di
Indonesia baik di level pusat maupun daerah. Hal ini
dilakukan dalam rangka mengatur keberlangsungan
hidup masyarakat yang aman, rukun, tertib, sejahtera,
berkeadilan dan selamat dunia-akhirat.

Mekanisme pemilihan pemimpin tidak diatur secara baku
dalam syariat, oleh karenanya dalam sejarah pemerintahan
Islam seperti di masa khulafa al rasyidin sistem
pemilihannya berbeda-beda.

Syariat Islam telah memberi batasan secara umum
terhadap mekanisme pemilihan pemimpin, yakni harus
memilih sistem dan metode yang paling maslahat bagi
rakyat sesuai dengan situasi, kondisi, geografi, budaya
dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Di samping
itu syariat telah memberikan syarat-syarat dan kriteria
seorang pemimpin, di antaranya adalah beragama dengan
baik, sehat jasmani dan rohani, adil dan bijaksana,
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mempunyai wawasan keilmuan yang memadahi, tidak
cacat moral, dan lain-lain

Dalam implementasi ketentuan umum yang terkait
mekanisme memilih pemimpin dan syarat-syarat calon
sebagaimana batasan-batasan dalam syariat Islam,
pemerintah Indonesia telah mengatur sistem pemilu
yang dinilai paling maslalah, yakni bersifat langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER-JURDIL),
dan secara terperici hal ini telah termaktub dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 3 tahun 2017, Tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Di
dalamnya juga memuat pembentukan KPU, BAWASLU,
PANWASLU, syarat dan mekanisme pencalonan, mekanisme
pemilihan, syarat-syarat calon pemimpin, dan lain-lain.
Dalam hal calon pemimpin yang mengajukan dan
memenuhi syarat admistrasi hanya satu pasang, maka
mekanisme pemilihan adalah dengan memberi hak dan
keleluasaan bagi rakyat untuk memilih di antara calon
dan kolom kosong yang tersedia. Mekanisme ini dikenal
dengan pemilihan calon tunggal melawan bumbung
kosong.

Dalam sistem pemilihan secara langsung, rakyat adalah
komponen penentu calon yang dipilih dan layak sebagai
pemimpin, sehingga kedudukan rakyat secara maknawi
adalah seperti pejabat yang mempunyai wewenang
mengangkat pejabat di bawahnya, atau seperti kedudukan
hakim dalam peradilan. Oleh sebab itu dalam hal calon
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tunggal melawan bumbung kosong, ketika rakyat memilih
bumbung kosong bukan berarti ia meninggalkan kewajiban
mengangkat seorang pemimpin, namun harus dimaknai
bahwa pemilih memandang calon yang ada tidak layak
untuk dipilih dan atau ada calon lain yang dianggap lebih
baik. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip maslahah
dalam syariah dan secara jelas diatur di dalam UU
Pemilu, di antaranya Pasal 54D ayat 1, Pasal 54C, Pasal
54D ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016
tentang Pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pilkada, dan lain-lain.

7. Dalam hal calon tunggal kalah melawan bumbung kosong,
pemerintah harus memastikan pemerintahan dan pelayanan
masyarakat di daerah tersebut tetap berjalan dengan baik.
Hal ini bisa dilakukan dengan menunjuk pemimpin
sampai ada pemilu kembali sesuai UU yang berlaku. Di
sisi yang lain pemerintah harus mengatur pemilu
berikutnya dengan memilih mekanisme yang terbaik.

B. Rekomendasi

1. Mendorong semua penyelenggara pemilu mulai dari
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP) bekerja secara profesional, mengedepankan prinsip
independensi, netralitas, dan imparsialitas sehingga dapat
menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas
serta bisa meminimalisir permasalahan dan sengketa pemilu.
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Menghimbau dan mengingatkan agar Aparatur Negara
yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara
Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Indonesia
(Polri), kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota
Badan Permusyawaratan Desa dapat menjaga integritas,
dan profesionalitasnya dengan memegang dan menegakkan
prinsip netralitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu.
Menghimbau semua partai politik maupun calon agar
menghindari perbuatan curang dalam pemilu, money
politik, politik identitas, politisasi agama, dan lain-lain.
Menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar
aktif mengawal pemilu, menggunakan hak pilih,
menghormati perbedaan, dan bersama-sama menjaga
kondusifitas dan keamanan.

Menghimbau kepada tokoh, pemuka agama dan pejuang
demokrasi agar terus memberi edukasi kepada masyarakat
tentang pentingnya pemimpin yang ideal, seperti menolak
segala praktek money politik, kecurangan pemilu, dan
ikut mengawasi kebijakan pemimpin sesuai visi-misi
dan janji-janji saat kampanye.

Mendorong pada pemerintah untuk mengatur mekanisme
kampanye pemilihan dengan calon tunggal, khususnya
aturan kampanye untuk bumbung kosong, demi
menghindari black campaign (kampanye hitam).
Mendorong pada pemerintah untuk memperhatikan
dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat terkait
perbaikan dan atau perubahan UU pemilu demi menjaga
rasa keadilan, hak demokrasi, stabilitas kamtibmas,
efisiensi anggaran, menghasilkan pemimpin terbaik, dan
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lain-lain, seperti usulan memperpanjang tahapan pemilu

bagi calon independen dan pendaftarannya setelah
pendaftaran calon dari partai, usulan ada opsi kotak
kosong tiap daerah pemilihan (uji materi di Mahkamah
Konstitusi Nomor Pokok Perkara 125/PUU-XXI1/2024),
usulan Pilpres/Pilkada kembali dipilih Anggota MPR/DPR,
pembatasan periodik bagi anggota DPR/DPRD, dan

lain-lain.

C. Dasar Hukum:

1. Ayat-ayat al-Qur’an, antara lain:

386

a.

b.

Ayat tentang larangan mengabaikan urusan dunia
dan larangan berbuat kerusakan.

G Bt 258 Y5 6501 510 2l 6T s a0
& Sl &5 Y5 Sl 4o 22T 1S sl WA

Gt CA N @ &) 23V
“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang
telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah
kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat
baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan

di bumi. Sunguh Allah tidak menyukai orang yang
berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qasas [28]:77)

Ayat tentang manusia sebagai khalifah di bumi.

. Z_ _ °5° . 8 _ % - T_% -2, Tz
DB 205 V3 Jels Gl aessddy aid; J6 3,
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“Ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat: Aku
hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka
bertanya: “Apakah Engkau akan menjadikan orang yang
akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan
darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan
memuji-Mu dan mensucikan-Mu?” Dia menjawab:
“‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui.” (QS. Al-Bagarah [2]: 30)

Ayat tentang perintah menyerahkan amanat kepada
yang berhak menerimanya dan berlaku adil

TR EYH ! d) S 38 Cﬂrf_—: b )|
Jialu 1,28 BT e o

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampalkan
amanat kepada yang berhak menerimanya dan
apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” (QS.
Al-Nisa’ [4]:58)

Ayat terkait kewajiban memenuhi janji.

Ee};uw‘yﬁ@ww 5
»ju@:&\g;

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-
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perjanjian itu. Dihalalkan bagimu binatang-binatang
ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu
(larangannya). Namun, janganlah kamu dalam keadaan
berihram (dalam ibadah haji) memburu binatang
(terutama) yang sedang dalam keadaan ihram.
Sesungguhnya Allah memutuskan hukum menurut
apa yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Maidah [5]: 1)

Ayat tentang perintah berbuat adil.
\23 Ll 215gE 4 Gl 158 AT Sl T g

-

T \;LLC\ b}m\i\&crjg:)”}éin
55 \G Sk A1 ) Sl ,E13 Do E

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak
hukum karena Allah, sebagai saksi yang adil. Janganlah
kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu
untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena itu
lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada

Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa
yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah [s]: 8)

‘0\

Ayat tentang larangan mencela, mengumpat,
mengumbar fitnah dan menghalangi perbuatan baik.

PEAIFAC RO AAE S et Wumﬁ@@

“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak
bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke
mari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi
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perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak
dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal
kejahatannya.” (QS. Al-Qalam [68]: 10-13).

Ayat tentang perilaku lemah-lembut.

tal 1012 18 - & of. S5t ey b % wt %
/:‘/,;"5)/.1;.1%.14 . °‘1//{/o// 11% asO
SEFN S bl O Dbl e B35 Ease 3B LAY

“Karena rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap
keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan
diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka,
dan mohonkanlah ampun untuk mereka, serta
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Maka apabila kamu telah membulatkan tekad,
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bertawakal.” (QS. Al-

‘Imran [3]: 159)

Ayat tentang bekerjasama dalam kebaikan.

o133ty S e 13518 Y5 el S e 15155

% s . L.z, &) sg

Claall agal A0) Of 240l 4515

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah

kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-
Nya.” (QS. Al-M@’idah [5]: 2)
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2.

390

Hadits Nabi ¢, antara lain;

a.

Hadits Nabi # tentang pertanggungjawaban pemimpin.
ST ASP Y\J@ﬁ\%&ﬂ\&;&é\&
(r.LMa\j)) //*/3:).6— )O/

“Diceritakan dari Ibnu Umar, dari Rasulullah
bersabda: “Ingatlah setiap kalian adalah pemimpin
dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban
atas yang dipimpin.” (HR. Muslim)

Hadits Hadits Nabi ¢ tentang perintah mengangkat
pemimpin.

(351> gl sl)). ””Hj,lf.bﬁ“gm)bcf\s

“Jika tiga orang keluar dalam sebuah perjalanan, maka
hendaklah mereka mengangkat salah satu di antara
mereka sebagai pemimpin.” (HR. Abu Daud)

Hadits Nabi <2 terkait ancaman bagi pemimpin yang
berkhianat kepada rakyat

Mt}éﬁz‘d (Moﬁsjnsw&;&‘ j:).;
(ol oly,) SN EE ¢ 5

“Siapa saja yang Allah memberikan kepadanya kekuasaan
untuk memimpin umat Islam, kemudian dia meninggal
dunia dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah
akan mengharamkan surga baginya.” (HR. Al-Bukhari)
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d. Hadits Nabi ¢ terkait pemimpin terbaik.

sl oL r»~’=~;~43 i sl = <

(a.e—’j«a-’u-’ Uﬁ (a_%.a.u\ ﬂ} c(i_}é;»,:.lé - /fj
(e ) 15 205505 s,

“Pemimpin terbalk kahan adalah yang kalian cintai
dan mereka mencintai kalian, kalian mendoakan
mereka dan mereka mendoakan kalian. Sedangkan
pemimpin-pemimpin terburuk kalian adalah yang
kalian benci dan mereka membenci kalian, kalian

melaknat mereka dan mereka melaknat kalian.” (HR.
Muslim)

e. Hadits Nabi &> terkait memilih pemimpin yang ideal.
Aels] (aS 1 JB el 5B & w\ Lanb 1366
(o) delad s alal i€ J) 5a¥1 iz 106
“Nabi < bersabda: “Apabila sudah hllang amanah maka
tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu bertanya:
“Bagaimana hilangnya amanat itu?” Nabi £ menjawab:
“lika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka
tunggulah terjadinya kiamat.” (HR. Al-Bukhari)

3. Kaidah Fikih

sl B3t el Je st s

Kebijakan imam/pemerintah bagl rakyat harus berdasar
maslahah,
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Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat
yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika
ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan,
maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.

o o - z - //a _
Pladl s e pae w13

Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih
kemaslahatan.

wolall P81 5L
Sarana (wasail) memiliki hukum yang sama dengan tujuan
(magqasid).

o8 J0 355 B2 Ayl g JeY
Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh) kecuali
ada dalil yang mengharamkannya.

4. Pendapat Para Ulama:

a. Dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, 1/3, dijelaskan bahwa
pemimpin harus menjaga agama dan mengelola

dunia.
ARV L [ CRE TS v
34

-

Kepemimpinan adalah sebagai pengganti tugas kenabian
dalam menjaga agama dan mengelola dunia.
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b. Dalam Al-Turuq al-Hukmiyah, hal. 13-14, dijelaskan
perihal hakikat politik.

G PEATCI S (IR ST w\&@;:\du
o iazs Jop el g8 5l o oa J) ot
-;?ﬂgdjﬂ?}%é?

Ibnu Agqil berkata; Politik adalah setiap perbuatan
yang bisa menghantarkan masyarakat pada kebaikan
dan menjauhkan dari kerusakan sekalipun hal tersebut
tidak ada dalam Hadits Nabi Muhammad 4 maupun
dalam Al-Quran.

c. Dalam Ihya Ulumiddin, 1/17, dijelaskan bahwa kekuasan
dan agama merupakan dua hal yang berkaitan.

s SELAG JoT 5306 sglalys 8 il
2Ky Se 2T 8] o y- Ylor Seso-ts] 7o kg -
Ja 3 LN G olBl, Y ki O

bl oG
Kekuasaan dan agama adalah dua hal yang berkaitan;
agama adalah pondasi sedangkan penguasa adalah
penjaganya. Sesuatu yang tidak ada pondasinya
maka akan runtuh. Sedangkan sesuatu yang tidak
ada penjaganya maka akan hilang. Tidak sempurna
kekuasaan dan kontrol kecuali dengan pemimpin dan

cara untuk menyelesaikan masalah hukum adalah
dengan pengetahuan agama.
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d. Dalam Syarah An-Nawawi ‘ala Muslim, 15/16, disebutkan

394

perihal sikap terhadap urusan syariat dan duniawi.

P
08 So-T (7

b et 155 35 8 BTEE G o5 g0
G AT 3l al e e 38 21080 J6

& RN AVER
Apabila aku memerintahkan urusan agama kepada
kalian, maka ambillah. Jika aku memerintahkan sesuatu
berdasar pendapatku, maka sesungguhnya aku
adalah manusia. Dalam Riwayat lain: “engkau lebih
mengetahui urusan duniamu. ulama berkata: sabda
Rasulullah & “min ra’yi (pendapatku)” maksudnya
adalah urusan dunia dan penghidupan dunia, bukan
masalah syariat.

Dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah li AI-Mawardi, 1/5
disebutkan persyaratan pemimpin.

3 wistaas e85l By A w\y\u\)
Sl J\ L;;;:;s\ fms S ad yd
ﬂ—lb - ‘ww‘}‘ i 208 (835 gy
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Adapun kriteria dalam imamah (kepemimpinan), syarat-
syarat yang harus diperhatikan di antaranya ada
tujuh: pertama: sifat adil dengan memenuhi syarat-
syaratnya yang menyeluruh. Kedua, ilmu yang
digunakan untuk berijtihad menyikapi kejadian-
kejadian dan masalah hukum. Ketiga: kesehatan panca
indera, termasuk pendengaran, penglihatan, dan lisan,
sehingga benar dalam menyikapi terhadap apa yang
ditemuinya. Keempat: Anggota fisik normal terbebas
dari segala kekurangan yang dapat menghambat
gerak cepat dan slow respon. Kelima: kecerdasan guna
mengatur kebijakan dan pengelolaan kepentingan
rakyat. Keenam: Keberanian dan pertolongan yang
mengarah pada perlindungan tanah air dan melawan
musuh. Ketujuh: nasab, yaitu dari keturunan Quraisy.

Dalam Mughni al-Muhtaj, 4/381, disebutkan perihal
kebolehan mengganti pemimpin.

25 Y (2 L 538 26 J32) () 3,4 G5)
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Dan diperbolehkan bagi imam (pemimpin) untuk
mencopot seorang hakim yang terlihat darinya adanya
cacat (kesalahan) yang tidak menyebabkan
pencopotannya secara otomatis. Dalam hal ini, cukup
dengan dugaan kuat, sebagaimana yang disebutkan
dalam Ashl al-Raudah dari al-Wasith, dan ditegaskan
dalam Syarh al-Saghir. Di antara tanda-tanda dugaan
tersebut adalah banyaknya keluhan yang diajukan
terhadap hakim tersebut. Bahkan, Ibn Abd as-Salam

mengatakan: Jika keluhan terhadapnya banyak, maka
wajib untuk mencopotnya.

Dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyah li Al-Mawardi, hal.
62, disebutkan perihal tugas kepala daerah.

£ s U e sl i g ddEn O

oss Je &) &S \mx,jsr,,b L;csjg\ ol
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Bab Ke-3 Tentang Pengangkatan Kepala Daerah.
Ketika seorang Khalifah mengangkat kepala daerah

atau kepala wilayah, maka tugas dan kewenangannya
ada dua; kewenangan umum dan khusus.
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5. Regulasi seputar pemilihan pemimpin

a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang
Pilkada pasal 54C
1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan
dalam hal memenuhi kondisi:

a.

Setelah dilakukan penundaan dan sampai
dengan berakhirnya masa perpanjangan
pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu)
pasangan calon yang mendaftar dan
berdasarkan hasil penelitian pasangan calon
tersebut dinyatakan memenubhi syarat;
Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon
yang mendaftar dan berdasarkan hasil
penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan
calon yang dinyatakan memenuhi syarat
dan setelah dilakukan penundaan sampai
dengan berakhirnya masa pembukaan kembali
pendaftaran tidak terdapat pasangan calon
yang mendaftar atau pasangan calon yang
mendaftar berdasarkan hasil penelitian
dinyatakan tidak memenuhi syarat yang
mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu)
pasangan calon;

Sejak penetapan pasangan calon sampai
dengan saat dimulainya masa kampanye
terdapat pasangan calon yang berhalangan
tetap, partai politik atau gabungan partai
politik tidak mengusulkan calon/pasangan
calon pengganti atau calon/pasangan calon
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3)

pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak
memenuhi syarat yang mengakibatkan
hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
Sejak dimulainya masa kampanye sampai
dengan hari pemungutan suara terdapat
pasangan calon yang berhalangan tetap,
partai politik atau gabungan partai politik
tidak mengusulkan calon/pasangan calon
pengganti atau calon/pasangan calon
pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak
memenuhi syarat yang mengakibatkan
hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
Terdapat pasangan calon yang dikenakan
sanksi  pembatalan  sebagai  peserta
pemilihan yang mengakibatkan hanya
terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan
dengan menggunakan surat suara yang memuat
2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom
yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu)
kolom kosong yang tidak bergambar.
Pemberian suara dilakukan dengan cara
mencoblos.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Pilkada Pasal 54D

1)

KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota
menetapkan pasangan calon terpilih pada
pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana
dimaksud dalam pasal 54C, jika mendapatkan
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2)

3)

4)

suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari
suara sah.

Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan
calon yang kalah dalam pemilihan boleh
mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.
Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), diulang kembali pada tahun
berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan
jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang
undangan.

Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih
terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), pemerintah menugaskan
penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat
walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara Pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur
dengan peraturan KPU.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Pasal 3 Ayat (1) Pemilihan dilaksanakan setiap 5
(lima) tahun sekali secara serentak di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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1. KH. Zahro Wardi
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PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR 11

Sekretaris

KH. Sholihin Hasan, M.H.I KH<ATi Maghfur Syadzili

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
tua Umum,

KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah;
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KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA

TIMUR 11
Nomor o4/Ijtima’ Ulama/MUI Jatim/IX/2024
Tentang

PEMBEKUAN EMBRIO, SPERMATOZO DAN OVUM

e ) V.

A. Pokok Pikiran

1.

Pernikahan adalah hal sangat sakral dalam Islam sehingga
diungkapkan dengan kalimat mitsagan ghalidhan, yang
salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah menjaga
keturunan.

Pada hakikatnya manusia terbentuk dari pembuahan
spermatozoa (sperma) terhadap sel telur (ovum), sehingga
menjadi janin. Sementara mempertemukan spermatozoa
dengan ovum pada pasangan suami isteri yang sah
hukumnya adalah mubah (boleh).

Pembekuan embrio atau dikenal sebagai kriopreservasi
embrio adalah teknik medis mempertahankan embrio
dalam suhu rendah untuk digunakan di masa depan.
Setelah embrio dibuat melalui fertilisasi in vitro, embrio
tersebut dapat disimpan dalam suhu rendah pada -196
derajat Celcius menggunakan nitrogen cair.
(https://www.morulaivf.co.id/id/layanan/pembekuan-
embrio/)
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4. Spermatozoa dan ovum yang diambil, lalu dipertemukan
pada selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya
adalah haram, karena sama dengan zina yakni pertemuan
antara sperma dan ovum tanpa adanya pernikahan yang
sah.

5. Mengambil spermatozoa dan ovum melalui cara yang
dilarang oleh Syariat adalah tidak boleh, dan apabila melalui
cara yang dilegalkan oleh Syariat maka diperbolehkan.

6. Proses embrio boleh dilakukan dengan syarat (a)
spermatozoa dan ovum berasal dari pasangan suami istri
yang sah, (b) embrio tidak dititipkan pada rahim istri atau
wanita yang bukan pemilik ovum, (c) proses mengeluarkan
dan memasukkan sperma melalui cara muhtaram (cara
yang sesuai ketentuan). Maksud dari mengeluarkan sperma
dengan cara muhtaram adalah dengan berhubungan intim
suami isteri, melalui anggota tubuh istri atau mimpi basah.
Sedangkan maksud dari memasukkan sperma dengan
cara muhtaram adalah dengan berhubungan intim suami
isteri, menggunakan tangan istri, atau menggunakan cara
medis dengan mekanisme yang diperbolehkan oleh Syara’.
Di antaranya, dokter yang melakukan adalah perempuan
yang kompeten.

7. Embrio, spermatozoa dan ovum dari pasangan suami-
isteri dengan menitipkan pada rahim isteri yang lain
(misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama)
hukumnya haram, sebab hal ini akan menimbulkan
masalah yang rumit kaitannya dengan masalah warisan
(khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang
mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian
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10.

11.

melahirkannya, atau sebaliknya).

Sperma yang dibekukan dari suami yang masih hidup
kemudian dimasukkan pada rahim isteri setelah suami
meninggal dunia hukumnya adalah haram, sebab hal ini
akan menimbulkan masalah yang rumit, baik kaitannya
dengan penentuan nasab maupun dengan hak waris.
Memusnahkan embrio (sel) yang dibekukan, sementara
secara medis embrio masih sehat dan bisa tumbubh,
hukumnya adalah boleh, karena tidak terbuahi di dalam
rahim dan masih berbentuk nuthfah (sperma). Bahkan
apabila pemilik sperma telah meninggal dunia maka
wajib dimusnahkan.

Apabila pemusnahan tersebut setelah menetap di rahim
dan berbentuk segumpal darah atau segumpal daging
(usia kandungan minimal 40 hari), maka hukumnya
adalah haram.

Hukum mengambil spermatozoa dan ovum dengan tujuan
menyeleksi kualitas yang tinggi untuk dipilih sebagai
janin adalah boleh, jika dari pasangan suami isteri yang
sah dan dipertemukan saat suami isteri masih hidup.

Rekomendasi

Meminta kepada masyarakat untuk memperhatikan
ketentuan Syariah sebelum melakukan hal-hal yang
terkait dengan pembekuan embrio, sperma, ovum dan
lain-lain.

Meminta kepada para dokter ahli kandungan untuk
selektif dalam melakukan tindakan yang terkait dengan
pembekuan embrio, sperma dan ovum serta lainnya agar
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tidak bertentangan dengan ketentuan Syariah.

Dasar Hukum

1. Ayat-ayat al-Qur’an, antara lain:

404

a.

Ayat tentang hikmah penciptaan pasangan.

\g:j\\j&.mu\b\ uﬁrs;jdl;[)mu
,gm,rjﬂu\,m\ssw\wjgsy’

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah
Ia menciptakan pasangan bagi kalian dari diri kalian
agar kalian menjadi tenteram dan menjadikan cinta
kasih di antara kalian. Sesunguhnya yang demikian
adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS.
Ar-Rum [30]: 21)

Ayat tentang Allah menciptakan manusia dan
keturunannya

m\) Ge pémils il 225 L8 gy
;Js\\\ \.«A)\J‘-«f&\})\a@.ﬂ w// //6/ ,o dl:-j
\.MB/ {;}3:.\3— /K@\ Q\ rB-JY\) MQ};\.;.S LSAS\

“Wahai para manusia, bertagwalah pada Tuhan kalian
yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa; dan Ia
menciptakan pasangan darinya; dan melanjutkan dari
keduanya, para lelaki dan para wanita yang banyak.
Dan bertaqwalah kalian kepada Allah yang kalian saling
meminta satu sama lain; dan (peliharalah) hubungan
sillaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
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mengawasi kalian.” (QS. An-Nisa [4]: 1)

Ayat terkait pinciptaan manusia dari sperma dan ovum.
o - @ P NP RPN SR s (<

R é};‘; ‘é’jb g-\.ﬁ o2 é,;\.?- Céé.‘i- f’f QL«J&\J\M
z $ 4 o

“Maka hendaklah manusia memperhatikan dari
apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang
dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi

laki-laki dan tulang dada perempuan.” (QS. Ath-
Thariq [86]: 5-7)

Ayat terkait kemuliaan manusia.

- 95»../,, w8 o1tz ~- 1°5’ °zY.
.‘ / awwﬁs&a)) :Iijds\

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu

Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut,

dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan

Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang
Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

(QS. Al-Isra [17]: 70)
Ayat terkait larangan zina.

Mol 5125 £2216 58 &) 5311355 Y5
“Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya
zina adalah perbuatan tercela dan jalan yang terburuk.”

(QS. Al-Isra [17]: 32)
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2.
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Ayat tentang perintah menjaga kemaluan.
/ 0 S~ S zo~ _ o 2 s~ °
r_@p-jjs\jb.aé-jr.b)\.aa\ erﬁy
C) Sz0 - / f‘ < /w \ u r@j 5)

“Katakanlah pada orang-orang yang beriman:
“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan
memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci
bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
apa yang mereka perbuat.” (QS. An-Nur [24]: 30)

Hadits Nabi 4, antara lain;

a.

Hadits Nabi # tentang anak dinisbatkan kepada
orang tuanya

@w\ 15) -jé.é\ e
“Diceritakan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah &

bersabda: “Anak adalah bagi pemilik kasur; dan bagi
pezina harus dihukum rajam”. (HR. Al-Bukhari)

Hadits Hadits Nabl ¢ tentang memperbanyak keturunan
S e 2 10 8 e i 5 6
(g o 2 ’w sl 5

“Rasulullah ¢2: bersabda: “Menikahlah dan berketurunanlah
kalian. Aku akan mengalahkan umat yang lain dengan
kalian pada hari kiamat”. (HR. Abdurrazzaq dan Al-
Baihagqi)
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Hadits Nabi tentang rizqi telah ditentukan Allah.
19): 0550 4 0 050 e du,\w\wi@::\;&
L&;\;; 51 oy \@&/ e 36 (o> (3 ARl a5

’“ ujj\&:i.; Ls.a\r\;jc e JLZS@U.J\

«@jﬁhw”’ 8 by 0id3, U3 Al i =
ol 4B el A gl i Zig;

() pdadl ol ) AEmu) (g l0 ;s qu\ g;.s:,f 33
“Diceritakan dari Hudzaifah bin Asid, ia berkata: “Saya
mendengar Rasulullah #: bersabda: “Ketika sperma
berada di rahim selama 40 hari, Malaikat mendatanginya,
lalu Malaikat itu bertanya: “Wahai Tuhan, laki-laki
atau wanita?” Lantas Allah menyampaikan dan Malaikat
tersebut mencatatnya. Malaikat itu bertanya lagi:
Wahai Tuhan, bagaimana rizqi dan umurnya?” Kemudian
Allah menyampaikan dan Malaikat tersebut mencatatnya.
Malaikat itu bertanya lagi: “Wahai Tuhan, apakah ia
celaka atau selamat?” Allah menyampaikan dan
Malaikat tersebut mencatatnya. Setelah itu Malaikat
terssbut menutup catatannya.” (HR. Ath-Thabrani)

Hadits Nabi ¢ terkait larangan manaruh sperma di
rahim wanita yang tidak halal.
&p&\ 2K J6 gs)\.\aﬁ\ <o 9”@'333 BE

¥ U8 ot s A8 G0 2281 e 125 0

— -
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5 56 il O 2 el e (s 2y U4

(J.?\ O\))) 'Ejijc
“Diceritakan dari Ruwaifi’ bin Tsabit Al-Anshari, ia
berkata: “Saya bersama Nabi ¢ saat perang Hunain,
lalu beliau berdiri di hadapan kami memberikan
khutbah, lalu beliau bersabda : “Barangsiapa beriman
kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali

menyiram air (maninya) pada lahan tanaman
(rahim) orang lain.” (HR. Ahmad)

e. Hadits Nabi « terkait larangan membahayakan diri
sendiri dan juga orang lain.

SSRGSV E RN

(L}‘J\B\) C‘JJ\.A) Ju?'\j 6\9-\.4 L)"‘ ab))
“Diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah
& bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri

dan juga orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad,
Malik dan al-Thabrani)

3. Kaidah Fikih:
Jig 35
Bahaya harus dihilangkan.
SRl 38 53 5750
Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

o ] - z - //o _
Pladl s e pa%s w133
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Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih
kemaslahatan.

RJEE I O IV B SN RN (PR AN
Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh) kecuali
ada dalil yang mengharamkannya.

Sy s o \J‘Co\)\;ww-‘
Suatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana tanpa suatu
hal, maka hal tersebut menjadi wajib.

J.;QJ\ thm\i\ ¢ J.@\J\

Hukum asal dari budhu’ (vagina) adalah haram”

Pendapat Para Ulama:

a. Dalam Al-Figh al-Islami wa adillatuh, 4/198 disebutkan
hukum inseminasi buatan.

2 03515 o) Cé:j\ j\;j;;\ S sl Al
J“u)ﬁ;w‘ 5wyl (a9 5 OF 36
u\) LSMA.\ Ju::xz\uﬁ 5 ’tujc;;)\w ENtIRE
ba e dle 7155y ¢°w‘&w‘d$39@6€5‘
M‘o\f\ =5 3% ;u;w,»@\\,)\ o Y
@uv\@:mu\:;u\&;axmizj s\
u‘j»i;buu‘ \Jécﬂ'w )\-@“)

Inseminasi buatan adalah memasukkan sperma pada
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rahim wanita dengan tanpa persetubuhan. Jika sperma
itu dari seorang lelaki pada isterinya maka boleh secara
Syara’, karena tidak ada larangan. Bahkan terkadang
sunnah jika terdapat halangan secara Syara’ bertemu
secara langsung. Namun jika sperma seorang lelaki
pada wanita yang tidak ada pernikahan pada keduanya
maka hukumnya haram, karena semakna dengan
zina, yaitu memasukkan sperma seorang lelaki pada
rahim wanita yang tidak ada pernikahan. Perbuatan
ini tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan hanya
berlaku pada inseminasi tumbuhan atau hewan.

Dalam al-Syarwani, 8/231 disebutkan perihal
mengeluarkan dan memasukkan sperma secara
muhtaram.

PR PN TR IR NPT
dbjdby\dbuﬁujéﬁu\ﬁyjéxﬁ\:)@

5l oy 505 Sl olssYl 52 Eayald) §5 Yyl
HUES NP BRSSP SRS R

/(/E 53 f/aq Y //f; az seTc 0043 \rrg_ 2 G4 //‘.‘E
&G = 4am) ?‘fj JJ‘)\ )\ HIERTME \.@.?)J’) o ¢ d}\

SN AESL 588 G dads ey
Pernyataan dalam al-Mughni adalah sperma harus
muhtaram saat mengeluarkan dan memasukkan. Al-
Mawardi mengutip dari para ashab bahwa syarat
kewajiban iddah sebab memasukkan adalah ketika

mengeluarkan sperma dan memasukkannya secara
bersamaan dalam pernikahan. Jadi, jika seorang pria
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melakukan ejakulasi terlebih dahulu, lalu menikahi
seorang wanita lalu wanita itu memasukkannya,
atau jika pria itu ejakulasi saat wanita tersebut masih
menjadi istrinya, lalu menceraikannya ba’in dan
wanita tersebut memasukkan sperma pria itu, maka
iddah tidak diwajibkan dan anak tidak akan dianggap
sebagai anak dari pernikahan tersebut.

Dalam Nihayah al-Muhtaj, 39/412 disebutkan perihal
nasab anak.

21 e VS a3 205 350 B g a5
3 ) L8 S8 805 02 0 ST 1Y 5
’f”\f\;a\js cﬁéﬂ\d}iﬁm&)ﬁiﬁj

z z

i@l 4 5 2 ot e e dae
S0 ) 2 Y5 o s 55 = &ALl

Jika seorang wanita memasukkan sperma muhtaram
sayyid setelah ia meninggal maka hal itu tidak
menjadikan wanita itu Ummul Walad, karena wanita
itu sudah dimiliki oleh sayyid saat wanita itu terbuahi,
meskipun nasab si anak dan keturunannya bisa
mewarisinya karena sperma itu muhtaram. Jika wanita
itu mengeluarkan sequmpal daging atau darah, lalu ada
wanita lain yang memasukkannya ke rahim, kemudian
embrio itu hidup sampai dilahirkan oleh wanita itu
maka anak itu bukanlah anak dari wanita kedua.
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Dalam Bugyah al-Mustarsyidin, hal. 522 disebutkan
perihal larangan menggugurkan janin.

w2 G o\ ianll Jas pud) LEL) 3 CoX o34
3 S i o 35 3 feat 5l e 5o o

.Cn_,l'/eg ‘ :\;./: léj;:-g() r) J\.{S} cw:” 2]
Dilarang menyebabkan gugurnya janin setelah janin
tersebut telah menetap di rahim, yakni setelah menjadi
segumpal darah (alaqah) atau daging (mudghah),
meskipun sebelum ruh ditiupkan, sebagaimana

disebutkan dalam al-Tuhfah. Sedangkan menurut Ar-
Ramli tidak dilarang kecuali setelah ruh ditiupkan.

Dalam I'anah al-Thalibin, 4/130 disebutkan perihal
mengeluarkan sperma di luar rahim.

5~/5 ?E /5f°/ . .c R ?’ f/c ? . o7 3 :’ ’/
‘.g")\ AL Wi A 508 J3all Sl ade S s
47 ’;‘/a)/ *511 o e .fz/ z . % o
Q> S5 SN 2ol o5 o) (3 ) lhan
2 - 4 o~ 270 }o/ _ /f/-a
36 5 W I 31501 (B 458) . oL
o d L7~ /:///if‘;ﬁo/ii//o ’}i/
Dan tidak diragukan bahwa kebolehan *azl (pengeluaran
sperma di luar rahim) karena jelasnya perbedaan di
antara keduanya, dalam artian bahwa mani saat

dikeluarkan adalah materi mati yang tidak siap untuk
kehidupan dalam bentuk apa pun, berbeda dengan
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sperma yang telah menetap dalam rahim dan mulai
mengalami proses perkembangan. Hal ini dapat
diketahui dari tanda-tanda yang ada. ... Maksud dari
istilah muthlaq di sini dan dalam yang akan datang
adalah mencakup al-‘alagah (sequmpal darah), al-
mudghah (sequmpal daging), dan keadaan setelah
ruh ditiupkan

Dalam Syarh Mukhtasar Khalil, 1/9o dijelaskan perihal
larangan menggugurkan kandungan.

:}f‘/:!ejéuj}:eiu //ezb\go/jlj‘});:yz()“;f:
. o%8 To% 0. ~(17 Jo. gy 2 25 N (R & f
Geady ) I3 5 85 o 550 552 Y1385 o)
(525 Ol 4aald G OB e J3 55 55
G 2l gl g8 EAN S8 el SIS £ 53)
0% « - B .- {E N EARND - Lo £8 Tox s 57
GLJL},W“-’*:’.O\ J—@ﬁmf- 3!) uﬁae)m&ﬁ)jé
7 AB LS JE G L H1 Y5 sl
Peringatan: tidak diperbolehkan bagi seorang wanita
melakukan tindakan yang menyebabkan keguguran
janin yang ada di dalam rahimnya, dan demikian pula
tidak diperbolehkan bagi suami untuk melakukan
tindakan tersebut, bahkan sebelum usia empat puluh
hari. Ada pendapat yang menyatakan makruh bagi
wanita minum obat yang dapat menyebabkan keguguran
sebelum usia empat puluh hari, jika suami setuju
dengan hal tersebut. Dan yang disebutkan oleh Asy-

Syeikh dari Abu al-Hasan bahwa diperbolehkan sebelum
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usia empat puluh hari. Dan tidak diperbolehkan bagi
seorang pria melakukan hal yang menyebabkan
terhentinya sperma dan juga tidak boleh menggunakan
sesuatu yang dapat mengurangi keturunannya. Ini
adalah pendapat dari Al-Hammam.

g. Keputusan Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II
Tahun 2006 Tentang Transfer Embrio Ke Rahim
Titipan

Tim Perumus Komisi A:

1. KH. Zahro Wardi
2. KH. Ali Maghfur Syadzili
3. K. Fathul Qodir, MHI

Ditetapkan di: Gresik

Pada tanggal: 25 Rabiul Awal 1446 H
29 September 2024

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR 11

Ketua, Sekretaris

KH. Sholihin Hasan, M.H.I KH<Ali Maghfur Syadzili
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KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA
TIMUR 11
Nomor: 5/Ijtima’ Ulama/MUI Jatim/IX/2024
Tentang
BADAL HAJI UNTUK BEBERAPA ORANG DALAM SATU
MUSIM

L ,)’f\ M \ E
PSS
A. Diskripsi Masalah

Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat ketika musim
haji tiba banyak orang yang mewakilkan haji pada orang lain
atau KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) atas keluarga
mereka yang telah meninggal dunia. Praktek semacam ini
biasa disebut dengan badal haji.

Di Masyarakat cukup banyak pihak yang menawarkan
jasa badal haji, mengingat banyaknya permintaan dan imbalan
yang didapat. Walaupun demikian, ada sebagian oknum yang
melihat fenomena badal haji ini bukan sebagai sarana untuk
membantu orang lain dalam melaksanakan haji, tapi murni
sebagai lahan bisnis.

Badal haji yang biasanya hanya diniatkan untuk satu orang
dalam satu musim, dimodifikasi sedemikian rupa hingga bisa
diniatkan untuk beberapa orang, agar pemasukan yang didapat
menjadi berlipat-lipat.

Praktek badal haji di lapangan bisa beraneka ragam; ada
yang dilakukan dengan cara melaksanakan masing-masing
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rukun dan kewajiban haji satu persatu sesuai dengan jumlah

orang yang dibadali. Ada pula yang saat niat ihram digabung

untuk beberapa orang, sehingga setiap rukun dan kewajiban

haji hanya dilakukan sekali saja dengan diniatkan untuk

beberapa orang. Bahkan ada sebagian yang mengklaim bisa

keluar masuk Arofah hanya untuk mengganti niat badal haji

orang yang dibadali, sehingga ada anggapan bahwa dengan

cara seperti itu, badal haji untuk beberapa orang menjadi

sah, karena masing-masing orang yang diniatkan telah

dibadali wukuf Arofahnya satu persatu.

B.

Rumusan Masalah

Bagaimana hukum dan ketentuan badal haji?
Bagaimana hukum badal haji oleh satu orang untuk
beberapa orang dengan satu niat dalam pelaksanaan
rukun dan wajib haji?

Bagaimana hukum badal haji oleh satu orang untuk
beberapa orang namun setiap pelaksanaan rukun dan
wajib haji dilakukan satu persatu sesuai dengan jumlah
orang yang dibadali, namun untuk wukuf Arafah diniati
untuk beberapa orang yang dibadali?

Bagaimana hukum badal haji oleh satu orang untuk
beberapa orang namun setiap pelaksanaan rukun dan
wajib haji dilakukan satu persatu sesuai dengan jumlah
orang yang dibadali, sedangkan untuk wukuf Arafah
dilakukan berulang-ulang keluar masuk batas Arafah
sesuai jumlah orang yang dibadali?

Bagaimana upah yang telah dibayarkan kepada orang
yang membadali jika badal hajinya tidak sah?
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Ketentuan Hukum

Badal haji bisa dilakukan hanya untuk mewakili pelaksanaan
haji satu orang dalam satu prosesi ibadah haji dengan
ketentuan; Pertama, orang yang mewakili sudah
melaksanakan ibadah haji. Kedua, orang yang diwakili
sudah meninggal atau dalam kondisi sakit yang tidak
memungkinkan melaksanakan haji dan tidak dapat sembuh.
Badal haji yang diniatkan untuk beberapa orang dihukumi
sah sebagai haji sunnah bagi orang yang melaksanakan
ibadah haji (orang yang membadali) dan tidak sah atas
nama satu pun orang yang dibadali.

Badal haji untuk beberapa orang dengan cara setiap
pelaksanaan rukun dan wajib haji dilakukan satu persatu
sesuai dengan jumlah orang yang dibadali, sedangkan
untuk wukuf Arafah diniati untuk beberapa orang yang
dibadali adalah tidah sah.

Badal haji untuk beberapa orang dengan cara setiap
pelaksanaan rukun dan wajib haji dilakukan satu persatu
sesuai dengan jumlah orang yang dibadali dan untuk
wukuf Arafah dilakukan berulang-ulang keluar masuk
batas Arafah sesuai jumlah orang yang dibadali adalah
tidak sah, bahkan justru mengganggu ketertiban umum
dalam pelaksanaan ibadah haji.

Ketika ibadah haji diniatkan untuk orang banyak, maka
keseluruhan upah atas jasa badal haji wajib dikembalikan
pada setiap orang, karena haji yang dilaksanakan tidak
sah atas semuanya.
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D. Rekomendasi

1.

Menghimbau kepada masyarakat untuk selektif dan
hati-hati dalam merealisasikan badal haji agar tujuan
dasar badal haji tercapai secara maksimal.

Lembaga yang mengelola badal haji agar mengedepankan
sifat amanah dan melakukan prosesi badal haji sesuai
aturan Syariat Islam.

Kementrian Agama Republik Indonesia khususnya Ditjen
Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) agar turut serta
memantau dan melakukan langkah-langkah pro aktif
untuk memastikan standarisasi pelaksanaan badal haji,
mulai dari kelayakan orang yang menjadi pengganti
hingga pelaksanaan di Arafah, Muzdalifah, Mina dan juga
pembayaran dam. Bahkan bila diperlukan membentuk
organ khusus yang mengelola aktifitas badal haji.

Dasar Hukum
Ayat-ayat al-Qur’an, antara lain:
a. Ayat tentang kewajiban haji bagi orang yang mampu.
LA\QK /3:),2)‘ fﬁf\r&éﬁ@\@
) o Ls; o
“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya)
magam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah)

amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia
terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke
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2.
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Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu melakukan
perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban)

haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak
memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” (QS. Ali

Imran [3]: 97)

Ayat tentang keharusan menyempurnakan haji dan
umrah.

5528315 A 1,30
“‘Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.”
(QS. Al-Baqgarah [2]:196)

Ayat terkait larangan makan harta orang lain dengan
cara yang batil.

N bl e el IS Y LT gl

w=le 215 8 B 8525 O
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’ [4]:

29)

Hadits Nabi, antara lain;

Hadits Nabi ¢ tentang haji sebagai salah satu rukun
Islam.

u»f:i\ sLANS 4,25 by ub‘u@&?lﬁ‘&
()l o) ol 555 1 21305 ol ol
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“Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada
tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya,
mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan
Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu.”
(HR. Al-Bukhari).

Hadits Nabi ¢ tentang amal tergantung niatnya.
5 e 106 20 J6 @ QU 53 2R o2
g, J&é W ol Jue Vi) <0, g o

(olsdlely,) 5
“Diceritakan dari Umar bin Khattab berkata: “Aku
mendengar Rasulullah £ bersabda: “Sesungguhnya
keabsahan amal perbuatan hanya dengan niat,

sesungguhnya bagi seseorang apa yang ia niatikan.”
(HR. Al-Bukhari).

Hadits Nabi ¢ tentang kebolehan badal haji atas
orang yang sakit.

e?&i;ziéi\gwc;gamw;&;\w” 5
556 ede ZUT A Je e YIRS Bk
(ake Gazs)

“Wahai Rasulullah, sungguh kewajiban haji berlaku
atas hamba-hamba Allah. Saya menjumpai bapak saya
telah tua dan tidak mampu duduk di atas kendaraan.
Apakah saya mengerjakan haji atas namanya?”
Rasulullah menjawab: “Ya”. (Muttafaq ‘alaih).
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d. Hadits Nabi ¢ tentang kebolehan badal haji atas

422

orang yang meninggal.
Je $Eizs Slnedas f a8 0 )y ke
e 555 i3 a5 108 L3665 B
Sk p50 e OF &) el 0,55 6 206 Gl

(er slyy) G2 S5 060G 2206

\

e\
—r\

v\

L
“Diceritakan dari Abdullah bin Buraidah, dia berkata,
ketika kami duduk di sisi Rasulullah 2, tiba-tiba ada
seorang wanita datang dan berkata: “Sesungguhnya saya
bersedekah budak untuk ibuku yang telah meninggal.”
Beliau bersabda, “Anda mendapatkan pahalanya dan
dikembalikan kepada anda warisannya.” Dia bertanya:
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya beliau mempunyai
(tanggungngan) puasa sebulan, apakah saya puasakan
untuknya?” Beliau menjawab: “Puasakan untuknya.”
Dia bertanya lagi: “Sesungguhnya beliau belum pernah
haji sama sekali, apakah (boleh) saya hajikan untuknya?”
Beliau menjawab: “Hajikan untuknya.” (HR. Muslim)

Hadits Nabi 4 tentang orang yang akan melakukan
badal haji harus pernah melakukan haji.

PPN AR I VIR I P -?E <. _
&é&idﬁ;)&)@w%@\u\uﬁuw\f
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(351> gl 0ls) i:sj:@; R é;-
“Diceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi +£: mendengar
seorang laki-laki berkata: “labbaika ‘an Syubramah”.
Nabi £: bersabda: “Siapa Syubramah?”. Laki-laki tersebut
menjawab: “saudaraku -atau kerabatku-". Nabi bertanya:
“apakah kau sudah haji untuk dirimu?”. Ia menjawab:
“tidak”. Nabi bersabda: “hgjilah untuk dirimu lalu
hajilah untuk Syubramah.” (HR. Abu Daud)

Hadits Nabi 4 tentang larangan mengambil harta

orang lain kecuali dengan kerelaan.

(3513 321 o13) A o il W it 30 06 J£ Y

“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali
dengan kerelaan dirinya.” (HR. Abu Daud)

Kaidah Fikih:

$ 1Nl i 53kl g L))

Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif dan

ittiba’ (mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi.

\.AMLE.;“’Y\

Segala sesuatu tergantung pada niatnya.

8 a

Aladl s Je s il o3

MUI Jawa Timur 423



Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih
kemaslahatan.

el Bya gedl e ol s

Kebijakan imam/pemerlntah atas rakyat harus berdasar
maslahat.

4. Pendapat Para Ulama:

424

a.

Dalam Syarh an-Nawawi ‘ala al-Muslim, 8/27, disebutkan
perihal kebolehan badal haji.

2 e 2 s Cj" 35 & e pcdss
M;\M\; ~L;60u1\)x1&\3‘43;35ﬁw3§1;5\
LL u@\uﬁrj@j\dwbb\ﬂ J@m\.d\ Lg\

‘u.»‘ﬁexa\ il 3 Al e b 38 G oD it &
fq;;eua O (J.“..a C\pw\ w L; va_ésuj

Pendapat mayoritas ulama’ bahwa menggantikan
pelaksanaan haji boleh bagi orang yang sudah
meninggal dan orang tidak mampu (sakit) yang tidak
diharapkan lagi kesembuhannya. Qadli Tyadh memberikan
alasan berkaitan perbedaan pendapatnya dengan mazhab
mayoritas (Malikiyah) pada hadits ini yang menjelaskan
tentang puasa dan haji sebagai ganti dari mayit bahwa
status hadits tersebut dianggap mudltharib. Alasan
ini merupakan hal yang batil, cukup menjadi bukti
keabsahan hadis ini yaitu Imam Muslim menjadikan
hadits ini sebagai hujah dalam kitab shahihnya.
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b. Dalam al-Majmii' Syarh al-Muhadzdzab, 7/138, disebutkan
perihal ketidakabsahan badal haji atas dua orang.

Ga e 7 uu@&'“’ C4 AR Tt J6
%\JB-Y\ QY ke 19 daals Yj @355 dndE) 45 5a) 3523
il 5 A 5 Jif whdal 55 B o2 dai

L -0

O\J@&iiﬁb}\m\wwu;)u»\u;

o~ -~

RN v@uﬁdj‘ﬁwﬁ\iw‘u‘rbﬂ‘

A 2y s 4 L S PEEAPWE
MR A

Para murid Imam Syafi'i berkata: Jika dua orang
menyewa seseorang untuk melakukan haji atas nama
mereka berdua, lalu orang tersebut melakukan ithram
atas nama keduanya sekaligus, maka ihramnya akan
dianggap sebagai ihram sunnah untuk dirinya
sendiri, tidak sah untuk salah satu dari kedua orang
tersebut. Sebab, ihram tidak bisa dilakukan atas
nama dua orang sekaligus, dan tidak ada satupun
dari mereka yang lebih berhak atas yang lainnya. Jika
orang tersebut melakukan thram atas nama salah
satu dari keduanya dan dirinya sendiri sekaligus,
maka ithramnya akan dianggap sebagai ihram untuk
dirinya sendiri. Sebab, ihram atas nama dua orang

tidak diperbolehkan, dan ia lebih berhak daripada
orang lain, sehingga dengan demikian ihramnya hanya
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dianggap untuk dirinya sendiri. Hal ini dinyatakan
oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, dan diikuti

oleh Syaikh Abu Hamid, Qadhi Abu Thayyib, dan
para ulama lainnya.

Dalam al-Muhadzab, 1/367, dan Al-Asybah wa an-
Naza'ir, hal. 23, disebutkan perihal ketidakabsahan
haji lebih dari sekali dalam satu musim.

-0~

dwdgséwzé;éfjﬁggggg;@éeﬁ;

iV azd sl Semo M5 519 a3 JUS
Tidak sah dalam satu musim melaksanakan lebih dari
satu pelaksanaan haji, sebab waktu pelaksanaan haji
akan habis untuk melaksanakan prosesi ibadah satu

haji, maka dianggap tidak mungkin melaksanakan
haji yang lain.

3 ORS £ 55 5t Jb 1 B G5 2L )
uﬁw}g&g\@c )ii;i:\ \J\dbu\s)r
rﬁ%cujb)d&)dﬂw\wméxi:\
\)5\.9“w\asj}“c;‘)bjcél};;a\ybjzj&uﬁ
(S AUty e waxS Y 2 Gy ol )
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(Catatan): Hal yang mirip dengan apa yang dikatakan
bahwa: "Apakah mungkin terjadi dua kali haji dalam
satu tahun?" Al-Isnawi berkata bahwa hal itu tercegah.
Apa yang dikatakan dalam cara tertentu, yaitu setelah
tengah malam seseorang melaksanakan lempar jumrah,
mencukur (rambut), dan melakukan thawaf, lalu dia
berihram kembali dari Mekkah, kemudian kembali ke
Arafah sebelum fajar, praktek demikian ditolak dengan
alasan bahwa mereka berkata: "Orang yang tinggal di
Mina untuk melempar jumrah, umrahnya tidak sah
karena dia sibuk dengan lempar jumrah.” Sementara
itu, orang yang melaksanakan haji masih memiliki
kewajiban melempar jumrah pada hari-hari di Mina. Dia
berkata: "Dan beberapa ulama, termasuk Al-Mawardi,
telah menyatakan bahwa tidak mungkin terjadi dua
kali haji dalam satu tahun, demikian pula Abu At-
Tayyib yang mengutip adanya ijma’ (kesepakatan
ulama) mengenai hal ini."

Dalam Al-Figh al-Islami wa Adilatuh, 3/2114, disebutkan
perihal pengembalian upah

A 55 A Lgie bk:éfc@»wu AR
ALl (e 3230 0 W AR g el f s
W s &Lé)rb@iy\u@»\jj’{:v
B 55 W (ks e s °”;ucuﬁy

\.;:\jc &Mﬁ@u\yy\dy C\.;\u.c
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Jika ada dua orang yang memerintahkannya untuk
berhaji atas nama mereka berdua, dan dia berniat
ihram untuk keduanya sekaligus, maka ini adalah
tindakan yang tidak sesuai. Haji yang dilakukannya sah
atas nama dirinya sendiri, dan dia harus mengganti
biaya kepada keduanya (mengembalikan biayanya)
jika dia mengeluarkan biaya dari uang mereka. karena
masing-masing dari keduanya memerintahkannya
untuk melakukan haji yang sempurna, namun dia tidak
melakukannya sesuai perintah mereka, sehingga dia
melanggar perintah mereka, maka hajinya tidak dianggap
sah untuk keduanya, dan dia harus mengganti biaya
kepada keduanya. Haji tersebut jatuh untuk dirinya
sendiri, karena pada dasarnya setiap tindakan dianggap
atas nama pelakunya, dan hanya bisa jatuh untuk
orang lain jika dia menjadikannya demikian. Jika dia
melanggar, maka tidak bisa jatuh untuk orang lain,
sehingga tindakannya tetap untuk dirinya sendiri.

Tim Perumus Komisi B:
Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag
KH. Ali Zainal Abidin

Prof. Dr. KH. Mujab

Dr. KH. Syamsuddin, M.Ag

AW N E

Ditetapkan di: Gresik
Pada tanggal: 25 Rabiul Awal 1446 H
29 September 2024
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KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA
TIMUR 11
Nomor: 6/Ijtima’ Ulama/MUI Jatim/IX/2024
Tentang
HUKUM PERLOMBAAN DAN JALAN SANTAI
BERBAYAR

> o IBE b >
A
A. Diskripsi Masalah

Ragam perlombaan dan kegiatan jalan santai sudah lumrah
di tengah-tengah masyarakat saat ada momentum tertentu.
Kegiatan seperti ini biasanya diadakan oleh instansi, lembaga
atau kelompok masyarakat. Namun ragam perlombaan atau
kegiatan jalan santai tersebut ada yang menggunakan model
berbayar.

Praktiknya, setiap peserta yang akan mengikuti kegiatan
jalan santai atau lomba harus memiliki kupon dan terdaftar
sebagai peserta yang bisa didapat dengan membayar uang
tertentu kepada panitia penyelenggara.

Dalam ketentuan perlombaan, peserta harus mengikuti
semua proses hingga selesai. Jika dalam perlombaan tersebut,
salah satu peserta atau kelompok mampu mengalahkan yang
lain, maka ia berhak mendapatkan hadiah yang telah ditentukan
oleh panitia, namun jika kalah maka harus lapang dada dan
pulang dengan tangan hampa.

Sementara dalam ketentuan jalan santai, kupon yang di
dalamnya ada nomor akan diundi setelah pelaksanaan
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kegiatan. Peserta yang nomornya keluar dalam undian akan
mendapatkan hadiah yang telah disediakan oleh panitia.
Dengan demikian, kriteria pemenang bukan didapat dari
prestasi tertentu yang dicapai peserta tetapi murni dari hasil
undian. Bahkan seringkali satu peserta diperbolehkan membeli
lebih dari satu kupon untuk memperbesar peluang
kemenangannya dalam undian.

Panitia menyediakan hadiah dengan syarat dan ketentuan
yang telah mereka buat untuk menarik animo masyarakat
mengikuti kegiatan lomba atau jalan santai tersebut. Sumber
hadiah bisa berasal dari uang pendaftaran, penjualan kupon
maupun dari sponsor.

B. Rumusan Masalah:

Bagaimana hukum perlombaan atau jalan santai
berhadiah yang berbayar?

C. Ketentuan Hukum:

1. Pada dasarnya perlombaan dan jalan santai sangat dianjurkan
di dalam Islam, karena dapat menunjang kesehatan jasmani
maupun rohani, selama tidak mengandung unsur yang
dilarang syariat.

2. Hukum jalan santai dan berbagai bentuk perlombaan
yang memungut biaya pendaftaran dari peserta untuk
dijadikan hadiah dianggap sebagai bentuk judi, sehingga
hukumya haram. Sebaliknya, jika uang pendaftaran tidak
dialokasikan untuk hadiah, seperti untuk amal atau
pembiayaan sarana-prasarana maka hal tersebut tidak
termasuk judi.
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3. Semua perlombaan yang prakteknya hanya mengandalkan
spekulasi (adu nasib) bukan mengandalkan pada adu
ketangkasan atau melatih berpikir, maka hukumnya
haram, seperti bermain dadu, bola liar, jarum putar, dll.

D. Rekomendasi:

1.  Menyerukan kepada panitia penyelenggara jalan santai
atau perlombaan agar menghindari praktek yang menjurus
pada perjudian, sehingga perlu memperhatikan beberapa
poin berikut ini:

a. Uang pendaftaran tidak dialokasikan untuk hadiah.

b. Hadiah diperoleh dari pihak ketiga, seperti sponsor,
donatur, atau unsur lain.

c. Jenis perlombaan tidak termasuk yang dilarang syariat
dan memiliki manfaat.

d. Dalam pelaksanaannya agar menghindari hal-hal
yang dilarang oleh syariat, seperti membuka aurat,
meninggalkan shalat, tidak mengantongi izin dari
pihak berwajib, dlI.

2. Menyerukan kepada masyarakat agar dalam mengikuti
perlombaan atau jalan santai mendasari niatnya untuk
memperoleh manfaat berupa kesehatan jasmani dan rohani,
kerukunan, serta menjaga tradisi yang baik, bukan semata-
mata mengharap untuk mendapatkan hadiah.

E. Dasar Hukum:
1. Ayat-ayat al-Qur’an, antara lain:

a. Ayat tentang larangan judi.
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“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi
nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan.
Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu
bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar
dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat
Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari
mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. AlMa’idah [5]: 9o-
91)

Ayat tentang dampak negatif judi.

;.us@o’@: Tooe. %2 c/°, o | 2 Zleelsex
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“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang
khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat
dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi
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dosanya lebih besar dari pada manfaatnya.” Dan mereka
menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus)
mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa
yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.”
(QS. Al Bagarah [2] : 219)

Ayat terkait perintah tolong menolong dalam bebaikan.
o133ty S e 153515 Y5 (585 2 e 135155

Ol Apud 2y &) 2,8,
“Tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah,

sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS.
Al-Maidah [5]:2

2. Hadits Nabi, antara lain;

a.

434

Hadits Nabi £ tentang amal tergantung niat.

Jsly Ea2 108 A0 o a B 5 28 32
u;;f\ﬁmg cg\;ﬂ\id\.l.c\!\ ) :d,é;%w

(lsdlely)) 55
“Diceritakan dari Umar bin Khattab berkata: “Aku
mendengar Rasulullah <2 bersabda: “Sesungguhnya
keabsahan amal perbuatan hanya dengan niat,

sesungguhnya bagi seseorang apa yang ia niatikan.”
(HR. Al-Bukhari)
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b. Hadits Nabi £ tentang perlombaan yang dilakukan
Nabi.

Lo NE Ty gle w9y 2o 2 TR -t ) 3Rl e Z
PSS A W SR O St
TR P TR - <

(3515 gboly,) AE L)) Gl oab a5 5205

“Diriwayatkan dari ‘Aisyah bahwa ia pernah bersama
Nabi £8: dalam suatu perjalanan. Ia berkata: “Aku berlomba
jalan dengan Nabi :; aku dapat mengalahkannya.
Ketika aku mulai gemuk, aku pun berlomba dengan
beliau, namun beliau dapat mengalahkan aku”. Beliau
bersabda: “Kemenangan ini adalah sebagai imbangan
dari kemenanganmu dulu.” (HR. Abu Daud)

c. Hadits Nabi ¢ tentang kebolehan permainan panah.
e 2 _ Tz Atz EO/ o . ° P o ~

A 0l J,l J6 :Jbgﬁi\d.cgwdg%a_id.c
(bl ) sl 5256 S5 22l

“Diriwayatkan dari Mush’ab, dari ayahnya; ia berkata:
“Rasulullah bersabda: “Bermainlah dengan memanabh,
karena memanah merupakan permainanmu yang
paling baik.” HR. Al-Thabrani.

d. Hadits Nabi £ tentang larangan bermain dadu.
ol 5 J6 0 0555 O ail (sse gl G2

-
5.,
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“Dari Abu Musa al-Asy ari bahwa Rasulullah ¢&: bersabda:
“Siapa yang bermain alnard (semacam dadu), maka

sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan RasulNya.”
(HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Malik)

e. Hadits Nabi & tentang urgen51 menjaga kebersamaan.

2~ olyy) uLLC J_aj 15 cK:?; 3./6\.4.;-\ % CSSJ\ J\S
(Bedls 3Lk,

“Nabi Muhammad £ bersabda: “Bersatu adalah Rahmat

dan bercerai-berai adalah adzab.” (HR. Ahmad, Al-
Thabrani dan Al-Baihaqi)

Kaidah Fikih:
G 2 e Jual 35 6T dsgyi alau g JoYi

Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh dilakukan,
kecuali ada dalil yang mengharamkannya

\AM\B.;: ’“Y\

Segala sesuatu tergantung pada niatnya.

15 5l
Segala Madharat (bahaya) harus dihilangkan
KN, i el
Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat
mungkin.

Aladl s Je s il o3

Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih
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kemaslahatan.

Pendapat Para Ulama:

a.

Dalam Hasyiah al Bajury ‘ala Fath al-Qarib, 2/310,
disebutkan perihal larangan perlombaan yang terdapat
taruhan.

B 385 - 32 DG GBI Sl &l el )5
255 b G 35 L K 25 1

Jika kedua peserta lomba mengeluarkan sesuatu yaitu
taruhan, maka tidak diperbolehkan. ... Dan itu adalah
judi yang diharamkan, yaitu setiap permainan yang
memiliki kemungkinan antara keuntungan dan kerugian.

Dalam Al-Figh Al-Islami wa Adillatuh, 6/4877,
dijelaskan perihal bentuk perlombaan yang
menggunakan imbalan.

o135 IV e EE AT B 550 8,28 15K
AR ER AT (Ul eid) L2 2155 s
I8 ot ST sl st S 2 S el 3
Ge oball B3 iy B % il 1385 LS
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Terdapat empat bentuk perlombaan; tiga di antaranya
halal, dan satu di antaranya haram dan memiliki hukum
seperti judi (maysir). Adapun bentuk-bentuk yang
halal, Pertama: Hadiah berasal dari pemerintah atau
salah satu pemimpin atau pihak ketiga yang akan
diberikan kepada pemenang. Ini dibolehkan berdasarkan
kesepakatan ulama. Kedua: Hadiah berasal dari salah
satu pihak yang berlomba dan diberikan jika pihak
lainnya menang. Ini juga dibolehkan berdasarkan
kesepakatan. Ketiga: Hadiah berasal dari kedua pihak
yang berlomba atau dari sekelompok orang, dan
bersama mereka ada pihak netral (tanpa membayar)
yang akan menerima hadiah jika ia menang,. Karena
mereka tidak berniat berjudi, melainkan bertujuan
untuk melatih ketangkasan. Ini boleh menurut
mayoritas ulama, tetapi Imam Malik melarangnya
karena taruhan tersebut dapat kembali kepada orang
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yang memberikannya jika ia menang. Keempat, bentuk
yang haram menurut kesepakatan ulama adalah
ketika hadiah berasal dari kedua belah pihak, dengan
ketentuan bahwa jika salah satu menang, ia akan
menerima hadiah, tetapi jika kalah, ia harus membayar
kepada lawannya dengan jumlah yang sama. Dengan
ini, jelas bahwa perlombaan menjadi haram ketika
ada kemungkinan untuk menerima atau memberikan
dari kedua belah pihak, yaitu dengan mengatakan:
"Pemenang mengambil, dan yang kalah membayar."
Ini adalah makna dari judi (maysir) yang diharamkan
dalam syariat.

Dalam Minhaj al-Thalibin wa Umdat al-Muftin, 1/324,
dijelaskan perihal kebolehan perlombaan.
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(Kitab tentang lomba balap dan lomba bidikan) Keduanya
adalah sunnah, dan diperbolehkan mengambil imbalan
atasnya. Diperbolehkan melakukan lomba memanah
dengan panah, serta dengan tombak, lembing, dan
melempar batu atau dengan manjaniq (alat pelontar
batu), dan segala sesuatu yang bermanfaat dalam
perang menurut madzhab, bukan lomba bola dengan
tongkat, renang, catur, cincin, berdiri di satu kaki, atau
menebak apa yang ada di tangan. Diperbolehkan
berlomba dengan kuda, begitu juga dengan gajah,
baghal, dan keledai menurut pendapat yang lebih
kuat. Namun, tidak dengan burung dan gulat menurut
pendapat yang lebih sahih. Pendapat yang lebih kuat
adalah bahwa akad keduanya bersifat mengikat,
tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, tidak
boleh meninggalkan pekerjaan sebelum atau sesudah
terjadi akad, tidak boleh ada penambahan atau
pengurangan di dalamnya, termasuk dalam hal uang.
Syarat-syarat perlombaan adalah mengetahui tempat
mulai dan tujuan akhir, keduanya harus sama dalam
hal tersebut. Kuda yang dilombakan harus ditentukan,
dan harus mungkin bagi masing-masing kuda untuk
bisa menang. Selain itu, harus diketahui dengan jelas
jumlah harta yang dijanjikan sebagai hadiah.

Dalam Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, 15/142,
disebutkan perihal permainan yang tidak boleh ada
imbalan.
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Permainan polo, menggulirkan batu, mengangkatnya

/

3.

dari tanah, bergulat, berenang, bermain dengan cincin,
berdiri dengan satu kaki, dan permainan lain yang
tidak bisa dimanfaatkan untuk peperangan, tidak
diperbolehkan perlombaannya dengan imbalan karena
tidak dianggap sebagai persiapan untuk perang. Maka,
mengambil imbalan darinya termasuk mengambil
harta dengan cara yang batil.

Dalam Al Figh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-
Syafi’, 1/137, dijelaskan perihal permainan yang dilarang.
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Setiap permainan yang berbasis keberuntungan, tidak
berbasis pikiran dan nalar seperti dadu, kartu dan
sebagainya adalah diharamkan. Hal tersebut karena
permainan-permainan seperti ini membiasakan orang
bersandar diri pada keberuntungan nasib dan berimajinasi
bahwa keberuntungan adalah faktor utama dalan
kehidupan. Oleh karenanya,, permainan yang demikian
berdampak negatif pada seseorang.

Dalam Is’ad al-Rafiq, 2/102, dijelaskan perihal permainan
yang menggunakan biaya.
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Diantaranya adalah bermain setiap hal yang mengandung
judi. Bentuk permainan yang disepakati adalah kedua
belah pihak mengeluarkan kompensasi/biaya yang
sepadan. Permainan ini adalah judi yang diharamkan
oleh ayat perihal judi. Alasan keharamannya karena
setiap pihak bisa menang sehingga untung atau bisa
kalah sehingga merugi. Jika mereka menghindar dari
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hal tersebut menuju aturan perlombaan dan memanah,
di mana salah satu pemain saja yang mengeluarkan
taruhan untuk diambil oleh yang kalah atau sebaliknya
jika dia menang, maka pendapat yang lebih kuat juga
mengharamkannya.

g. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9 Tahun
2008 Tentang SMS Berhadiah.
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KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA
TIMUR 11
Nomor: 7/Ijtima’ Ulama/MUI Jatim/IX/2024
Tentang
HUKUM JUAL BELI ONLINE VIA LIVE STREAMING

2~ ,)’j\ 4y \ =
MT\//(” ﬁw/;’\-,ﬁ})-
A. Diskripsi Masalah

Pasar livestream selling di Indonesia atau jualan lewat
siaran live streaming semakin berkembang pesat. Sebagian
ada di platform e-commerce dan di media sosial. Oleh karenanya
siaran langsung para pedagang bisa muncul kapan saja di
layar handphone pengguna media sosial atau e-commerce
dan menggoda mereka untuk belanja, sehingga peminat dan
pengguna pasar ini relatif besar di Indonesia.

Beberapa platform e-commerce di Indonesia yang
menawarkan fitur live streaming, seperti Shopee, Tiktok,
Tokopedia dan lain-lain. Instagram dan Facebook, sebagai
media sosial yang juga menjadi lapak para pedagang online,
juga menawarkan fitur serupa. Akan tetapi, algoritma TikTok
dan Shopee diakui para pedagang memberi mereka akses
audiens yang lebih luas.

Praktek transaksi ini adalah ketika video live streaming
dimulai pembeli atau pelanggan mengadakan hubungan
komunikasi langsung secara berlawanan, karena adanya
kolom komentar dalam live streaming.
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Melalui fitur yang tersedia, penjual dan pembeli bisa
berinteraksi secara langsung dan terjadi transaksi. Fitur fungsi
streaming langsung belanja memungkinkan distribusi video
langsung secara simultan ke audiens yang besar melalui
jaringan, mensimulasikan peristiwa aktual.

Platform e-commerce atau media sosial juga menyediakan
platform yang bisa dimanfaatkan oleh penjual, pembeli dan
pihak lain seperti penyedia kurir, sponsor, iklan dll untuk
terlibat pada sebuah transaksi hingga produk dikirim kepada
pihak pembeli.

Pengguna bisa menampilkan produk, mengelola toko, dan
menjual kepada konsumen sekaligus transaksi live streaming.
Pengguna platform mendapatkan akses ke infrastruktur
digital dan basis pengguna yang disediakan oleh e-commerce
atau media sosial, termasuk teknologi dan layanan yang
memungkinkan pengguna untuk menjalankan bisnis online
mereka. Dari segala layanan ini pengguna membayar biaya
komisi atau potongan dari setiap transaksi yang berhasil.

Walaupun demikian tidak jarang ditemukan pesanan hasil
transaksi live streaming yang nampak pada saat transaksi live
berbeda dengan barang yang sampai kepada pembeli/konsumen.
Kejadian seperti ini tidak hanya sekali atau dua kali, bahkan
ditemukan beberapa kejadian yang menunjukkan adanya
perbedaan antara pesanan dan yang datang.

Dalam masalah ini, biasanya pihak penyedia layanan
langsung merespon keluhan pelanggan dengan mengevalusi
transaksi yang terjadi agar bisa diterima dengan baik dan
tidak merugikan, sebagai contoh saat pemesan membuka
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barang diharapkan direkam agar jika terjadi perbedaan barang
yang dibeli, konsumen bisa melakukan klaim return.

Di samping itu sering terjadi adanya praktek fake order
(pemesanan palsu) yang dilakukan oleh pihak tim penjual
guna menarik perhatian orang yang menonton agar tertarik
untuk order.

Fenomena lain yang terjadi dalam praktek live
streaming ini adalah pemeran live streaming menampilkan
perempuan cantik yang terkadang memperlihatkan auratnya
sebagai daya tarik calon pembeli.

Terlepas dari itu semua, keberadaan layanan live streaming
secara khusus atau layanan transaksi lain melalui platform
e-commerce atau media sosial sangat menarik dan banyak
digunakan di era modern ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apa status marketplace dalam transaksi jual beli di live
streaming?
Bagaimana hukum jual beli via live streaming?
Bagaimana hukum penjual memanipulasi barang dagangan
saat live streaming?

4. Bagaimana hukum penjual meniadakan hak return (khiyar)
bagi pembeli yang merasa tertipu?

5. Bagaimana status gaji pemeran live streaming dengan
mempertontonkan aurat?

6. Bagaimana hukum penjualan live streaming dengan
menggunakan bantuan instrumen fake order (pemesanan
palsu)?
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C. Ketentuan Hukum:

1. Status marketplace adalah sebagai mujir, yaitu pihak
yang menyediakan tempat dan fasilitas jual beli dengan
imbal balik tertentu.

2. Jual beli via live streaming hukumnya adalah sah karena
sudah terpenuhi syarat-syarat dalam jual beli termasuk
ittihad majelis karena sudah terjadi interaksi secara
langsung atau melalui media komunikasi antara dua
pihak yang bertransaksi meskipun berbeda tempat. Hukum
di atas bersifat mutlak baik barang yang dijual berupa
barang baru ataupun barang bekas selama memenuhi
syarat dan ketentuan dalam jual beli.

3. Penjual yang dengan sengaja memanipulasi barang atau
menutupi kekurangan dari produk yang dijual agar
banyak pembeli yang tertarik, hukumnya haram.

4. Tidak memberikan hak return pada pembeli yang merasa
tertipu sebagaimana poin nomor 3 atau mengirimkan
barang yang tidak sesuai pesanan hukumnya haram,
sebab secara aturan Syara’ pembeli memiliki hak khiyar
untuk mengembalikan barang yang dipesan.

5. Pada dasarnya gaji yang didapat oleh pemeran live
streaming hukumnya halal, sedangkan mempertontonkan
aurat saat live streaming hukumnya haram.

6. Praktek fake order termasuk praktek najsyu (manipulasi
pembelian) yang hukumnya haram.

D. Rekomendasi:

1. Meminta kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan
dan evaluasi terhadap segala bentuk transaksi dan
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mekanisme kerja live streaming agar sesuai dengan
aturan hukum Islam, norma, etika yang berkembang di
tengah masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku.
Masyarakat diharapkan hanya menggunakan platform
marketplace yang sudah terferifikasi dan mendapatkan
izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menyeru kepada penyedia dan pelaku jasa live streaming
untuk memperhatikan ketentuan hukum, norma dan
etika, tidak hanya orientasi bisnis.

Dasar Hukum:
Ayat-ayat al-Qur’an, antara lain:
a. Ayat tentang kehalalan jual beli.
Ol 3555 bl 3255

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.” (QS. Al-Bagarah [2]: 275)

b. Ayat terkait larangan makan harta orang lain dengan
cara yang batil.

N IIREIRRERE S A I N A R N
o= I 58 HE G550

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’ [4]:

29)
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Ayat terkait perintah untuk memenuhi ketentuan akad

AR I RARTR
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad
itu.” (QS. Al Maidah [s]: 1)

Ayat terkait kebolehan akad sewa.

”'\M\uﬁyg u el G LIS EJ6
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“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata; Hai
ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada
kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang
yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashash [28]:
26)

Ayat terkait perintah untuk saling menolong dalam
l<ebail<an

Oosaalls KRR Syl f” Je 155155
Sl S 241 &) Tl 1,55

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebalkan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan
permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah,

sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. al-
Maidah [5]: 2)

Ayat terkait larangan memperlihatkan aurat.

@\Jaé.z;jjsbﬁji @)M\wwwfﬂ&
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“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman,
“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan
memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah
lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Alldh maha
mengatahui apa yang mereka perbuat.”(30) Katakanlah
kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka
menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya,
dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya,
kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan
hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke
dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya,
kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami
mereka, putera-putera mereka, putera-putera suami
mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putera-
putera saudara laki-laki mereka, putera-putera saudara
perempuan mereka, wanita-wanita Islam, budak-budak
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yang mereka miliki, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak
mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-
anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan
janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui
perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah
kamu sekalian kepada Alldh, wahai orang-orang yang
beriman supaya kamu beruntung.” (An-Nr [24]:30 -31)

Hadits Nabi, antara lain;

a.

Hadits Nabi 2 tentang larangan berbuat curang.

SUS ISR Y 06 e 0 J,25 &1 e 55356 ol 32
o - 1. i/ <% T .0~ o, T~ o3 $ 0. o .~ T
@\jj\jﬂobY) 2 /“‘&W@Y)

o5, 3T gconzel e-o ozil | £-2 NJo (-l S.-
4% 56 @B G Gl e Y3l Jels
s bl WA ) &) Gadi O 3k 358

(Sldlolyy) L35 5e LSS 55
“Diceritakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah £:
bersabda: ‘Janganlah kalian menyongsong (para pedagang)
yang datang (dari luar kota), dan janganlah sebagian
kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain,
dan janganlah kalian melakukan najasy (menaikkan
harga tanpa ada keinginan untuk membeli), dan
janganlah seorang yang tinggal di kota menjualkan
untuk orang yang dari luar kota, dan janganlah
kalian menahan susu hewan ternak (agar terlihat
banyak susunya). Barang siapa yang membeli hewan
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tersebut, maka dia berhak memilih salah satu dari
dua pilihan setelah memerah susunya: jika ia ridha,
ia boleh menahannya, dan jika ia tidak suka, ia boleh

mengembalikannya dan menggantinya dengan satu
sha’ kurma.” (HR. Al-Bukhari)

Hadits Nabi ¢2: tentang ancaman bagi pelaku curang.

(e slyy) s 23 RS

“Barangsiapa berbuat curang (menipu) kami, maka
ia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim)

Hadits Nabi ) tentang larangan menjual barang yang
cacat.

0. {FOo - z ° [V ° 3 P _ ° e s £ o o~
43 a5 ax (e P LA (4 Y5 LN a1

5.5,

(arle ol olyy) A AV Co2
“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang
lainnya dan tidak halal bagi seorang muslim untuk
menjual sesuatu yang ada aibnya kepada orang lain
kecuali ia menjelaskan aib tersebut kepadanya.” (HR.

Ibnu Majah)

Hadits Nabi ¢ tentang perintah tidak menunda
memberi upah kerja.

(4:>-LA U”\ °\)J) 335.6 k.j.f’; :)\ Jffe ;};\k\)\ bg_a\
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”
(HR. Tbnu Majah)
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Hadits Nabi # tentang pemenuhan amanat.

3913 giloly,) GEIE 55 38 Y5 G 5 BWV A

(e dly
“Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu
amanat, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang
yang telah menghianati dirimu.” (HR. Abu Daud dan
Al- Tirmidzi)

Hadits Nabi «» tentang hak khiyar.

QU i 1 0,25 0616 i e 3 oS5 2

5 B3e 86 625 32«06 51 62 6

s 8557 .38 565 U8 3 s 3 15 3,2
(yldely))

“Dari Hakim ibn Hizam , dia berkata: Rasulullah %
bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli boleh
melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau
membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah,
atau beliau bersabda: hingga keduanya berpisah.
Apabila keduanya jujur dan menampakkan dagangannya,
maka keduanya diberkahi dalam jual belinya, namun
apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta,

maka akan dihapus keberkahan jual beli keduanya.”
(HR. Al-Bukhari)
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Hadits Nabi ¢ tentang pemenuhan terhadap syarat.

Jafs y%rﬁwysu@m G e da
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“Suluh (penyelesaian sengketa) diperbolehkan di antara
kaum muslimin kecuali penyelesaian sengketa yang
mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan
sesuatu yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan
syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang
mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan
sesuatu yang haram.” (HR. Al-Tirmidzi)

Hadits Nabi «: tentang larangan melakukan tindakan
yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.

(ke o ohy5) Sl Y3 575 ¥ el b
“Rasulullah <2 bersabda: “Tldak boleh membahayakan
diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang
lain.” (HR. Ibnu Majah)

Hadits Nabi & tentang larangan melihat aurat.

53 QY5 i ase Jy o e Y

5238 35 e 3N 6 2 L B 22 9
(s o5, 230 330 3 80 ) 0

“langanlah seorang lelaki melihat aurat lelaki (lainnya),
dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita
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(lainnya). Seorang pria tidak boleh bersama pria lain
dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita
bersama wanita lainnya dalam satu kain.” (HR. Muslim)

j.  Ungkapan sahabat Umar tentang pentingnya belajar
agama sebelum melakukan transaksi bisnis.

L;A&njlﬁwy\ °.t.>3}uws}cy)d\.9
(e Al oly) 33

“langanlah ada seseorang yang berjualan di pasar
kami ini, kecuali jika ia telah mendalami ilmu
agama.” (HR. Al-Tirmidzi)

Kaidah Fikih:

G, 2 e Jus 3% ST WAz eyl oduud 3 Joi
Hukum asal dalam mu’amalat adalah boleh, kecuali ada
dalil yang menunjukkan atas keharamannya.

Baolis, ) - Y\
Segala sesuatu tergantung pada niatnya.
Aladl s Je p38 s idi 55
Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih
kemaslahatan.

r\c)focwj uo\;-\ }\aj\

Mudlarat yang bersifat individu dimaafkan untuk menolak
mudlarat yang bersifat kolektif.

WA °’L Sy & Jj\écr\.ﬁl\ -
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Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar
maslahat.

Pendapat Para Ulama:

a.

Dalam Raudhah al-Thalibin, 5/687, dijelaskan mengenai
majelis akad.

VGl UZ ;LE.QY\ ab LFES Lg.d\ wJéJJL A\JJ\

3 L3N 5 Il D@ G bls W Jua2 G 5h
AR o

Yang dimaksud dengan majelis yang di dalamnya
disyaratkan memberi adalah majelis tawajub (tempat
kesepakatan), yaitu suatu kondisi yang menghasilkan

ikatan ijab dengan qabul, dan tanpa mempertimbangkan
tempat berlangsungnya akad."

Dalam al-Figh al-Islami wa Adillatuh, 4/106, dijelaskan
maksud ittihad majelis.

S ke ¥l s e 8501
LZ.:;.};-T:}KSQ):%J 5N 23 Q&éé “"U&ﬂ\ ij
B8 JLE Aty Gl da5 1) me o8 &
é\ﬁ\e 3\523\ 15 res) alais o 5 L3 5T s
Sl St Bl ) S a3 2 sl
R} /C;J\J\;\ja: w\wbw»\;ﬂbw&aiiﬁ
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Bukanlah yang dimaksud dengan ittihad majelis yang
diperlukan dalam setiap akad, seperti yang telah kami
jelaskan adalah adanya kedua pihak yang melakukan
akad harus berada di tempat yang sama, karena bisa
saja salah satu pihak berada di tempat yang berbeda,
asalkan ada media penghubung antara mereka, seperti
melakukan akad melalui telepon, radio nirkabel, atau
melalui surat-menyurat (tulisan). Yang dimaksud
dengan kesatuan majelis adalah kesatuan waktu atau
momen di mana kedua pihak yang berakad sibuk
dengan akad tersebut. Maka, majelis akad adalah
keadaan di mana kedua pihak yang berakad sedang
fokus pada negosiasi akad. Oleh karena itu, para fuqaha
(ahli fikih) mengatakan bahwa majelis itu mengumpulkan
berbagai perbedaan. Berdasarkan hal ini, majelis akad
dalam percakapan telepon atau radio nirkabel adalah
selama waktu percakapan masih membahas tentang
akad. Jika kedua pihak beralih ke pembicaraan lain,
maka majelis tersebut dianggap selesai.
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Dalam Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Salik Tarig al-
Akhirah al-Mustafadah, hal. 246, dijelaskan penggunaan
telepon dalam transaksi bisnis.

NS C‘Mﬁ S5 205 éﬂ\{ 50 & &S B3l
F SR RHE R W R HIRTHELR
J,@w\gmw\;ﬁm”wgﬁw AL P

P

AR I Q,;mw\fm GlS 3355

Telepon dianggap sebagai kiasan (bukan ungkapan
langsung) dalam akad-akad seperti jual beli, salam (jual
beli pesanan), dan ijarah (sewa-menyewa), sehingga
akad-akad tersebut sah dilakukan melalui telepon.
Namun, untuk akad nikah, tidak sah dilakukan melalui
telepon karena dalam nikah disyaratkan adanya lafaz
yang jelas dan telepon hanya dianggap sebagai kiasan.
Selain itu, saksi dalam akad nikah harus melihat kedua
pihak yang berakad, dan hal ini tidak terpenuhi jika
akad dilakukan melalui telepon atau media serupa.
Demikianlah maknanya.

Dalam Ihya Ulum al-Din, 2/76, dijelaskan perihal
hukum merugikan pihak lain dalam bertransaksi.

”’wfu\dmwaf&”’dﬂum ’“uji;

J@ Yu\ fs“”@ u\;J*f)
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Setiap hal yang merugikan pihak yang bertransaksi
adalah kezaliman, dan keadilan adalah tidak merugikan
saudara muslimnya. Prinsip umum dalam hal ini adalah
tidak mencintai kecuali apa yang mereka cintai untuk
diri mereka sendiri. Kemudian ia menjelaskan bahwa
terdapat empat hal yang harus diperhatikan: Pertama,
tidak memuji barang dengan apa yang tidak ada padanya;
kedua, tidak menyembunyikan cacat dan kekurangan
sifatnya sama sekali; ketiga, tidak menyembunyikan
dalam hal berat dan ukuran; dan keempat, tidak
menyembunyikan harga yang jika diketahui oleh
pihak yang bertransaksi, dia akan menolak. Adapun
yang pertama adalah meninggalkan pujian. Jika dia
menggambarkan barang dengan apa yang tidak ada
padanya, maka itu adalah kebohongan. Jika pembeli

menerima itu, maka itu adalah penipuan dan kezaliman
meskipun dia adalah seorang pendusta.

Dalam Al-Figh Al-Islami wa Adillatuh, 5/272, dijelaskan
perihal ketentuan akad salam.
Himpunan Fatwa
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Imam Mahk berkata: "Diperbolehkan menunda ra’sul
mal (alat tukar) hingga tiga hari atau kurang, meskipun
dengan adanya syarat dalam akad, baik modal tersebut
berupa barang atau berupa utang. Hal ini karena
salam adalah bentuk pertukaran yang tidak kehilangan
statusnya sebagai salam hanya karena adanya penundaan
dalam penerimaan modal, sehingga hal ini serupa dengan
penundaan di akhir majelis akad. Setiap hal yang
mendekati sesuatu, diberi hukum yang sama. Dengan
demikian, penundaan ini tidak dianggap sebagai
transaksi riba (kala’). Jika modal ditunda lebih dari
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tiga hari, maka jika penundaan tersebut dengan syarat,
salam dianggap rusak menurut adanya kesepakatan,
baik penundaan itu sangat lama hingga jatuh tempo
barang yang diserahkan, ataupun tidak lama hingga
tidak mencapai jatuh tempo. Dan jika penundaan
tersebut tanpa syarat, maka ada dua pendapat dalam
Al-Mudawwanah al-Kubra dari Imam Malik mengenai
apakah salam itu rusak atau tidak, terlepas dari apakah
penundaan itu lama sekali atau tidak. Pendapat yang
diandalkan adalah salam batal jika penundaan lebih
dari tiga hari, meskipun masa penundaan tersebut
sedikit dan tanpa syarat."

Dalam Mu'nis al-Jalis bi Syarh al-Yaqut al-Nafis, 2/31,
disebutkan perihal kejelasan barang yang ditransaksikan.

St oy 8- . .3 > .o &8
(G55)) 55 g 225 G o) Ly 8 5N ByTs
- o - /zo . ) 3
5 352106 8 (R55) W1 <38 &) 1758 el sy
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Syarat-syarat upah adalah seperti syarat-syarat alat
pembayaran dalam akad jual beli; maka cukup
(dilihatnya upah tersebut) dan diserahkannya segera
(jika upah tersebut (ditentukan)). Jika seseorang berkata:
"Sewakan rumahmu kepadaku selama sebulan dengan
budakku yang ada di rumahku,” dan pemilik rumah
belum pernah melihat budak tersebut sebelumnya, maka
tidak sah. Begitu pula jika seseorang berkata: "Aku
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sewakan rumah ini kepadamu dengan satu dirham
dari dirham-dirham ini.

Dalam Al-Mausu’ah al-Fighiyah al-Kuwaitiyah, 1/172,
dijelaskan perihal kebolehan upah berbentuk prosentase

dari hasil kerja karyawan karena menyerupai transaksi
mudharabah.

Ahdsig 1 B i e o o sl e
5 bl e 55 1 S8 5330 U G e
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Ketidakjelasan (gharar) dalam akad sewa (1]arah)
terjadi pada pekerjaan yang tidak diketahui secara
jelas, dengan upah yang juga tidak diketahui secara
pasti. Namun, ketidakjelasan ini dimaafkan (tidak
dianggap) berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan
kebolehan akad mudharabah, baik dari sunnah maupun
jjma’.

Dalam Syarh Al-Yaqut An-Nafis, hal. 22, dijelaskan
perihal penggunaan alat komunikasi.

t“” - BEN BrOAR PP A IS oA P
b 8 oy K o, By <7205
Jaalngdes s AU B

Yang dipertimbangkan dalam berbagai akad adalah

subtansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual beli via
telpon, teleks, telegram dan sejenisnya telah menjadi
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alternatif yang utama dan dipraktekkan.

Dalam [l'‘anatu at-Thalibin, 3/40, dijelaskan perihal
hak mengembalikan barang yang tidak sesuai pesanan.

QEI 8T G- g5 258 S ER15S5 g il J6
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Telah berkata syaikh al-Bujayrimi: “Begitu juga, hak
pilihan dapat ditegakkan dengan taghrir fi'liy - bahwa
jika dia menjual dengan syarat bahwa barang yang
dijual bebas dari cacat, maka dia tidak dibebaskan
dari cacat apapun, melainkan pembeli memiliki hak
pilihan dalam semua cacatnya. Ini adalah taghrir qauly.
(Ucapan: taghrir fi'liy itu haram) artinya termasuk
dosa besar -menurut pendapat yang diterima- berdasarkan
sabda Nabi Muhammad #:: “Barangsiapa yang
menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami”.

Dalam Al-Zawdjir ‘an Iqtiraf al-Kabair, 1/399, dijelaskan
tentang kebolehan transaksi bisnis berdasarkan
kerelaan.

g Nz 6 ~r w e ° T - cow w/f 7 af/
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Kami tidak mengharamkan perdagangan dan jual bell,
karena para sahabat Nabi juga melakukan jual beli
dan berdagang kain kapas dan berbagai jenis barang
dagangan. Begitu pula dengan para ulama dan orang-
orang saleh setelah mereka, yang terus melakukan
perdagangan, tetapi dengan aturan syariat dan kondisi
yang diridhai, sebagaimana yang telah Allah Ta'ala
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k.

tunjukkan dalam firman-Nya: “Wahai orang-orang
yang beriman, janganlah kalian memakan harta di
antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan
perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan dari
kedua belah pihak.” Maka Allah menjelaskan bahwa
perdagangan tidak dipuji dan tidak dihalalkan kecuali
jika dilakukan dengan kerelaan dari kedua belah pihak.
Kerelaan ini hanya terjadi ketika tidak ada penipuan
atau manipulasi. Adapun jika terdapat penipuan dan
manipulasi, di mana seseorang mengambil sebagian
besar harta orang lain tanpa ia sadari melalui tipu
daya yang didasarkan pada penipuan dan pengkhianatan
terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka hal itu sangat
diharamkan, menyebabkan kemurkaan Allah dan Rasul-
Nya, dan pelakunya termasuk dalam hadits-hadits
yang telah disebutkan dan yang akan datang. Oleh
karena itu, bagi siapa saja yang menginginkan ridha
Allah dan Rasul-Nya, serta keselamatan agama, dunia,
kehormatan, dan akhiratnya, hendaknya ia berhati-
hati terhadap agamanya dan tidak menjual sesuatu
pun dari jual beli yang didasarkan pada penipuan dan
tipu daya.

Dalam Al-Muhadzab, 2/243, dijelaskan perihal kebolehan
mengadakan kontrak sewa untuk manfaat yang
diperbolehkan.

-
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Diperbolehkan mengadakan kontrak sewa untuk
manfaat yang diperbolehkan, dan tidak diperbolehkan
untuk manfaat yang diharamkan, karena hal itu
diharamkan, maka tidak boleh mengambil imbalan

atasnya, seperti menyewa kemanfaatan bangkai dan
darah.

Dalam Kifayah al-Akhyar, hal. 930, dijelaskan perihal
kewajiban menutup aurat secara mutlak.

Je sl ssd g g Gl Caigiasal e R
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Adapun menutup aurat itu wajib secara mutlak, bahkan
ketika sendirian dan dalam kegelapan menurut pendapat

yang rajih (kuat), karena Allah Ta'ala lebih berhak untuk
malu darinya, baik dalam shalat maupun di luar shalat.

. Dalam Ihya’ ‘ulumiddin, 3/122, dijelaskan larangan
bertutur dengan kata-kata kasar.
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Ini adalah celaan terhadap kata-kata kotor. Adapun
batasannya dan hakikatnya adalah menyatakan perkara-
perkara yang buruk dengan ungkapan-ungkapan yang
jelas. Kebanyakan hal itu terjadi dalam ungkapan-
ungkapan terkait hubungan suami istri dan apa yang
berkaitan dengannya. Orang-orang yang rusak memiliki
ungkapan-ungkapan jelas yang kasar dan mereka
menggunakannya dalam hal ini. Sedangkan orang-
orang yang saleh menjauhkan diri dari hal itu, bahkan
mereka menggunakan kiasan dan menunjukkan hal
tersebut dengan isyarat, menyebutkan apa yang
mendekatinya.

Dalam Minhaj al-Talibin, 1/144, dijelaskan perihal najsy.
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An-Najsh adalah menaikkan harga tanpa ada
keinginan untuk membeli, tetapi untuk menipu orang

lain, dan pendapat yang lebih shahih adalah bahwa
tidak ada hak pilih (khiyar) dalam kasus ini."

Dalam Tuhfat al-Muhtaj, 4/316, dijelaskan perihal
tidak adanya hak khiyar dalam kondisi tertentu.
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(Bahwa tidak ada pilihan) bagi pembeli karena
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kelalaiannya dalam bertindak dan tidak menanyakan
kepada ahlinya. Ini berbeda dengan pernyataan
(persetujuan) karena ini merupakan penipuan dalam
hal barang yang dijual, dan ini bukan merupakan
bagian dari transaksi tersebut (melainkan untuk menipu
orang lain).

Tim Perumus Komisi B:

1. Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag
2. KH. Ali Zainal Abidin
3. Prof. Dr. KH. Mujab
4. Dr. KH. Syamsuddin, M.Ag
Ditetapkan di: Gresik
Pada tanggal: 25 Rabiul Awal 1446 H
29 September 2024
PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR 11

Sekretaris

i Maghfur Syadzili
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KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA
TIMUR 11
Nomor: 8/Ijtima’ Ulama/MUI Jatim/IX/2024
Tentang
PERCERAIAN VERSTEK

> 1| V3E & -
Ml/ ;’J}fw/f\,;}).
A. Diskripsi Masalah:

Impian pasangan suami istri dalam membina rumah
tangga yang harmonis kadang kandas di tengah jalan. Salah
satu penyebabnya adalah ketika istri tidak lagi merasa
nyaman, bahkan tidak merasa aman hidup bersama suami.
Hal ini kemudian mendorong istri meminta cerai kepada
suaminya, namun suami mengabaikan dan tidak menjatuhkan
talak. Oleh karenanya, pihak istri kemudian mengajukan
gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Dalam prosesnya, hakim kemudian memanggil semua pihak
(suami dan istri) untuk mengadakan serangkaian persidangan
dengan mendengarkan dan menelaah permasalahannya sebelum
putusan dijatuhkan.

Namun, seringkali hakim tidak mendapatkan informasi
yang memadai karena suami tidak memenuhi panggilan dan
tidak menghadiri persidangan, akhirnya hakim memutuskan
menceraikan pasangan suami istri tersebut walau tanpa
kehadiran tergugat (suami).

Putusan hakim seperti ini dikenal dengan istilah putusan
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verstek yang didasarkan pada pasal 129 Kompilasi Hukum
Islam yang berbunyi; “Bahwa dalam hal salah satu pihak
tidak hadir setelah dipanggil secara sah, Pengadilan Agama
dapat memutuskan perkara perceraian berdasarkan bukti yang
diajukan oleh pihak yang hadir (dalam hal ini penggugat).”
Dari sinilah kemudian muncul permasalahan hukum Islam
mengenai keabsahan perceraian tersebut, mengingat suami
tidak hadir.

B. Rumusan Masalah:

Bolehkah hakim menceraikan pasangan suami istri
lewat putusan verstek?

C. Ketentuan Hukum:

Hakim boleh memutuskan perceraian verstek, apabila
hakim telah mendapatkan bukti-bukti terpenuhinya syarat
fasakh, antara lain:

1. Suami tidak mau atau tidak mampu mencukupi kebutuhan
dasar istri (sandang, pangan, papan) yang sudah diverifikasi
oleh hakim.

2. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dan mengakibatkan
dharar.

3. Istri berani bersumpah dengan disertai saksi bahwa ia
masih berhak menerima nafkah.

D. Rekomendasi:

1. Menekankan kepada hakim untuk menolak gugatan dari
pihak istri bila tidak terpenuhi semua ketentuan hukum
di atas.
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Hakim harus dapat memastikan bahwa surat panggilan
benar-benar sampai kepada pihak yang dipanggil (suami).
Hakim betul-betul cermat dalam memverifikasi laporan
dari pihak istri (penggugat).

Dasar Hukum:
Ayat-ayat al-Qur’an, antara lain:

a. Ayat tentang solusi bila terjadi persengketaan antara
suami-istri.

L&})M e ’”uu@,i:du“wu\)
u@:&g”\g\ \;é:&’“\ 5 \.‘>-)\.~o \JUJ,,Q\L;.\.&\

“Dan jika kamu khawatirkan persengketaan antara kedua
(suami-isteri), maka utuslah juru damai dari keluarga
laki-laki dan juru damai dari keluarga perempuan.
Jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik di antara
keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Mengerti.” (QS. An-Nisa (4): 35)

b. Ayat tentang perceraian.
""" Dolasly &8 51 Gy, BLAB © 2 S8
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“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami
dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau
melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal
bagi kalian mengambil kembali sesuatu (mahar) yang
telah kalian berikan kepada mereka, kecuali keduanya
(suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan
batas-batas (ketentuan) Allah. Jika kalian (para wali)
khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan
batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak
berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri)
untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan)
Allah, janganlah kalian melanggarnya. Siapa yang
melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, maka mereka
itulah orang-orang zalim.” (QS. Al-Bagarah [2]: 229)

Ayat terkait perintah memperlakukan istri dengan
baik.

0. 25 s /
Sy5adl Say el
“Pergaulilah mereka (para istri) itu dengan cara yang
baik.” (QS. An-Nisa’ [4]: 19)

Ayat tentang kemudahan menjalankan syariat Islam.

“... Dan Dia sekah kali tldak men}adzkan untuk kamu
dalam agama suatu kesempitan ...” (QS. Al-Haj [22]:
78)
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Ayat terkait perintah taat kepada Allah, Rasulullah
dan pemimpin.

15 s by bl 1ab AT 0Nl g
O Joiils Al d) 45355 ecsd 3 LS rbm

)’gj\f g / P L)JJJ}Y\ rj,j\) 4UJL> Qj.\.a}:
“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan
ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS.
An-Nisa’ [4]: 59)

2. Hadits Nabi ¢, antara lain;

d.

Hadits Nabi ¢ tentang perempuan yang minta cerai.

c%}f L9’j\ g_,..:\ o U" w\.: O\J.A\ Q\ U"’\:’a U”\ U,C

£

s g ade Catll 8 B3 ey 0,05 e Js
S 3,25 Jus pww,assj\ 5 @Q)‘w Y3
A Q0§52 J6 225 16 edihas e 5,35 e
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“Diceritakan dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata; Isteri Tsabit
bin Qais menghadap Rasulullah <: dan berkata: “Wahai
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Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit dalam hal akhlak
dan agamanya, akan tetapi aku takut (tertimpa) kufur
dalam Islam.” Maka Rasulullah ¢: bersabda: “Apakah
engkau mau mengembalikan kebunnya?”. Wanita itu
menjawab, “Ya.”. Lalu Rasulullah #: bersabda (pada

Tsabit): “Ambillah kebun itu, dan ceraikan istrimu
dengan talak satu.” (HR. Al-Bukhari)

Hadits Nabi ¢ tentang wanita yang minta cerai
tanpa alasan.

e 21558 oG8 5s BN G355 S0 si}:\ i
(edloly)) £

“Wanita mana yang meminta perceraian dari suaminya

tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya aroma

surga.” (HR. Al-Baihagqi)

Hadits Nabi ¢ tentang hukum suami menerlantarkan

istri.

SEYED B3 J6 s 2 e b ol o
(e ols,) s S5 JE i e gt

“Diceritakan dari Abu Hurairah bahwa Nabi <£: bersabda

tentang seorang lelaki yang tidak memiliki harta untuk

dinafkahkan pada istrinya; “Harus dipisahkan keduanya.”
(HR. Al-Baihaqi)
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d. Hadits Nabi ¢ tentang larangan membahayan diri
sendiri dan orang lain.

(4o ol oly) S V3555 Y
“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang laln
dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang
ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan
yang merugikannya).” (HR. Ibnu Majah)

3. Kaidah Fikih:

,} }‘}\a\
Bahaya itu harus dihilangkan
Aladl Cls e i i s
Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih
kemaslahatan.

i1a3l Be e fe il s

Kebijakan imam/pemerintah bagl rakyat harus berdasar
maslahabh.

4. Pendapat Para Ulama:

a. Dalam Bughyah al-Mustarsyidin, hal. 242-243, disebutkan
perihal ketentuan fasakh nikah.

ws o, /ké L7 - a/a ../a,, /‘01)
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Seorang istri boleh membatalkan pernikahan dari

Yl\\

\\(‘ﬁ,

suaminya, baik suaminya hadir atau tidak, dengan
sembilan syarat: Suami tidak mampu memberikan
nafkah minimal, pakaian, dan tempat tinggal, kecuali
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makanan tambahan (al-udum), yaitu jika suami sama
sekali tidak memiliki penghasilan atau penghasilannya
tidak mencukupi. Suami tidak menemukan pekerjaan,
atau ia memiliki penyakit yang menghalanginya dari
mencari nafkah selama tiga hari. Suami memiliki
pekerjaan yang tidak layak, tetapi ia menolak
melakukannya, atau pekerjaan tersebut haram. Suami
hadir, tetapi hartanya berada di tempat dengan jarak
tempuh dua marhalah. Hartanya berupa properti, barang
dagangan, atau piutang yang ditangguhkan, atau
piutang pada orang yang tidak mampu membayar,
atau hartanya sedang disita. Tidak ada cara untuk
memperoleh nafkah dari keseluruhan harta tersebut
dalam waktu tiga hari. Hal ini dibuktikan di hadapan
hakim dengan dua saksi atau dengan pengetahuannya,
atau dengan sumpah istri yang ditolak (oleh suami)
jika sumpah ditolak, dan sumpahnya disertai dengan
bukti bahwa ia berhak atas nafkah, serta bahwa
suaminya tidak meninggalkan harta. Istri tetap berada
di tempat tinggalnya, tidak melakukan nusyuz, dan
mengajukan masalahnya ke hakim, serta hakim
memberi waktu tiga hari untuk melihat apakah suami
memberikan nafkah, atau ada harta milik suami yang
muncul, seperti simpanan atau titipan. Pembatalan harus
diucapkan dengan lafaz yang sah setelah terpenuhinya
syarat-syarat tersebut, baik dari hakim setelah istri
memintanya, atau dari istri dengan izin hakim setelah
permintaan, dengan lafaz seperti: "Saya membatalkan
pernikahan dengan Fulan.” Istri juga harus sudah
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baligh dan berakal, sehingga wali tidak bisa membatalkan
atas namanya. Jika suami tidak diketahui keberadaannya,
tidak diketahui apakah ia mampu atau tidak karena
terputusnya kabar, dan ia tidak memiliki harta dalam
jarak dua marhalah, maka istri juga berhak membatalkan
pernikahan dengan syarat-syarat yang sama, seperti
yang ditegaskan dalam An-Nihayah, Zakariya, Al-
Mazjid, As-Sinbati, dan Ibnu Ziyad.

Dalam Al-Figh Al-Islami wa Adillatuhu, 7/503,
disebutkan perihal perceralan karena syiqagq.
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Pembahasan yang ketiga perihal perceraian karena
syiqaq, dharar, atau buruknya hubungan suami istri.
Definisi syiqaq dan dlarar: Syigaq adalah percekcokan
sengit disebabkan tercederainya kemulyaan. Sedangkan
dlarar adalah perbuatan suami menyakiti istrinya
baik dengan ucapan atau perbuatan, seperti cacian yang
keji, penghinaan yang merusak kehormatan, pukulan
yang membahayakan, provokasi melakukan perbuatan
yang diharamkan Allah, dan pengacuhan serta
pengabaian tanpa sebab yang diperbolehkan dan lain-
lain. Pandangan para ahli fikih tentang memisahkan
suami istri karena syiqaq: (1) Ulama Hanafiyah,
Syafiiyah, dan Hanabilah, tidak memperbolehkan
(hakim) menceraikan suami istri karena syiqaq atau
karena dlarar sekalipun parah, karena dimungkinkan
menghindarkan istri dari dlarar tersebut tanpa talak,
yaitu dengan melaporkan hal tersebut pada hakim; dan
putusan hukum agar si suami dibina agar ia jera dari
perbuatan dlararnya. (2) Ulama Malikiyah membolehkan
menceraikan suami istri karena syiqaq atau dlarar
untuk mencegah konflik, dengan begitu kehidupan
rumah tangga tidak menjadi siksaan dan bencana.
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Juga berdasarkan sabda Nabi 'Alaihi ash-Shalatu wa
as-Salam: ‘La dlraara wa la dirara’. Berdasarkan hal
tersebut, wanita bisa mengajukan perkaranya kepada
hakim. Jika istri bisa membuktikan perbuatan dlarar
tersebut atau dakwaannya sah, maka hakim bisa
menceraikan dari suaminya. Tapi jika isteri itu tidak
bisa menetapkan adanya dharar, maka dakwaannya
diabaikan.

Dalam Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, 6/511-512,
disebutkan perihal putusan hakim atas salah satu
pihak yang tidak hadir.

RN PRREE S NS PR IER R EE
&s’”ﬁ\ﬁ%cgw’mb@m@uw
GE ST 215 M\mw\c&c 2k YIS sl
fesladll JE B 5812525 deiis o sl s
43 ‘"\uzu:%@gm;a‘@bw\@@m\y
28 Yy J1 A \&&MM aiuzg

S e 5ie 06 fﬁ\wﬁéu&l\»\l
& ;sz;wgcw\ £ r‘j 15 S e 253
Y U 220 5,34 3 Y G g, 3 alS
S e Q8 st B 5505320 e £
REERINIR) [t

Himpunan Fatwa



Ketiga - Gugatan penggugat harus ditujukan kepada
pihak yang hadir di hadapan hakim saat mendengar
gugatan, bukti, dan pengadilan. Oleh karenanya, tidak
diterima gugatan terhadap orang yang tidak hadir,
dan tidak dijatuhkan putusan atas orang yang tidak
hadir menurut Hanafiyah, baik dia tidak hadir saat
kesaksian maupun setelahnya, serta baik tidak hadir
di majelis pengadilan maupun di luar negeri tempat
hakim berada, berdasarkan sabda Nabi ¢:: "Sesungguhnya
aku memutuskan baginya berdasarkan apa yang aku
dengar,"” dan sabda Nabi kepada Ali ketika mengutusnya
ke Yaman: "Janganlah memutuskan untuk salah satu
dari kedua pihak sebelum engkau mendengar dari pihak
yang lain." Sedangkan menurut pendapat selain Hanafiyah,
diperbolehkan menjatuhkan putusan atas pihak yang
tidak hadir jika penggugat mengajukan bukti atas
kebenaran gugatannya, dan hal ini berlaku dalam
hak-hak sipil, bukan dalam had yang murni untuk
Allah Ta’ala, karena had tersebut didasarkan pada
kemurahan, pencegahan, dan penghapusan, karena
Allah Maha Kaya, berbeda dengan hak manusia yang
khusus.

Dalam Al-Syarh al-Kabir, 4/274, disebutkan perihal
pembatalan nikah yang diputuskan hakim.
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(Masalah) ( dan tidak diperbolehkan pembatalan nikah
dalam semua hal tersebut kecuali dengan keputusan

3\3)

hakim). Setiap situasi yang mewajibkan pembatalan
bagi wanita karena alasan nafkah, tidak diperbolehkan
kecuali dengan keputusan hakim, karena pembatalan
tersebut diperselisihkan sehingga membutuhkan
keputusan hakim, seperti pembatalan karena impotensi.
Tidak diperbolehkan baginya (suami) untuk melakukan
pembatalan kecuali jika wanita yang memintanya,
karena ini adalah haknya sehingga tidak diperbolehkan
tanpa permintaannya, seperti pembatalan karena
impotensi. Jika hakim memisahkan keduanya, itu
adalah pembatalan yang tidak bisa dirujuk kembali.
Hal ini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan
Ibnu Al-Mundzir. Sementara menurut Imam Malik,
itu dianggap sebagai talak satu, dan suami lebih
berhak atasnya jika ia mampu memberikan nafkah
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selama masa iddah, karena itu merupakan pemisahan
karena ketidakmampuannya untuk memenuhi
kewajibannya. Hal ini mirip dengan keputusan
pemisahan hakim antara pria yang bersumpah tidak
akan berhubungan intim dengan istrinya, jika ia
menolak melakukan hubungan atau talak. Dan bagi
kami, pemisahan ini adalah karena ketidakmampuan.

Kompilasi Hukum Islam:

a.

Pasal 82 KHI; Perceraian hanya dapat dilakukan di
depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan
Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak
dan tidak berhasil.

Pasal 129 KHI; Jika salah satu pihak (suami atau istri)
yang dipanggil secara sah tidak hadir dalam sidang
pertama, tanpa alasan yang sah, maka hakim dapat
memutuskan perkara secara verstek, yakni dengan
ketiadaan salah satu pihak.

Pasal 130 KHI; Hakim harus meneliti secara cermat
apakah ketidakhadiran tergugat dalam persidangan
ini disebabkan oleh alasan yang sah atau karena
sengaja menghindari persidangan.

Tim Perumus Komisi C:

Dr. KH. Abdul Hamid Puyjiono, M.Ag
Dr. KH. Romadhon Chotib, M.Pd
KH. Sholihin Hasan, MHI

1.
2.

3.
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KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE JAWA
TIMUR 11
Nomor: g/Ijtima’ Ulama/MUI Jatim/IX/2024
Tentang
PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL
PERKAWINAN SIRRI, HASIL DI LUAR NIKAH DAN
ANAK ADOPSI SEJAK LAHIR

2~ ,}’j\ M \ >
PN )
A. Diskripsi Masalah:

Dewasa ini terdapat masalah-masalah aktual kontemporer
keagamaan yang mendesak untuk dicarikan jawaban hukumnya,
seperti adanya anak yang dilahirkan dari pasangan pernikahan
sirri (pernikahan di bawah tangan), anak yang dilahirkan dari
hasil di luar nikah, dan anak yang diadopsi sejak lahir.

Nikah di bawah tangan / nikah sirri yang dimaksud dalam
deskripsi ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun
dan syarat yang ditetapkan dalam figh Islam, namun tanpa
pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

Perkawinan seperti itu seringkali menimbulkan dampak
negatif terhadap istri dan/atau anak yang dilahirkan terkait
dengan hak-hak mereka seperti penentuan wali ketika anak
perempuan akan melangsungkan pernikahan, karena dalam
akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibunya.

Dalam Islam diyakini bahwa anak terlahir dalam kondisi
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suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir
dari hasil zina. Meskipun demikian, dalam realitas kehidupan di
masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena ayah
biologisnya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi
kebutuhan pokoknya, serta dianggap sebagai anak haram
dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya
dinisbatkan kepada ibu.

Islam mengakui bahwa keturunan (nasab) yang sah, ialah
keturunan (anak) yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
Dengan demikian, mengangkat (adopsi) anak sampai memutus
nasab dengan ayah dan ibu kandungnya dan beralih nasabnya
pada orang yang mengadopsi, maka hal ini bertentangan
dengan syari’ah Islam.

Oleh karenanya, pengangkatan anak dengan tidak mengubah
status nasab, dan dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial
untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan
penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan
yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh
Agama Islam.

Dalam realitas sosial, beberapa persoalan anak di atas
seringkali menimbulkan permasalahan penentuan wali nikah
pada saat akan melangsungkan pernikahan.

B. Rumusan Masalah:

1.  Siapakah yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan
yang lahir dari pasangan pernikahan sirri/pernikahan di
bawah tangan?

2. Siapakah yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan
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hasil zina?
Siapakah yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan
yang diadopsi sejak lahir?

Ketentuan Hukum:

Wali nikah anak perempuan yang dilahirkan dari
pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan yang
sah menurut Islam adalah ayah kandung kemudian wali
yang urutannya berada di bawahnya.

Wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan dari
luar nikah adalah hakim yang ditugaskan oleh pemerintah
(Kepala KUA).

Wali nikah dari anak angkat yang diadopsi sejak lahir
adalah ayah kandungnya kemudian wali yang urutannya
berada di bawahnya. Apabila tidak ada ayah kandung atau
wali nikah lainnya dari jalur ayah, maka yang menjadi
wali nikah adalah hakim (Kepala KUA).

. Rekomendasi:

Pemerintah diharapkan menfasilitasi kemudahan itsbat
nikah.

Pasangan yang sudah terlanjur melakukan nikah sirri
agar segera melakukan itshat nikah.

Masyarakat diharapkan tidak melakukan nikah sirri.
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E. Dasar Hukum:

1. Ayat-ayat al-Qur’an, antara lain:

490

a.

Ayat tentang keharusan adanya wali nikah.

BRI Cwew

“Dan barangsiapa di antara kamu yang tidak cukup
perbelanjaannya untuk menikahi wanita-wanita yang
terhormat lagi beriman, maka (bolehlah menikahi)
wanita yang beriman dari hamba sahayamu yang kamu
miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu
adalah dari sebagian yang lain, karena itu nikahilah
mereka dengan izin wali mereka dan berilah mereka
mahar dengan cara yang patut, mereka adalah wanita
yang menjaga diri, bukan pezina dan bukan (pula)
wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.”
(QS. An-Nisa [4]: 25)

Ayat tentang menjadikan air mani sebagai penentu
nasab.

C)gjﬁo)h«;ﬂ;.;d “su\u»d)ags-d\jb)

-‘;3-3»9 )
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“Dan Dialah yang menciptakan manusia dari air, lalu
menjadikannya sebagai kerabat dan ipar. Dan Tuhanmu
Maha Kuasa.” (QS. Al-Furgan [25]: 54)

Ayat tentang kebesaran Allah terkait pernikahan.

SRR EOSUSEIN L S E TN I R e 0

r}lj u\ﬂ! B\ 3 Z\}jj 535 r.é;\.w 2 a3 L@.J[
f)f;iww e

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berpikir.” (QS. Al-Rum [30]: 21).

Ayat terkait nasab anak angkat.
5] Jas U e 3 G e ) 01 o
ff_—szh_cs\ J;; v&:t@ﬂ\ e Oy plE3 L;)M\
555 3 0k dui5 2 ‘:3‘45-’53 g peol]
sg;m:cem 3269 151 (4) Sl e
: )")u’m@rb-’\j"\é 267,008
°’“’uu_<=s)4, \L}.\Mé\lﬁ.rf:«l_c
(0) s 00 21 55 223,
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“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai
anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah
perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan
yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang
benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan
(memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang
lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak
mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah
mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan
maula-maulamu.” (QS. Al-Ahzab [33]: 4 - 5).

Ayat terkait mahram (orang-orang yang haram dinikahi).
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“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-
anak perempuanmu; saudara-saudara perempuanmu;
saudara-saudara perempuan ayahmu (bibi dari pihak
ayah); saudara-saudara perempuan ibumu (bibi dari
pihak ibu); anak-anak perempuan dari saudaramu
yang laki-laki (keponakan perempuan dari saudara
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laki-laki); anak-anak perempuan dari saudaramu yang
perempuan (keponakan perempuan dari saudara
perempuan); ibu-ibu yang menyusui kamu; saudara-
saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu
(mertua perempuan); anak-anak tiri perempuan yang
dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu
gauli, tetapi jika kamu belum menggauli mereka (istri-
istrimu itu) maka tidak berdosa bagimu (menikahi
anak-anak mereka); dan (diharamkan bagimu menikahi)
istri-istri dari anak kandungmu; dan mengumpulkan
(dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara,
kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (QS. An-Nisa [4]: 23)

Ayat terkalt taat pada pem1mp1n

fmgjxjdy)\w”“\wuﬂ\w et
O\ Jyj‘)\j cUJ\ J\ ojajs s@» 3 r,,.c)\:» :)\3 (‘f_—:"w
3’\4)\) %l \’ P d\bﬁﬁ!\ j,J\) A.L\\.a C)ji.a; 438

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan
ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.” (QS. An-Nisa’ [4]: 59)
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2. Hadits Nabi £:

a.

494

Hadits Nabi £ tentang larangan menikah tanpa wali.

(W‘ ab)) QJ& L“g.).;b\.&)

“Diceritakan dari Ibnu Mas’'ud bahwa Nabi
bersabda: “Tidak ada pernikahan yang sah kecuali

disertai dengan wali dan dua orang saksi.” (HR. Al-
Baihaqi)

Hadits Nabi & tentang status nikah tanpa wali.

LP&L’FJ@\,Q\@\ wdu%@\u\cfu,\up
(ol olyy) - JLG GBS &5

“Diceritakan dari Ibnu Juraij bahwa Nabi < bersabda:
“Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya,
maka pernikahannya batal.” (HR. Al-Baihaqj)

Hadits Nabi £
bagi seseorang yang tidak memiliki wali nikah.

(Jj\bf‘ °\j)) ﬁdjy :;) Qw\

“Penguasa (sultan) adalah wali bagi orang yang tidak
memiliki wali.” (HR. Abu Daud)

Hadits Nabi
pemimpin.

WEREIA/FSSATPURAI SIS PV

tentang pemerintah merupakan wali

tentang kewajiban taat kepada
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“Rasulullah ¢ bersabda: “Kewajiban seorang muslim

i

adalah mendengar dan taat, baik dalam hal yang
disukainya maupun yang tidak disukainya, kecuali
jika diperintahkan untuk berbuat maksiat. Jika ia
diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak
ada kewajiban untuk mendengar dan tidak ada
kewajiban untuk taat.” (HR. An-Nasa’i)

Hadits Nabi £ tentang larangan manipulasi nasab.
5. o 3 8- sis - sy - - SEF L 27 £
&)ywﬁzdﬁ%y\ewm\cxg@)sd\&
(Lg)bdh\)))ﬂs—:\ﬂ AV M\Ju.)u%\

“Diceritakan dari Abu Dzar &, bahwa dia mendengar
Nabi & bersabda: “Tidaklah seseorang mengaku sebagai
anak dari orang lain (bukan ayahnya) padahal dia
mengetahuinya, kecuali dia telah kafir.” (HR. Al-
Bukhari)

Hadits Nabi i tentang perintah Nabi untuk
mengumumkan pernikahan

55 5 el 3B SN 3 ) B 3 e 52
(e olyy) £ 820 50T 6

“Diceritakan ‘Amir bin Abdullah bin Zubai dari
ayahnya dari Rasulullah £ bersabda: “Umumkanlah

pernikahan.” (HR. Al-Baihaqi)
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g. Hadits Nabi # tentang larangan melakukan tindakan
yang berdampak negatif.

(bu&\o\))).j\}b NG Y % w\
“Rasulullah 2 bersabda: Tzdak boleh membahayakan

diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang
lain.” (HR. Ibnu Majah)

3. Kaidah Fikih:

ns‘-ﬁ/

\.,.M AQYJM e S5 Lo AR MYJS\
Kekuasan yang khusus lebih kuat dari pada kekuasaan
yang umum.

R IFWRNIERAN
Hukum asal kelamin perempuan itu adalah haram
| }}\23\
Bahaya itu harus dihilangkan
ladl Be el e o) i

Kebijakan imam/pemermtah atas rakyat harus berdasar
maslahat.

4. Pendapat Para Ulama:
a. Dalam Fath al-Qarib, hal. 228, dijelaskan perihal

urutan wali dalam pernikahan

‘uw)@;nu;uj\)\ S s e

-
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Urutan wali: (dan yang palmg berhak men]adl wall)
dalam pernikahan adalah (ayah, kemudian kakek
dari pihak ayah), lalu ayah dari kakek tersebut, dan
seterusnya. Yang lebih dekat dari para kakek
didahulukan dari pada yang lebih jauh. (Kemudian
saudara laki-laki seayah dan seibu) meskipun jika
menggunakan istilah "syaqiq" (saudara kandung) akan
lebih tepat. (Kemudian saudara seayah, lalu anak
saudara laki-laki seayah dan seibu), meskipun jauh
tingkatannya, (kemudian anak saudara laki-laki seayah)
meskipun jauh tingkatannya. (Kemudian paman)
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kandung, kemudian paman seayah, (lalu anaknya)
yaitu anak dari keduanya, meskipun jauh tingkatannya
(dalam urutan ini), sehingga anak paman kandung
didahulukan dari pada anak paman seayah. (Jika
tidak ada lagi ashabah) dari kerabat (maka mantan
tuan yang memerdekakan) jika laki-laki, (kemudian
ashabahnya) menurut urutan warisan. Adapun mantan
tuan perempuan yang memerdekakan, jika masih
hidup, maka yang menikahkan budaknya adalah orang
yang memiliki hak menikahkan mantan tuan tersebut
sesuai urutan wali dari kerabat. Jika mantan tuan
perempuan tersebut meninggal, maka yang menikahkan
budaknya adalah orang yang memiliki hak perwalian
atas mantan tuan tersebut, kemudian anaknya, lalu
cucunya. (Kemudian hakim) menikahkan jika tidak
ada wali dari kerabat maupun dari kepemilikan budak.

Dalam Ghiyats al-Umam, hal. 197, disebutkan bahwa
pemerintah tidak mengatur persoalan keabsahan
ibadah badaniyyah.

eI N R v AL
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Ibadah-ibadah badaniyyah (yang melibatkan tubuh)
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yang diwajibkan Allah kepada orang-orang mukallaf,
tidak bergantung keabsahannya pada pandangan
pemimpin. Jika orang-orang yang melaksanakan ibadah
itu melaksanakannya dengan memenuhi syarat-syarat
dan rukun-rukunnya pada waktunya, maka ibadah
tersebut sah dan diakui keabsahannya. Dan sungguh
keliru orang yang mensyaratkan dalam pelaksanaan
shalat Jumat bahwa ia harus bergantung pada izin
pemimpin. Pembahasan lebih mendalam mengenai
hal ini diperlukan dalam ilmu syariat.

Dalam al-Ghurar al-Bahiyyah fi Syarh al-Bahjah al-
Wardiyyah, 4/132, dijelaskan perihal status anak yang
dilahirkan dari luar pernikahan.

2@ ks uu»\s:»«bu&uﬂyi AN
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Seseorang yang berzina dengan seorang wanita lalu
wanita itu melahirkan seorang anak perempuan, maka
dibolehkan baginya untuk menikahinya, meskipun ia
yakin bahwa anak perempuan itu adalah anaknya,
karena tidak ada kehormatan bagi sperma hasil zina.
Oleh sebab itu, menurut syariat, anak perempuan
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tersebut dianggap sebagai orang asing baginya, dengan
bukti tidak berlakunya hukum-hukum nasab pada
dirinya. Namun demikian, pernikahan tersebut makruh
agar keluar dari perbedaan pendapat (ulama). Jika
anak perempuan itu tidak haram bagi ayah biologisnya,
maka bagi yang lain dari pihaknya lebih diutamakan
(tidak haram pula). Adapun jika berkaitan dengan
ibu, maka hukumnya berbeda, anak dari hasil zina
tersebut haram bagi ibunya dan seluruh mahramnya
untuk menikahinya, karena adanya hubungan nasab
dan waris di antara mereka.

Dalam Bughyah al-Mustarsyidin, hal. 235, dijelaskan
perihal seorang anak tidak dapat bernasab jika
dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah akad nikah
dan lebih dari 4 tahun setelah perceraian atau
kematian (sejak kemungkinan terakhir kali suami
berhubungan intim).

Q’;g‘;@@&j;;cjs\@e%ués;(wéﬁ‘ 2)
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Sebuah permasalahan. lea (seorang lakl laki) menlkahl
wanita yang hamil akibat zina, lalu wanita tersebut
melahirkan anak yang sempurna, maka terdapat
empat kondisi terkait anak tersebut, antara lain:
Anak tersebut tidak diakui sebagai anak oleh suami,
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baik secara lahir maupun batin, tanpa perlu sumpah
li'an, yaitu ketika anak tersebut lahir kurang dari
enam bulan sejak kemungkinan pertama kali suami
berhubungan setelah akad, atau lahir lebih dari
empat tahun sejak kemungkinan terakhir kali suami
berhubungan intim.

Dalam I'anah ath-Thalibin, 3/360, disebutkan perihal
seorang hakim menjadi wali nikah ketika tidak adanya

wali nasab.
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Hakim dapat menikahkan dalam beberapa keadaan
yang disebutkan dalam sebuah nazham yang mengandung
berbagai permasalahan penting, yaitu: ketiadaan
wali, kehilangan wali, wali yang menikah sendiri, serta
tidak adanya wali (kondisi wali berada di tempat) di
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jarak yang diperbolehkan meringkas shalat. Begitu juga
wali yang pingsan, terhalang oleh penjara, seorang
budak milik seseorang yang tidak mampu (secara
finansial), seseorang yang sedang ihram, atau
menolak menikahkan (menahan diri), ibu dari anak
(yang telah) masuk Islam sementara ayahnya masih
kafir. (Sebagian ulama menambahkan) terhadap
keadaan tersebut, yaitu pernikahan bagi wanita yang
gila dan tidak memiliki wali yang bisa memaksakan
pernikahan setelah baligh, maka tambahkan hal ini
dan segera lakukan (pernikahan). (Dan ucapan
‘ketiadaan wali”) maksudnya adalah jika tidak ada wali
sama sekali baginya. (sedangkan ucapan “kehilangan
wali”) maksudnya adalah jika wali tersebut hilang,
yaitu pergi dan tidak diketahui apakah ia masih hidup
atau sudah mati, serta tidak diketahui tempat
keberadaannya, dengan syarat bahwa tidak ada hakim
yang memutuskan kematiannya. Jika seorang hakim
memutuskan kematiannya, maka hak perwalian
berpindah kepada wali yang lebih jauh.

Dalam Mausu’ah al-Fighiyyah al-Kuwaitiyyah, X/120
disebutkan bahwa pengangkatan anak yang dianggap
bernasab tidak memiliki legalitas dalam syariat
sekaligus dampak-dampaknya.
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Adopsi (tabanni) adalah ketika seseorang menjadikan
anak orang lain sebagai anaknya sendiri. Pada masa
jahiliah, seorang laki-laki melakukan proses adopsi
terhadap orang lain dan menjadikannya seperti anak
kandungnya sendiri, dan orang-orang pun memanggilnya
dengan nama ayah angkatnya, serta ia mewarisi harta
seperti anak kandung. Dalam penggunaan bahasa Arab,
kata 'iddiaa’ (¢le2) lebih sering digunakan untuk
merujuk pada adopsi, seperti dalam ungkapan 'Fulan
mengadopsi Fulan'. Dari situ pula muncul istilah
adda’i (=) yang berarti mengangkat anak. Allah
Ta'ala berfirman: 'Dan Allah tidak menjadikan anak-
anak angkatmu sebagai anak kandungmu' (Al-Ahzab:
4). Penggunaan istilah tabanni oleh para ahli fikih
tidak berbeda dari makna bahasanya, hingga dikatakan:
(Hukum taklifi): Islam mengharamkan adopsi dan
membatalkan semua akibat hukumnya.

Dalam Al-Igna’ fi Hilli Alfadz Abi Syuja’, 2/461,
disebutkan perihal keharaman menisbatkan seseorang
yang bukan keturunannya.
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Menisbatkan seseorang yang bukan keturunannya

adalah haram, sebagaimana haramnya menolak seseorang
yang benar-benar merupakan keturunannya.

Dalam Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, 10/7573 disebutkan
bahwa pemerintah boleh memerintahkan perkara
mubah yang di dalamnya terdapat maslahat.
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Dan di antara kaidah syariah adalah bahwa penguasa
(wali al-Amr) berhak memerintahkan sesuatu yang
mubah (diperbolehkan), karena terdapat kemaslahatan

umum, dan kapan pun ia memerintahkannya, wajib
ditaati.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun
2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan

Tim Perumus Komisi C:

1.
2.
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Dr. KH. Abdul Hamid Pujiono, M.Ag
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Ditetapkan di: Gresik
Pada tanggal: 25 Rabiul Awal 1446 H
29 September 2024

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR II
Sekretaris

KH. Sholihin Hasan, M.H.I KH<ATi Maghfur Syadzili

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
tua Umum,

Sekretaris Umum,

XN
‘,

KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallal;
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FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 1 Tahun 2025
Tentang
PENGGUNAAN SOUND HOREG

PEy )

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa

Timur setelah:

Menimbang:

a.

Bahwa pada tanggal 3 Juli 2025, Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Provinsi Jawa Timur menerima surat permohonan
fatwa dari anggota masyarakat perihal fenomena sound
horeg di Jawa Timur.

Bahwa telah terjadi pro dan kontra perihal keberadaan
sound horeg di Jawa Timur dengan berbagai argumentasi
masing-masing, bahkan perbedaan itu berpotensi menjurus
pada konflik horizontal yang sangat merugikan.

Bahwa telah ada kelompok masyarakat yang menggalang
petisi penolakan sound horeg di Jawa Timur yang
ditandatangani oleh 828 orang per tanggal 3 Juli 2025.
Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUTI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan
fatwa tentang penggunaan sound horeg.

Mengingat:

1.
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Firman Allah antara lain;:
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Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada
kebinasaan.

M U\w \Q\ ‘W W\er.s \.sj,BJJY)
“Dan]anganlah kamu men]atuhkan dirimu sendiri ke

dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
berbuat baik.” (QS. Al-Bagarah [2]: 195)

Ayat tentang larangan menyakiti orang lain.
27 (08 . -2 . o~ /o°//o ° <°;°c _
S 1528 G il Geeidl 555 ol
Zo 3 Zo5 Z1z08 (o -20
SOARTAUEAARR

“Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan
mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat,
maka sungguh mereka telah memikul kebohongan
dan dosa yang nyata.” (QS. Al-Ahzab [33]: 58)

Ayat tentang larangan berbuat kerusakan di muka
bumi.

L)_}J\.NM 2 )\)\ d \}:.;:: Y 9
“langanlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi.”
(QS. Al-A’raf [7]: 74)

Ayat terkait perintah mengerjakan yang datang Nabi
dan meninggalkan larangannya.

1,015 156850 e 22l Ui 55088 ) 22T
Ol 2305 2y &) 2
“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah
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dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah
dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah
sangat keras hukumanNya.” (QS. Al-Hasyr’ [59]: 7)

e. Ayat terkait larangan mencampur adukkan kebenaran
dengan kebatilan.

05 ity g il g, s
“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran
dengan kebatilan dan (janganah) kamu sembunyikan
kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS.
Al-Bagarah [2]: 42)

f.  Ayat tentang perintah mematuhi Allah, Utusan dan
pemegang kekuasaan.

Al dan i

15 200 abl 15T 3l Gl g
“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan

taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di
antara kalian.” (QS. An-Nisa’ [4]: 59)

2. Hadits Nabi 4 antara lain:

a. Hadits Nabi ¢ terkait larangan membahayakan diri
sendiri dan orang lain:

50 5575 Vi 035 06 1J6 Ge ) 2
(Qab 5 by ey anle ploly )
“Dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah #: bersabda:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang
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lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Thabrani).

Hadits Nabi ¢ terkait larangan membahayakan dan
mempersulit orang lain:

o~

(3915 salol5,) ade 201 BLE BLE 52508 201 551515 4
“Barangsiapa yang membahayakan/merugikan orang
lain, maka Allah akan merugikannya. Dan barangsiapa

yang mempersulit orang lain, maka Allah akan
mempersulit urusannya.” (HR. Abu Daud)

Hadits Nabi £ terkait substansi muslim:
S @l eady sl e GRIN T o5 i
(s sly)) Al 4| (B3 G 50

“Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin
selamat dari (gangguan) lisan dan tangannya. Dan
seorang muhajir (orang yang berhijrah) adalah orang
yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah.”
(HR. Muslim)

Hadits Nabi ¢ terkait larangan mengganggu jalan
orang lain:

) eedind a2 E555 1nk 3 Gl T
(Gl

“Barangsiapa yang mengganggu kaum Muslimin di
jalan-jalan mereka, maka wajib atasnya laknat.” (HR.

Al-Thabrani)
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Hadits Nabi 4 tentang larangan bercampurnya laki-

laki dengan perempuan.

2 P
£ S\" L0~ o -~

J5s A '”\w‘u.c@hm\l\wsd L59R e
J\.@M BALSEE :\7;:.,;3\34@\.&3@ :Jjgf%f&\
LA A 3 JE BN G Ll @

Pl

f}éilc _)B\ /.-?;D": :ﬂ' u‘:‘j Mb
s )\,\;L L5 o) oK J.us by
(3_)\.3).3\ o\))).f\i @}}A :}‘32\)‘%\:’ 3% /::

“Diceritakan dari Hamzah bin Abi Asyad al-Anshari,
dari bapaknya sesungguhnya ia mendengar Rasulullah
&> bersabda, di saat Rasulullah keluar dari masjid,
sedangkan orang laki-laki bercampur dengan para
wanita di jalan, maka Rasulullah ¢ bersabda kepada
para wanita “minggirlah kalian, karena sesungguhnya
kalian tidak berhak berjalan di tengah, kalian wajib
berjalan di pinggir’, maka para wanita merapat di tembok

sampai bajunya menempel ke tembok karena rapatnya.”
(HR. Abu Daud)

Hadits Nabi « terkait larangan melihat aurat:

disse WA g d) e usy
28 V5 e G G o ) a5 ekl s

(s o135 223 5301 3 320 Byl
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3.

“langanlah seorang lelaki melihat aurat lelaki (lainnya),
dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat
wanita (lainnya). Seorang pria tidak boleh bersama
pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula
seorang wanita bersama wanita lainnya dalam satu
kain.” (HR. Muslim)

g. Hadits Nabi 42 tentang perintah merubah kemunkaran.
o 2 5k 0 035 2 e S 0
(s 1) U RSO 13 s

“Abu Sa’id berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah
& bersabda: “Barangsiapa di antara kalian melihat
kemunkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika
tak mampu maka dengan lisannya. Jika tak mampu
maka dengan hatinya, dan itulah paling lemahnya
iman.” (HR. Muslim)

Kaidah-kaidah Fikih antara lain;

G 2 e Jus 3% TN s oslaudd 3 Joi
Prinsip dasar dalam muamalat adalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

,)‘ }}aj\
Bahaya harus dihilangkan.
OBEN 35 55 Sl
Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.
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Al s e pAEs Gl s
Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari
pada mengambil kemaslahatan.

L_@b/,ff@\s;;\, o\l \L,cﬂuuw o5& 18

Bila ada dua mafsadah bertentangan, maka yang harus
dihindari adalah mafsadah yang dampaknya lebih besar
dengan melakukan sesuatu yang dampaknya lebih ringan.

Aa:LaJ°/\.> AT )\&cr\.ﬁ\ 5 25

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan
kemaslahatan.

Memperhatikan:

1.

512

Dalam Fatawa al-Azhar, 7/240, Syekh Hasanain Makhluf
menyatakan bahwa setiap cara yang dapat mengantarkan
kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka
hukumnya wajib secara syar'’i.

i1 )uguﬁjmﬁu(&@sg\é \J\;ﬂsv,)

(Dan janganlah kamu menjatuhkan dlrlmu sendiri ke
dalam kebinasaan,) Al-Baqgarah 195. Dan setiap cara yang
dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada
kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar’i.

Dalam al-Figh al-Islami wa Adzillatuh, 4/388, dijelaskan
perihal penggunaan hak yang sesuai dengan syariat.
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Penggunaan hak sesuai syariat: Seseorang harus
menggunakan haknya sesuai dengan apa yang
diperintahkan dan diizinkan oleh syariat. Maka tidak
diperbolehkan baginya untuk menggunakan haknya dengan
cara yang dapat merugikan orang lain, baik individu

maupun kelompok, baik ia berniat merugikan atau tidak.
Ia juga tidak diperbolehkan merusak atau menghambur-
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hamburkan hartanya, karena hal itu tidak tidak sesuai
syariat. ... Demikian pula, seseorang dilarang menggunakan
haknya jika ia menggunakannya dengan cara yang tidak
biasa, meskipun tidak timbul kerugian yang tampak
karena penggunaan dengan cara seperti ini tidak lepas
dari bahaya, dan tidak tampaknya bahaya bukan berarti
bahaya itu tidak ada dalam kenyataan. Namun hal itu
mencegah adanya tuntutan ganti rugi karena tidak adanya
bukti yang jelas atas kerugian tersebut. Jika penggunaan
itu biasa dan lumrah, lalu timbul kerugian, maka hal itu
tidak dianggap sebagai penyalahgunaan hak, dan tidak
menimbulkan tanggungan ganti rugi. Contohnya seperti
seorang dokter bedah yang melakukan operasi biasa, lalu
pasiennya meninggal dunia maka ia tidak menangqung
kesalahan. Begitu pula seseorang yang menyalakan tungku
yang asapnya menggangqu tetangga atau mengoperasikan
mesin dengan suara yang biasa terdengar dan mengganggu
tetangga maka tidak ada tanggungan ganti rugi karena
semua itu termasuk hal yang biasa dan lumrah.

3. Dalam al-Bujairami ‘ala al-Manhaj, 10/272, dijelaskan
perihal aktifitas yang tidak sesuai kebiasaan.

Nl AL 25 b @l 535 G Jas 4 & Jold
1385 i 25 &) il ’ffpdxgguu&;mﬁ;
353, 5331 25

Kesimpulannya adalah bahwa seseorang boleh melakukan
sesuatu yang sesuai dengan kebiasaan (adat), meskipun hal

itu merugikan (membahayakan) kepemilikan maupun
514 Himpunan Fatwa



pemiliknya. Dan ia juga boleh melakukan sesuatu yang
menyelisihi kebiasaan apabila tidak membahayakan
kepemilikan. Namun jika membahayakan kepemilikan,
maka tidak boleh. Demikian pula jika hal itu
membahayakan orang lain (pihak ketiga), maka itu lebih
utama untuk dilarang.

Dalam al-Figh al-Islami wa Adzillatuh, 4/394, dijelaskan
perihal penggunaan hak yang merugikan orang lain.

\J} juﬁ)ﬂ S35 el e JL;LL\)\ s\ SOSH]|
Sl e 3 .>\...’.Ajs.cj£- Lfc i;z;-gu\i\ J.f..:&fd\
t\;.\‘.}\ Y 8; aoais ¢ ju.U”/ ’ﬁ’“

e gsé\ﬁb ub«zﬂ @c}d\

Kaedah keempat penggunaan yang tidak lazim dan

’tw

mengakibatkan kerugian bagi orang lain: Apabila seseorang
menggunakan haknya dengan cara yang tidak lazim
menurut kebiasaan masyarakat, lalu hal itu menimbulkan
kerugian bagi orang lain, maka ia dianggap bertindak
sewenang-wenang, seperti mengeraskan suara radio yang
mengganggu para tetangga dan menyebabkan mereka
merasa terganggu karenanya.

Dalam Hasyiah al-Syarwani, 2/57, dijelaskan perihal
mengeraskan suara saat shalat yang mengganggu orang
lain.

3 907

s_0° ;‘5 08 8 0o, ~ .~ ?E:’ o~ ,o:
J.%u Ww\jcgsswyu\u{:)@\rﬁ)
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Dan haram mengeraskan suara di dekat orang yang
terganggu karenanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa
hal itu hanya makruh saja, dan kemungkinan pendapat
tersebut dimaksudkan jika gangguannya tidak benar-
benar terjadi.

6. Dalam Qalaid al-Kharaid, 2/356, dijelaskan perihal
keharusan mencegah dan menghilangkan hal-hal yang
membahayakan orang lain.

Jof;) T4

ML’JJL&Q?WJ»»M&%)

J6 Gylaihn 46 ‘J"’r‘)d‘) L6 4 S e
’umj&”ﬂbw |55 &5 N G e
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Wajzb atas pemilik dinding yang rusak dan menghadap ke

’n\

jalan umum untuk merobohkannya, jika dikhawatirkan
akan roboh dan membahayakan orang lain, meskipun
dinding itu belum miring. Ini dikatakan oleh al-Tanbadawi.
Menurut Musa bin al-Zain, apabila para pemain seperti
pemain bola atau lainnya mempersempit jalan bagi para
pejalan kaki, atau timbul gangguan kepada orang-orang
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karena perbuatan mereka atau teriakan mereka yang
mengganggu ketenangan, seperti menghalangi orang
tidur dan sebagainya, atau karena orang-orang duduk di
pelataran rumah mereka, maka wajib bagi para wali
(orang tua/pengasuh) mereka dan pemimpin mereka
bahkan setiap orang yang mampu untuk menegur dan
mencegah mereka. Barang siapa yang menolak berhenti,
maka ia dihukum ta'zir oleh penguasa. la juga berkata:
Apabila suatu kemunkaran telah dilaporkan kepada seorang
penguasa (wali), lalu dia mampu untuk menghilangkannya
tetapi tidak melakukannya, maka ia berdosa.

Dalam Tuhfah al-Muhtaj, 25/173, dijelaskan perihal ganti
rugi dari penggunaan hak yang melampaui kewajaran

55 <o>w\¢o&w>mxw<»wuj«z@
,@jsvu)\»gw\f}mﬁbug

B(ei 9 456 ¥55% g,muﬁé;ssuszc:;:u@
S &)\uzj&’fu(w)sgw\%gﬁ

° 2/@\‘2/} /’,raf - %
s paid] 5alB 5a 1S Ol 4 Sgd

Setiap pemilik boleh bertindak atas miliknya menurut

6

i\\

kebiasaan yang berlaku, meskipun hal itu menyebabkan
kerugian kepada tetangganya seperti robohnya dinding
milik tetangga akibat penggalian yang wajar dilakukan,
atau berubahnya kondisi sumur tetangganya karena
pembersihan yang wajar dilakukan karena pelarangan
terhadap hal tersebut justru menimbulkan kerugian yang

MUI Jawa Timur 517



tidak dapat diganti. Namun jika ia melampaui batas
kewajaran, maka ia wajib menanggung kerugian yang
timbul dari perbuatannya, baik secara pasti maupun dengan
dugaan kuat, seperti bila dua orang ahli memberikan
kesaksian atasnya karena hal itu menunjukkan adanya
kelalaian darinya.

8. Dalam Al-Figh al-Islamiwa Adzillatuh, 7/559-563, dijelaskan
perihal kewajiban tanggungjawab dari perbuatan yang
menimbulkan kerusakan.

alaiy 578 Jas ol 54 e SN
Nyios bidass ¢ JEE T bl s JM &l ahals S
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Pertama: Tanggungjawab penuh atas pelaku langsung:
Pelaku langsung adalah orang yang menimbulkan kerusakan
(kerugian) dengan perbuatannya secara langsung tanpa
perantara, yaitu tanpa campur tangan dari perbuatan
orang lain yang bertindak atas kehendaknya sendiri. Orang
tersebut bertanggungjawab atas perbuatannya. Kedua:
Tanggungjawab penuh atas orang yang menyebabkan:
Orang yang menyebabkan (kerusakan) adalah orang yang
melakukan suatu perbuatan yang secara umum dapat
mengakibatkan kerusakan pada sesuatu, namun kerusakan
itu tidak terjadi langsung dari dirinya, melainkan melalui
perantara, yaitu tindakan orang lain yang bertindak
secara sukarela. Orang yang menyebabkan kerusakan
bertanggung jawab sendiri jika ia melampaui batas. ...
Maka barangsiapa yang memberikan sebilah pisau
kepada anak kecil untuk dipegangkan baginya, lalu pisau
itu jatuh dan melukainya, maka tanggungjawab (diyat)
berada pada orang yang memberikannya, karena sebab
(kerusakan) dalam kasus ini mengandung unsur pelanggaran
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(melampaui batas), disebabkan anak kecil tersebut tidak
melakukan perbuatan secara langsung, sehingga ia tidak
bertanggungjawab, dan pisau secara sifatnya adalah alat
yang dapat melukai. Ketiga: Tanggungjawab bersama
antara penyebab (tidak langsung) dan pelaku langsung:
Penyebab (tidak langsung) bertanggungjawab bersama
dengan pelaku langsung jika sebab tersebut memiliki
pengaruh yang dapat menyebabkan kerusakan secara
independen, ketika tidak disertai perbuatan langsung.
Artinya, jika kekuatan antara sebab dan perbuatan langsung
seimbang, atau dampak dari keduanya setara dalam
menimbulkan perbuatan, maka penyebab dan pelaku
langsung bersama-sama bertanggungjawab atas terjadinya
pembunuhan. Contoh: jika ada seseorang yang menuntun
hewan tunggangan dan orang lain menungganginya secara
bersamaan, lalu hewan itu menimbulkan kerusakan, maka
tanggungjawab (ganti rugi atau diyat) ditanggung oleh
keduanya, karena menuntun hewan saja bisa menyebabkan
kerusakan, meskipun tanpa ada penunggang. Demikian
pula, jika seseorang menyentak hewan (agar bergerak)
atas perintah penunggangnya, maka tanggung jawab
berada pada keduanya, karena orang yang menggerakkan
seperti orang yang menuntun.

9. Dalam Kifayah al-Akhyar, hal. 930, dijelaskan perihal
kewajiban menutup aurat secara mutlak.
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10.

11.

12.

Adapun menutup aurat itu wajib secara mutlak, bahkan
ketika sendirian dan dalam kegelapan menurut pendapat
yang rajih (kuat), karena Allah Ta‘ala lebih berhak untuk
kita merasa malu kepada-Nya, baik ketika dalam shalat
maupun di luar shalat.

Dalam Is’ad al-Rafig, 2/67, terdapat larangan bercampurnya
laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram.

3L Ju B3 ool ska ) 15T ouj;;i\
3o a0 el sl e GUS Je CE W u\c}iﬁ-\

Sebagian dari paling buruknya sesuatu yang haram dan
paling beratnya sesuatu yang dilarang adalah bercampurnya
laki-laki dengan perempuan dalam tempat perkumpulan,
karena hal itu bisa menimbulkan kerusakan dan fitnah
yang keji.

Dalam Is’‘ad al-Rafiq, 2/67, dijelaskan perihal cakupan
maksiat.

(51 &) E535 150 G a3l (aandl #5401 i
ais Lol Lo Y ) G 5 (o 50) 25300

Termasuk kategori maksiat adalah senang dengan terjadinya
kemaksiatan dan merelakannya baik kemaksiatan tersebut
keluar dari dirinya atau orang lain karena rela dengan
terjadinya kemaksiatan adalah kemaksiatan.

Imam al-Ghazali, dalam Al-Mustasfa, 1/438, menyatakan
bahwa kemaslahatan adalah proteksi (perlindungan)
terhadap tujuan syara’.
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Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan terkait
mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan yang
kami maksud dalam hal ini bukan makna tersebut, karena
sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya
adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan
tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahah
adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara’
sedangkan tujuan syara’ bagi manusia itu ada lima; yaitu
perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta
mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya
lima prinsip tujuan hukum itu disebut “maslahah’.
Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima
prinsip tujuan itu disebut kerusakan (mafsadah) dan
menolak kerusakan itu juga maslahah.

Dalam Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, 2/122,
disebutkan perihal kebijakan yang harus diambil penguasa
bersama para wakilnya.
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Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil
kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak
bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan
dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan
hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu
mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan
kesulitan yang berat.

Beberapa data yang terhimpun terkait sound horeg
sebagaimana berikut:

a. Sound horeg bisa mencapai 120-135 desibel (dB) atau
lebih, sedangkan ambang batas yang direkomendasikan
oleh World Health Organization (WHO) adalah 85
desibel (dB) untuk paparan selama 8 jam.

b. Sound horeg digunakan dalam berbagai acara, seperti
pernikahan, ulang tahun, karnaval, serta dalam berbagai
kegiatan masyarakat lainnya. Dalam prakteknya pemilik
sound horeg sebagai penyedia jasa, sedangkan konsep
kegiatannya ditentukan oleh pihak event organizer
atau pihak penyewa.

c. Sound horeg sering digunakan untuk kegiatan yang
di dalamnya terdapat aktivitas seperti tarian atau
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joget bebas, campur baur laki-laki dan perempuan
(ikhtilath), dan lain-lain.

Keberadaan sound horeg dapat menimbulkan berbagai
dampak, baik positif maupun negatif. Beberapa dampak
fositif seperti menumbuhkan ekonomi penyedia jasa
sound horeg, penjaga parkir, penjual makanan dan
lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya meliputi
gangguan pendengaran, kecemasan, gangguan aktifitas
belajar, gangguan kesehatan dan potensi kerusakan
bangunan akibat getaran.

15. Beberapa data yang terhimpun dari hasil kajian
lapangan MUI Kab. Jember sebagaimana berikut:

a.

524

Pengukuran suara soud horeg dilakukan di JI. Batu
Piring, Dusun Gumuk Suda, Bedadung, Pakusari
Jember pada tanggal 22 Juni 2025 pukul 20.00 WIB
menggunakan sound level meter tipe GM 1358 di 3
titik, yaitu jarak 10 meter, jarak 25 meter dan 40
meter. Di jarak 10 meter volume suara lebih dari 100
dB. Di jarak 25 meter volume suara 95 dB dan di
jarak 40 meter berkisar antara 8o-go dB.
Pengukuran suara soud horeg dilakukan di Jl. Mr
Wahid Renes Wirowongso Ajung Jember pukul
20.30 WIB menggunakan sound level meter tipe GM
1358 dengan hasil volume suara 95 dB pada jarak 15
meter.

Pengukuran suara soud horeg dilakukan di Selatan
lapangan Jatimulyo Jenggawah Jember pukul 21.00
WIB ditemukan volume sound pada angka 8o dB di
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d.

jarak 15 meter. Setelah pukul 22.00 WIB volume
sound berada di angka 9o dB di jarak yang sama.

JI. Mr Wahid Renes Wirowongso Ajung Jember
pukul 20.30 WIB menggunakan sound level meter
tipe GM 1358 dengan hasil volume suara 95 dB pada
jarak 15 meter.

16. Prof. Dr. Nyilo Purnami, dr., Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp.N.O
(K)., FICS, FISCM, selaku ahli THT di Fakultas Kedokteran
Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Umum Daerah

Dr. Soetomo Surabaya, memberi pandangan saat sidang
fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 9 Juli 2025 terkait
sound horeg sebagaimana berikut:

a.

Tingkat kebisingan di berbagai lingkungan, seperti
di rumah, tempat kerja, dan tempat umum dalam
batas aman yang direkomendasikan World Health
Organization (WHO) organisasi Kesehatan dunia
adalah 85 desibel (dB) untuk paparan selama 8 jam,
sementara desibel (dB) pada sound horeg bisa
mencapai 120-135 dB atau lebih.

Intensitas kebisingan dari besaran desibel harus
memperhatikan waktu batas paparan, seperti 85 dB
selama 8 jam/hari, 88 dB selama 4 jam/hari, 91 dB
selama 2 jam/hari, 94 dB selama 1 jam/hari, 100 dB
selama 30 menit/hari, 121 dB selama selama 7, 03
detik/hari, 124 dB selama 3,52 detik/hari dan 133 dB
selama 0,44 detik/hari.

Terkait dengan pendengaran, kebisingan bisa
mengakibatkan gangguan pendengaran, gangguan
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pendengaran bertipe saraf atau sensorineural yang
mengakibatkan kerusakan struktur serabut saraf di
telinga bagian dalam. Di samping itu efek peningkatan
ambang dengar menetap/permanen akibat kerusakan
permanen sel koklea akibat bising > 120 dB.
Kebisingan juga bisa berdampak pada penyakit
kardiovaskular, gangguan kognitif, gangguan tidur,
tinnitus dan mengganggu secara sosial.

17. Beberapa regulasi antara lain sebagaimana berikut:

526

a.

Pasal 28H UUD 1945 ayat 1 “Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia disebutkan definisi hak asasi
manusia “Sebagai seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat kemanusiaan”.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor Per.13/MEN/X/2o011:
menetapkan Nilai Ambang Batas (NBA) kebisingan
sebesar 85 dB untuk waktu 8 jam sehari atau 40 jam
seminggu.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018
menetapkan Nilai Ambang Batas (NBA) kebisingan
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18.

sebesar 85 dB untuk waktu 8 jam sehari atau 40 jam
seminggu.

e. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai
berikut. “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan
orang yang menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang
Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 13
Muharram 1447 H. Bertepatan dengan tanggal 8 Juli 2025
M dari berbagai sumber, antara lain; Biro Hukum
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, paguyuban pengusaha
sound horeg kabupaten Malang, ahli THT dari rumah
sakit Dr. Soetomo Surabaya, dan perwakilan masyarakat
terdampak.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG PENGGUNAAN

SOUND HOREG

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

1.

Sound Horeg adalah sistem audio yang mempunyai
potensi volume tinggi, biasanya fokus pada frekuensi
rendah (bass). Istilah "horeg" berasal dari bahasa
Jawa, yang berarti "bergetar” atau "bergerak". Secara
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harfiah berarti "suara yang membuat bergetar”.
Desibel (dB) adalah satuan yang digunakan untuk
menyatakan intensitas suara. Desibel juga merupakan
sebuah unit logaritmis untuk mendeskripsikan suatu
rasio. Rasio tersebut dapat berupa daya (power),
tekanan suara (sound pressure), tegangan atau
voltasi (voltage), intensitas (intencity), atau hal-hal
lainnya.

Kedua: Ketentuan Hukum

1.

528

Memanfaatkan kemajuan teknologi audio digital
dalam kegiatan sosial, budaya dan lain-lain merupakan
sesuatu yang positif selama tidak bertentangan dengan
perundang-undangan dan tidak menyalahi prinsip-
prinsip syari’ah.

Setiap individu memiliki hak berekspresi selama tidak
mengganggu hak asasi orang lain.

Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara
melebihi batas wajar (tertera dalam konsideran) sehingga
dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan,
dan atau merusak fasilitas umum atau barang milik
orang lain, memutar musik diiringi joget pria wanita
dengan membuka aurat dan kemunkaran lain, baik
dilokalisir pada tempat tertentu maupun dibawa
berkeliling pemukiman warga hukumnya haram.
Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara
secara wajar untuk berbagai kegiatan positif, seperti
resepsi pernikahan, pengajian, shalawatan dan lain-
lain, serta steril dari hal-hal yang diharamkan hukumnya
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Ketiga:

1.

boleh.

Battle sound atau adu sound yang dipastikan
menimbulkan mudarat yaitu kebisingan melebihi
ambang batas dan berpotensi tabdzir dan idha’atul
mal (menyia-nyiakan harta) hukumnya haram secara
mutlak.

Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara
melebihi batas wajar yang mengakibatkan dampak
kerugian terhadap pihak lain, wajib dilakukan
penggantian.

Rekomendasi

Meminta kepada penyedia jasa, event organizer dan
pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan sound
horeg agar bisa menjaga dan menghormati hak-hak
orang lain, ketertiban umum, serta norma-norma
agama.

Meminta kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur
untuk menginstruksikan kepada Pemerintah Kabupaten
/ Pemerintah Kota di Jawa Timur agar segera membuat
aturan sesuai kewenangannya tentang penggunaan
alat pengeras suara mulai dari perizinan, standar
penggunaan, dan sanksi dengan mempertimbangkan
berbagai macam aspek, termasuk norma agama.
Meminta kepada Kementerian Hukum untuk tidak
mengeluarkan legalitas berkaitan dengan sound horeg,
termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebelum
ada komitmen perbaikan dan penyesuaian sesuai
aturan yang berlaku.
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4. Menghimbau kepada masyarakat untuk bisa memilah
dan memilih hiburan yang positif, tidak membahayakan
bagi dirinya, serta saling memahami, menghormati
hak asasi orang lain dan tidak melanggar norma
agama maupun aturan negara.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan
perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan
sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan
dapat mengetahuinya, menghimbai kepada semua
pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 16 Muharram 1447 H
12 Juli 2025M

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA

ua, Sekretaris,

KH- akruf/(%ézin KH. Shélithin/Hasan, M.H.I
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Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

tua Umum, Sekretaris Umum,
A 7\

N

AN\

N\ 72,
'{\-\\ln“

.H., M.M Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

KH. Moh. Hasan Mutawakkil AlallaFk;
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FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: 2 Tahun 2025

Tentang
PENGGELONGGONGAN HEWAN

LA I 4} ‘,\ =
4&:—’,7)1\,/(5}%»/}\-——;9.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa
Timur setelah:

Menimbang:

a. Bahwa hasil sembelihan di rumah potong hewan merupakan
hulu dari produk halal, sehingga harus memperhatikan
standar yang sesuai dengan syariat Islam.

b. Bahwa di masyarakat masih ditemukan praktek
penggelonggangan hewan.

c. Bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui status
hukum penggelonggongan hewan.

d. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan
fatwa tentang hukum praktek penggelonggongan hewan.

Mengingat:
1.  Firman Allah antara lain:

a. Ayat terkait perintah makan sesuatu yang halal dan
baik.

155 Y5 Gk Ws 2331 3 e 158 8 Gl
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“Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari
apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu

mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu
musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqgarah [2]: 168)

Ayat terkait keharaman bangkai dan keharaman
hewan yang tidak memenuhi standar penyembelihan
secara syar’i.

AR Jelig sl s 2y dedl ade et
6&&1\/ ”'W;iﬂ) :Sj.aj,d 15 M\j 4 AJJ\
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah,
daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih
bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul,
yang jatuh, yang ditanduk.” (QS. Al-Maidah [5]: 3)

Ayat tentang keberadaan hewan sama seperti
manusia sebagai makhluk Allah.

r,A\y c\f&\:;‘-;b;g\))uo)\)\d \Juﬁ\ﬁj
Oy il by gs ;wuﬂu&js dw;ugéju;\
“Dan tidak ada seekor binatang yang ada di bumi dan
burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya,
melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga)
seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami

luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan
mereka dikumpulkan.” (QS. Al-An’am [6]: 38)
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Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada
kebinasaan.

(Mu\w \Q\ ‘W W\er.s” °°LJ,BJJY)
“Dan janganlah kamu men]atuhkan dirimu sendiri ke

dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
berbuat baik.” (QS. Al-Bagarah [2:]195)

Ayat tentang larangan memakan harta dengan cara
batil.

N gl pas 2l b Y T gl

Hl 25 B E 0558 0
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama suka di antara kamu.” (QS. Al- Nisa’ [4]:
29)

Ayat terkait perintah memenubhi ketentuan-ketentuan
dalam akad.

S3AL 158 1T um\ el

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad
itu.” (QS. Al- Ma’idah [5]: 1)

Ayat terkait larangan mencampuradukkan kebenaran
dengan kebatilan.

o} o/oﬂ\) L}‘Ls 5382 JLUL)LSE;.H y)
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“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran
dengan kebatilan dan (janganah) kamu sembunyikan

kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS.
Al-Baqarah [2]: 42)

h. Ayat tentang perintah tolong menolong dalam

kebajikan.
oI55 3 e 15 \sﬂbsﬁﬁw\&e 5555

u\.u.)\.,u.,u& 200 1.5 \)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam ( menger]akan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah
kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat
siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah [s]: 2)

i. Ayat tentang perintah mematuhi Allah, Utusan dan
pemegang kekuasaan.

N 5o pay a1 il g
e

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan

taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di
antara kalian.” (QS. An-Nisa’ [4]: 59)

2. Hadits Nabi & antara lain:

a. Hadits Nabi ¢ terkait perintah beretika dalam
penyembelihan.

s e % o5tz 2% 2 N2 2o & b B
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(5545 r*’=’*>‘ 5oy A A\\Wu S5 135 K3l
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“Sesungguhnya Allah mengharuskan berbuat baik
terhadap segala hal. Untuk itu, bila kalian membunuh,
bunuhlah dengan cara yang baik dan bila kalian
menyembelih, sembelihlan dengan cara yang baik.
Dan hendaknya satu di antara kalian mempertajam

pisaunya serta membuat senang hewan yang akan
disembelih.” (HR. Muslim)

Hadits Nabi 4 terkait laknat terhadap orang yang
menyiksa binatang.

(o) ol JEo (ot 30 G522 ) 2
“Diceritakan dari Ibnu Umar, Nabi #: melaknat
orang yang menyiksa binatang.” (HR. Al-Bukhari)

Hadits Nabi ¢ terkait larangan menjadikan hewan
hidup sebagai sasaran siksaan.

(r..).m.éo\j)) LGJ.CCJJ\;.;:::)\%&‘ o}jk}j

“Rasulullah £ melarang menjadikan hewan hidup
sebagai sasaran siksaan.” (HR. Muslim)

Hadits Nabi ¢ terkait ancaman bagi orang yang
menyiksa binatang.

528 a\J_A\wJ.c Jb%m\ ”/ji ﬁd‘u—c
Jg\d By @il J5 ks J
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“Diceritakan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah :
bersabda: “Seorang wanita disiksa karena seekor kucing.
Ia tidak memberinya makan dan tidak memberinya
minum, serta tidak melepaskannya agar bisa makan
dari serangga-serangga tanah.” (HR. Muslim)

Hadits Nabi ¢ terkait berbuat baik kepada hewan.

&@Qa}@};@ﬁ;ﬁ:%@é&\ ”’ J\e
AV IS w.z;j\ali}j%db L@J@w\)
u\b_, L@)J.cw e\l = Oy AREIS ‘u)u VLY \3

(,Aely))

“Rasulullah ¢ bersabda: Telah diampuni (dosa) seorang
wanita pezina karena ia melewati seekor anjing yang
berada di tepi sumur dan kehausan hingga menjulurkan
lidahnya. Rasulullah <2 bersabda: Hampir saja anjing
itu mati karena kehausan. Maka wanita itu melepas
sepatunya, lalu mengikatkannya dengan kerudungnya,
kemudian ia mengambil air (dari sumur) untuk anjing
itu. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya karena
perbuatannya itu.” (HR. Al-Bukhari)

Hadits Nabi ¢ terkait hasil pekerjaan yang paling
baik.

1 Jae s el aSli &

i

Alie 2 @ 1.2
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(aately)) )Bj:‘-; & Jgj o
“Ditanyakan kepada Nabi ¢; “Pekerjaan apa yang
paling baik?”. Nabi menjawab: “Pekerjaan seorang laki-
laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang tidak
ada penipuan dan pengkhianatan.” (HR. Ahmad)

Hadits Nabi ¢ terkait larangan jual beli yang
mengandung gharar.
(Wobj).gjﬂsé;&i@%féu\ Jlbd‘u.c
“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi ¢ melarang
jual beli yang mengandung gharar”. (HR. Muslim)

Hadits Nabi 2 terkait larangan melakukan penipuan
éf RVERICTRA & %4&\\ )Q\ ﬁd‘&

“Diceritakan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi
& bersabda: “Barangsiapa melakukan tipu daya, maka

ia bukan bagian dariku.” (HR. Muslim)

Hadits Nabi ¢ terkait larangan berbuat zalim.

1,58 106 g il 0325 510 s 5 s 52

(s ol,) aa)) 235 B BN G
“Diceritakan dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya
Nabi & bersabda: “Takutlah kalian semua terhadap
kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah
kegelapan di hari kiamat.” (HR. Muslim)
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k.

Hadits Nabi ¢ terkait larangan membahayakan diri
sendiri dan juga orang lain.

S N3 575 Y il 0325 J6 206 LGE ) 2

(GLlll 5y llay sty axle plely)
“Diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah
& bersabda “Tidak boleh membahayakan diri sendiri
dan juga orang lain.” (HR. ITbnu Majah, Ahmad, Malik
dan al-Thabrani)

Hadits Nabi £ terkait dampak konsumsi produk haram.
j;js\;s(;j\i:;y\ T ¥ &gk 4 &) e G
L ;L&\J;/ijgliljﬁc \,.a.,J”\ }..bwf
Ga&5 e das pihs B5das fis ks

(e 1) U3 A3 3 oA

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah thayyib
(baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik
dan halal); dan Kemudian Nabi menceritakan seorang
laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya
acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil
menengadahkan tangan ke langit ia berdoa: “Ya Tuhan,
Ya Tuhan”. Sedangkan, makanan orang itu haram,
minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu

menyantap yang haram. Bagaimana mungkin ia akan
dikabulkan doanya?.” (HR. Muslim)
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3.

1. Hadits Nabi ¢ terkait amar ma’ruf nahi munkar.

CL......: (J Qb sl ”i/’ 5 \Jﬁw r.’:;wo §b
u\.u\)\ : \ dbj 4.J.w CL.LLS ;J

<¢M )

“Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran,
maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya.
Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Orang
yang tidak mampu dengan lisannya, maka dengan
hatinya. Dan dengan hati ini adalah paling lemahnya
iman.” (HR. Muslim)

Kaidah-kaidah Fikih antara lain;

| ’j\aﬂ\
Bahaya harus dihilangkan.
Q&N\ Jees és.;i A
Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.
Aladl s e A8 il zs
Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari
pada mengambil kemaslahatan.

sl B3t e e el B

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan
kemaslahatan.
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Memperhatikan:

1.

Dalam Raudhah al-Thalibin, 4/59, disebutkan perihal
larangan menyakiti hewan.

o1k 3 s YV el 4851ah5 L a5l 16 535 Y5
Tidak boleh melakukan adu domba dan adu jago, baik
dengan imbalan maupun tanpa imbalan.

Dalam al-Tahrir wa al-Tanwir, 4/139, disebutkan perihal
syarat makanan tidak membahayakan

ym;ﬁmx o5 1N £ 56358 g,gﬁgj
ujesu NS T\;ﬁj\ ol g\ W3 s G 53 O 5 35S

< 0

\.:*;-\ Lﬁb Cu.:-ku &.)C.i Yj_)~ I )_)\,,a}fc

08058 o YO’ - 7z 02

).@.?.' xLe Qjé:u Q\j ¢u_a.d\ }/;;- \) Q\ :QM)Y\
UMJ«QU&L}Q\“VULﬁuﬁcJ\ZJ\w&w\
O J.;:.ﬁ\ \.:)EJ\ U'c’) cub)ub m\}ﬂ\ucjﬁmcb.u

Dan yang tampak bagiku adalah bahwa Allah telah

A &

menggantungkan (mensyaratkan) kebolehan makanan
pada sifat 'thayyib' (baik/layak). Maka tidak diragukan lagi
bahwa hal itu harus dilihat dari zat makanan itu sendiri,
yaitu bahwa ia tidak membahayakan, tidak menjijikkan, dan
tidak bertentangan dengan agama. Tanda terkumpulnya
sifat-sifat ini adalah tidak diharamkan oleh agama, dan
diterima oleh mayoritas manusia yang moderat, dari
segala jenis makanan yang dipandang manusia sebagai
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makanan yang tidak menjijikkan, tanpa memandang adat
kebiasaan, hal-hal yang biasa, dan kecenderungan tabiat
yang menyimpang.

3. Dalam Fatawa al-Azhar, 7/240, Syekh Hasanain Makhluf
menyatakan bahwa setiap cara yang dapat mengantarkan
kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka
hukumnya wajib secara syar'i.

u\fuu@m,u\(ww\f_a L\;jﬁyj)

€58 Calg 565 &l J‘

(Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke
dalam kebinasaan,) Al-Bagarah 195. Dan setiap cara yang

dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada
kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar’i.

4. Dalam Hasyiah al- Bujairami ‘ala al-Khatib, 13/97, disebutkan
perihal batasan al-hayat al—mustaqirrah

JbAwa\&J\;ur“’” e Nl BB Lo
S Gl 158 £, A dsy G gy
Cb L;w:\@)u\wuu;\;u;&m&@;;
el u\) aisa k) 555 }L 2S5 Co\)\j ;L;,J\j r;m:;\
e 55 2 o o\ U 45,2000
)mwf&”w@@“@;ﬂ@\@;égm

Kesimpulannya: syarat adanya hayat mustaqirrah ketika

sebelumnya terdapat sesuatu yang dapat menyebabkan
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kematian. Yang dimaksud dengan “hayah mustagqirrah”
adalah kehidupan yang masih disertai dengan gerakan
yang disengaja (sadar), berdasarkan tanda-tanda dan
indikasi, sehingga kuat dugaan bahwa kehidupan masih
ada. Di antara tandanya adalah: darah memancar setelah
dipotong saluran nafas dan saluran makannya. Dan yang
lebih kuat (pendapatnya) adalah cukup dengan adanya
gerakan yang kuat. Adapun al hayat al mustamirrah
adalah kehidupan yang tetap ada hingga hilang karena
penyembelihan atau semacamnya. Adapun gerakan
hidup hewan yang sudah disembelih adalah gerakan yang
tidak disertai dengan pendengaran, penglihatan, atau
gerakan yang disengaja.

Dalam Hasyiah al-Jamal, 11/55, disebutkan perihal hak
pembeli yang tertipu.

3;3(5}”;;;35)@@(&5) Jsa iffb 4 (,s.M)
é\ @wﬁu e 50052 (3 /,;;{));;s\w@w s,
459 A 5 B0 eyl e RS s

uaha.c-\ r.lbf b@j uk@,ﬁ\ L; J\B ()}\2:3\_) U,W\.L\,Jj \.:a.:\
os Jfﬂ\ F5e S S L C’M 20 27

AT Vi3 s
Bagi pembeli yang tidak tahu, memiliki hak memilih
disebabkan penipuan dan ini hukumnya haram karena
menyembunyikan sesuatu dan membahayakan, seperti

tashriyah sekalipaun pada hewan yang tidak boleh
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dimakan. Tashriyah adalah tindakan tidak memerah susu
atas hewan dalam waktu tertentu sebelum menjualnya
agar pembeli mengira hewan tersebut termasuk hewan
yang banyak susunya. Dalam al Muhimmat dijelaskan
bahwa ada anggapan keharaman tersebut ketika ada
keinginan untuk dijual tapi tidak seperti itu sebenarnya.
Al-Mutawalli menegaskan keharamannya secara mutlak
karena ada unsur menyakiti binatang.

6. Dalam Qawaaid al-Ahkam fi Mashaalih al-Anam, 1/167,
disebutkan terkait hak-hak hewan atas manusia.

£ e 5 & aul; ol e ol r,w
N \!\) A& :a,.,.,’ %5 99.4’ 2 ;M/ojfa)\ Eie P Ghis
et 7 e 3o i e i 1 2 Y 4
:W/ Yj Lg;/-J \J\ Lg;—b L}.w;' :)\) ‘CJ})\ Chj)sf&
CJQ Vi W@ 3355 gju LGkl iy Y el
u\j ISP S ey B35 u\j A L;\ﬁ B3y 3\
Yj\.as”’ &Yg\jc\.@;\glg U)\Ja)jfs /GHCZ.Z-
@y&u&g;s akie TLES\L AL
Hak-hak hewan ternak atas manusia adalah: (1) memenuhi
kebutuhan-kebutuhan dari jenis hewan-hewan tersebut,
walaupun hewan-hewan tersebut telah menua atau sakit

yang tidak dapat diambil manfaatnya; (2) tidak membebani
hewan-hewan tersebut melebihi batas kemampuannya;
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(3) tidak mengumpulkan di antara hewan tersebut atau
antara hal-hal yang membuat hewan tersebut terluka, baik
dari jenisnya atau selain dari jenisnya dengan mematahkan
tulangnya, menusuk, atau melukainya; (4) menyembelihnya
dengan baik jika menyembelihnya, tidak menguliti kulitnya
dan tidak pula mematahkan tulang hingga hewan tersebut
menjadi dingin dan hilang hidupnya, tidak menyembelih
anak hewan tersebut di depannya, namun mengisolasinya;
(6) membuat nyaman kandang dan tempat minumnya;
(7) menyatukan antara jantan dan betina bila telah
datang musim kawin; (8) tidak membuang buruannya;
(9) tidak menembak dengan apapaun yang mematahkan
tulangnya atau membunuhnya dengan benda-benda yang
menyebabkan tidak halal dagingnya.

Dalam Is’ad al-Rafig, 2/127, dijelaskan perihal memfasilitasi
atau membantu kemaksiatan.

@2\&s be dans 6 ol (Landl J6 BN G (5)

S GRS Laddl 38 &) B e 5T 4 51 U5 4
5555163 JB 21591 3 LS NS 1.8 e &)
ale BN & o Gl opid

Dan termasuk di antara yang diharamkan adalah
membantu dalam kemaksiatan, yakni membantu dalam
suatu maksiat dari maksiat-maksiat kepada Allah, baik
dengan ucapan, perbuatan, atau cara lainnya. Kemudian,
jika maksiat tersebut adalah dosa besar, maka bantuan
terhadap maksiat itu pun tergolong dosa besar pula.
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Sebagaimana disebutkan dalam kitab Az-Zawdjir, beliau
berkata di dalamnya: "Dan penyebutan saya terhadap dua
hal ini," yaitu: ridha terhadap maksiat dan membantu
dalam melakukannya.

8. Dalam Is’ad al-Rafiq, 2/67, dijelaskan perihal pembiaran
kemaksiatan.

(51 &) E535 £150 G Lag)is (Landy 5A)) W
ans Lol Lol Y A 615 5 (o8 () E535

Termasuk kategori maksiat adalah senang dengan
terjadinya kemaksiatan dan merelakannya baik
kemaksiatan tersebut keluar dari dirinya atau orang lain
karena rela dengan terjadinya kemaksiatan adalah
kemaksiatan.

9. Imam al-Ghazali, dalam Al-Mustasfa, 1/438, menyatakan
bahwa kemaslahatan adalah proteksi (perlindungan)
terhadap tujuan syara’.

g s i s 52 1Vl g e g isladld
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10.

AJJ.:G.;\.;.;JSJ aw}g_éd Y\ aJJb

Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan terkait
mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan yang
kami maksud dalam hal ini bukan makna tersebut, karena
sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya
adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan
tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahah
adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara’
sedangkan tujuan syara’ bagi manusia itu ada lima; yaitu
perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta
mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya
lima prinsip tujuan hukum itu disebut “maslahah”.
Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima
prinsip tujuan itu disebut kerusakan (mafsadah) dan
menolak kerusakan itu juga maslahah.

Dalam Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, 2/122,
disebutkan tentang kebijakan pemerintah.

CLasz\ﬁLuuu;;J\uﬁbjsu’ HATE AL A
5 Es ,:un W owsj)m 1255 ade A5
SV oY g;i_éj\ el e ESEA R 5
ERICE+EV N

Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil
kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak

bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan
keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh
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11.

548

mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di
saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali
mengakibatkan kesulitan yang berat.

Prof. Dr. H. Mustofa Helmi Effendi, drh., DTAPH dari
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga
Surabaya menyatakan sebagaimana berikut:

a.

Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang
berhubungan dengan keadaan fisik dan mental
hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang
perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi
hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak
terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
Tindakan yang melanggar kesejahteraan hewan di
RPH (Rumah Potong Hewan) antara lain; transportasi
yang tidak benar, menganiaya dan menyakiti hewan
serta membiarkan kelaparan saat pengangkutan,
pemberian air minum yang berlebihan (gelonggong)
dengan tujuan meningkatkan berat badan, memotong
bagian-bagian tertentu saat ternak masih hidup
dengan tujuan memudahkan penyembelihan dan
penusukan jantung saat ayam masih hidup dengan
tujuan mempercepat kematian dan pengeluaran
darah.

Ciri-ciri daging sapi gelonggong adalah; Dagingnya
berwarna pucat, teksturnya lembek dan cepat busuk,
kadar airnya sangat banyak. Jika dagingnya ditekan
akan mengeluarkan air, biasanya dijual dengan cara
digeletakkan di atas meja (tidak digantung) dan jika
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direbus, daging sapi gelonggong akan menyusut
lebih banyak daripada daging sapi asli.

12. Dr. Ir. Indyah Aryani, MM, Kepala Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Timur menyatakan sebagaimana berikut:

a.

Perlakuan baik kepada hewan sangat penting karena
beberapa hal, antara lain; hewan merupakan makhluk
sentient (perasa, dapat merasakan sakit dan emosi),
hewan berkontribusi terhadap kesehatan manusia
dan hewan memiliki nilai ekonomi.

Karakteristik sapi gelonggong adalah; Sapi gemetaran,
mata melotot, sering kencing, sempoyongan bahkan
sampai ambruk, perut nampak penuh dan apabila
dilakukan pemeriksaan rektal, terasa penuh di bagian
perut .

Karakteristik daging gelonggongan antara lain;
Warnanya pucat kebiruan, daging normal berwarna
merah segar dan lemaknya berwarna kekuningan,
kandungan air sangat tinggi sekitar 10% dari daging
normal, tampak berair dan menetes terus menerus
sehingga peletakkannya tidak digantung melainkan
diletakkan di bawah, kondisinya agak rapuh sehingga
sulit dijadikan sejumlah produk olahan seperti bakso,
biasanya harganya lebih murah dan mengandung
bakteri sebanyak empat kali lipat bila dibandingkan
dengan daging normal.

Daging gelonggongan tercemar oleh bakteri Salmonella,
Clostridium dan Listeria yang dapat menyebabkan
keracunan dan diare bagi yang mengkonsumsinya.
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Di samping itu, peningkatan pertumbuhan mikroba
menjadi empat kali lipat dari daging normal
disebabkan oleh meningkatnya kandungan air yang
dimiliki oleh daging.

Air adalah faktor pendukung dalam pertumbuhan
mikroba. Apabila kebutuhan air mencukupi maka
mikroba akan berkembang dengan sangat baik. Hal
ini akan berakibat pada banyak berkumpulnya hasil
metabolisme mikroba yang bersifat racun pada
manusia sehingga akan sangat berbahaya karena
akan menimbulkan keracunan.

13. Beberapa regulasi antara lain sebagaimana berikut:

550

a.

Undang-Undang Nomor 41/2014 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 18/2009 Tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 66 A ayat 1
“Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau
menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat
dan/atau tidak produktif’ dan ayat 2 berbunyi “
Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan
sebagaimana pada ayat (1) wajib melaporkan kepada
pihak yang berwenang”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Pasal 8 berbunyi “Pelaku
usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan
barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau
tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak
sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan
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jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan
dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai
dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah
dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya’.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB VIII
Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan
Umum Bagi Orang, Kesehatan dan Barang Bagian
Keenam Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan
Pemeliharaan dan Penganiayaan Hewan Pasal 337 (1)
Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori II bagi
setiap orang yang menyakiti atau melukai hewan
atau merugikan kesehatannya dengan melampaui
batas atau tanpa tujuan yang patut (2) Jika
perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu)
minggu, cacat, luka berat, atau mati, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6
(enam) bulan atau pidana denda paling banyak
kategori III.

14. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009

15.

Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang
Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 3 Jumadil
Akhir 1447 H. Bertepatan dengan tanggal 24 November
2025.
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Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: HUKUM PENGGELONGGONGAN HEWAN

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

1.

Hewan adalah hewan ruminansia, yaitu kelompok
mamalia herbivora pemamah biak, seperti sapi,
kambing dan lain-lain.

Penggelonggongan hewan adalah memberikan
minum sebanyak-banyaknya secara paksa sebelum
dilakukan pemotongan yang dapat mengakibatkan
kematian pada hewan.

Al-Hayat al-mustaqirrah adalah kondisi hewan yang
masih bergerak stabil, normal, mengeluarkan darah
dengan deras memancar saat disembelih dan tidak
menunjukkan keadaan sekarat.

Kedua: Ketentuan Hukum

1.

552

Melakukan penggelonggongan hewan hukumnya haram
karena termasuk penyiksaan terhadap hewan.
Penggelonggongan hewan yang mengakibatkan
kematian atau hilangnya al hayat al mustaqirrah
termasuk kategori bangkai meskipun disembelih.
Penyembelihan hewan setelah digelonggong dan masih
terdapat al hayat al mustaqirrah hukum dagingnya
halal meskipun penggelonggongannya haram. Kehalalan
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yang dimaksud tidak otomatis boleh dikonsumsi
apabila menurut dokter ahli hewan, daging tersebut
membahayakan kesehatan.

Menjual daging dari hewan gelonggongan yang mati
atau disembelih setelah hilangnya al hayat al mustaqirrah
hukumnya haram, karena termasuk kategori bangkai
dan uang yang dihasilkan tidak halal. Oleh karenanya,
membeli daging dari hewan tersebut hukumnya
haram dan tidak boleh dikonsumsi.

Menjual daging dari hewan gelonggongan yang masih
terdapat al hayat al mustaqirrah hukumnya haram,
karena ada unsur penipuan.

Semua pihak yang terkait dengan praktek
penggelonggongan hewan, baik langsung maupun
tidak langsung, seperti pengelola RPH (Rumah Potong
Hewan), pengelola TPH (Tempat Pemotongan Hewan),
juru sembelih, pemilik hewan, penjual dan pembeli
daging yang telah mengetahuinya dianggap telah
melakukan kemaksiatan dan berperan atas timbulnya
kemaksiatan (sesuatu yang diharamkan).

Ketiga: Rekomendasi

1.

Meminta kepada pemerintah dan semua pihak yang
berwenang untuk mengedukasi masyarakat tentang
penyembelihan hewan sesuai standar syar’i termasuk
larangan penggelonggongan.

Menghimbau kepada seluruh pengelola RPH (Rumah
Pemotongan Hewan) dan TPH (Tempat Pemotongan
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Hewan) agar menghindari praktek penggelonggongan
hewan.

3.  Menganjurkan kepada seluruh pengelola RPH (Rumah
Pemotongan Hewan) dan TPH (Tempat Pemotongan
Hewan) agar mengurus sertifikasi halal tempat usahanya.

4.  Menghimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-
hati dan selektif dalam membeli daging.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan
perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan
sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan
dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua
pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 11 Jumadil Akhir 1447 H
02 Desember 2025 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA

ua, Sekretaris,

KH- akruf/(fl\d)izin KH. Shoélihin/Hasan, M.H.I
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Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

tua Umum, Sekretaris Umum,
A 7\

N

AN\

N\ 72,
'{\-\\ln“

.H., M.M Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

KH. Moh. Hasan Mutawakkil AlallaFk;
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